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Karya tulis dengan judul "PELAKSANM PERJANJIAN ASURANSI 

JIWA KREDIT BRINGIN L E E  YANG DIGUNAKAN OLEH BANK RAKYAT 

INDONESIA UNIT DESA DALAM MELINDLJNGI USAHANYA DARI RISIKO 

PINJAMAN' berisi tentang gambaran dunia perbankan dalam menggunakan prinsip 

kehati-hatian (prudential bankrng principle) dalam proses pemberian kredit oleh 
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perbankan bahkan kondisi perekonornian bangsa pada tatamn yang lebih luas. Oleh 
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PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT BRINGIN LIFE YANG 
DIGUNAKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA DALAM 

MELINDUNGI USAHANYA DARI RISK0 PINJAMAN 

ABSTRAKSI 

Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghrmpun dan penyalur dana 
masyarakat. Bercksarkan dua fimgsi utama dari smtu bank yaitu hngsi penghrmpun dana 
dan fimgsi penyalur dana tersebut, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan 
nasabah, yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana artinya bank 
menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (nasabah bank). 

Dalam fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat, bar& xnetnberikannya dalam 
bentuk kredit. Fungsi bank sebagai pemberi kredit ini banyak mengandung risiko, sehingga 
dalam proses pemberian kredit bank harus menerapkan prinsip-prinsip dalam perkreditan 
&ah satunya adalah prinsip kehati-hatian (pmdential bankng pmiple).  Prinsip kehati- 
hatian (prudential banking pmciple) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 
1992 tentang Perbankan sebagaimana tdah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 
1 998 pada pasal2,8, 1 1, 16,29 dan pada bagian penjelasan wnum Undang-undang tersebut. 

Manusia mungkm temmpa kerugian-kerugian. Untuk mengurangi beban keuangan dari 
kerugian-kerugian ini, ia membuat perjanjian untuk memberikan kerugian-kerugian 
perseorangan kepada anggota suatu kelompok yang juga terbuka mtuk kerugian-kerugian 
yang smpa. Perjanjian ini dikenal sebagai kontrak asuransi. 

Polis asuransi dibuat oleh organisasi bisnis ymg disebut perusaham asuransi 
(insurers). Agar dapat berfimgsi sebagaimana mestinya, perusahaan asuransi ini h m l a h  
mempunyai sejumlah besar pemegang polis yang memperolehnya baik langsung dari 
perwakilan perusahaan asuransi itu ataupun melalui agen. 

Asuransi adalah bisnis teknis yang melibatkan keahlian-keahlian dari ahli statistlk, 
analis keuangan, insinyur, ahli ekonomi, para pengacara, dan lain-lain. KonQak-kontrak 
haruslah dikonsep dengan saksama, pembatasan tanggungan harus ditentukan, tarif hams 
ditetapkan dengan adil, dan dana-dana hams diinvestasikan dengan bijaksana. 

Karena asmami menyangkut kepentingan pub& maka ia diatur dengan ketat. Dua 
pmbagian ymg luas Bari a s m s i  adalah asuransi swasta c.lan asuransi pemerintah. Asuransi 
swasta selanjumya dapat dibagi menjadi asuransi jiwa dan asuratlsi harta. Asuransi harta 
mengganti kerugian atau kerusakan terhadap harta, termasuk kerugian pemakaian; tanggung 
jawab terhadap pihak ketiga; kecelakaan dm sakit; clan jaminan (su~etyshipl. 

CKIZES~ p ~ m i ~ i t &  &pat bersifat sukarela atau wajib. Bila wajib, namanya yang 
popular adalah asuransi sosial. 

-A-amg d k a  &- lfqmh JxBq-- Inempxb* pf.mamm 
faktor-faktor produksi, ikur terjun dalam kegiatan-kegiatan pence* kerugian, mengganti 
kerugian-kerugian, merupakan dasar bagi struktur kredit, membasmi kekhawatiran, dan 
menyediakan saluran untuk dana-dana yang dapat diinvestasikan. 

Sumbangan ini bukannya tanpa biaya. Sebagian besar premi-prerni yang terkumpul 
keluar membayar ongkos-ongkos operasi. Bisnis asuransi me& banyak sekali tenaga 
kerja, modal, dan ruang. Asuransi menjadi penyebab sejumlah kerugian-kerugian yang 
curang. Ia juga kadang-kadaug bertanggung jawab atas kerugian-kerugian karma 
kecerobohan, karena kadang-kadaug meleayapkan rangsangan diri seseorang untuk 
melindungi hartanya Akan tetapi jika ditimbang, manfaat asuransi bagi masyaralcat jauh 
melebihi biaya sosialnya 



BAB I 

PENDAHULUAN 

Selama ini perekonomian masyarakat daerah pedesaan banyak digerakkan 

oleh Pelaksanaan kredit bisnis mikro (PPK-BM). Dengan diterapkannya 

Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang 

merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia @I) Nomor 

27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran BI Nomor 27 /7 / 

UPPB tanggal 31 Maret 1995, tentang kewajiban penyusunan clan pelaksanaan 

Kebijaksanaan Perkredtan Bank bag Bank Umum, maka dipandang perlu untuk 

melakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas Pedoman Kerja (manual) BRI 

Unit yang telah ada, dengan mengacu pada Kebijakan Umum Perkreditan PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero). Untuk selanjutnya Pedoman Kerja BFU Unit 

disesuaikan namanya merjadi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK - 

BM). PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

Bisnis Mikro dalam PPK-BM ini adalah salah satu segmen bisnis yang ada 

di BRI yang merupakan suatu system perbankan yang ddaksamkan oleh BRI Unit 

dalam menjalankan fhgsinya sebagai financial intennedia~y untuk pembiayaan 

usaha mikro. 

Penyusunan PPK-BM dilakukan dengan tetap memperhatikqn, . . asas-asas 

pengembangan bisnis BFU Unit yaitu kesederhanaan (simplicity), keterbukaan 

(transparency), mudah dijangkau (accessibility), dan tidak disubsidi (non- 



subsidized), dapat menutup seluruh biaya (cost recovery), menguntungkan 

(profitable), &vitas usaha berkelanjutan (sustainable) serta struktur organisasi 

yang sederhana, sehingga sasaran bisnis dapat tercapai dengan strategi yang 

ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan memenul.11 asas 

pemberian kredit yang sehat ' . 
Walaupun sektor tersebut dapat bermanfaat dan mernilila fungsi vital 

dalam kegiatan ekonomi, tetapi pengusaha-pengusaha dapat kesulitan 

mengembangkan usaha. Kesulitan tersebut urnumnya terletak pada sumber 

permodalan. 

Banyak cara untuk mengatasi kekurangan tersebut salah satu adalah 

rneminjm uang dalam kredit di bank. Kre&t yang &ajukan pengusaha-pengusaha 

tersebut umumnya kepada BRI Unit Desa. Memang BRI memilih jaringan yang 

luas di Pedesaan Indonesia. 

Tanggung j awab pej abat kredit lini dalam proses putusannya datur 

sebagai berikut: 

a. Uraian secara rinci mengenai fungsi, tugas dan tanggwg jawab para 

pejabat kredit lini yang terlibat dalam proses pemberian kredi?: 

Tanggung jawab melaksanakan tugasnya secara professional, jujur, 

obyektif, c e m t  dan seksama terutama dalam kaitannya dengan 

pemberian persetuj uan. 

1 Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK- 
BM BRI) Kantor Pusat Jakarta, 2003, hlm. 1. 

2 Ibid, . . . .hlrn. 1.  
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Setiap pejabat pemutus secara individual bertanggung jawab baik 

untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang 

terlibat dengan proses putusan. 

Meyakini bahwa data, Morrnasi dan dskumen yang disajikan oleh 

pejabat pemrakarsa adalah masih berlaku dan sah. 

Setiap yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas- 

asas pemberian kre&t yang sehat serta prinsip kehati-hatian. 

Meyakini bahwa yang diputus dapat dilunasi tepat pada waktunya dan 

tidak akan menjadi bermasalah3. 

b. Pemisah tanggung jawab sebagaimana yang telah diuraikan pada bab III 

tersebut, berkaitan erat dengan risiko yang mungkin timbul dikemudian 

hari atas pemberian yang telah dilakukan, yang pada akhirnya &pat 

menyebabkan menjadi bermasalah. 

c. Pemberian kredit pa& dasarnya selalu berhadapan dengan risiko, yaitu 

kemungkinan terjadi kredrt bennasalah yang mengakibatkan tidak 

terbayarnya kembali yang telah diberhn, sehingga mengakibatkan 

kerugan financial bag  BRI, risiko atas pemberian pada dasarnya &pat 

dibedakan menjad dua macam, yaitu risiko bisnis dan rislko non bisnis 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Risiko Bisnis 

Risiko bisnis adalah risiko pemberian yang timbul semata-mata 

disebabkan oleh faktor yang murni bersifat bisnis atau hal-ha1 lain 

3 Ibid, . . . . hlm. 30. 



yang bersifat force inajeuer. Meskipun pemberian suatu fasilitas 

kupedes kepada seorang pemohon telah benar-benar didasarkan pada 

prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat serta 

didukmg oleh itikad baik dari pejabat kredit, namun kemunglunan 

timbulnya kredit bennasalah tetap ada, mengngat bahwa pemberian 

kredit mernang mengandung risiko, baik risiko yang berasal dari 

perusahaan yang bersangkutan, dampak ekonomi secara makro, 

bencana alam, maupun faktor-faktor lain yang bersifat force inajeuer. 

Apabila kredit bennasalah timbul dimana: 

Telah dilakukan analisa 5 C's secara relatif lengkap dan benar. 

Etikad dari seluruh pejabat pemutus dalam memutus benar-benar 

baik dan semata-mata hanya untuk kepentingan BRI. 

Telah dlakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenamn 

dokumen secara hati-hati dan sempurna. 

Telah dilakukan pengawasan atas pencairan dengan sempurna. 

Telah &lakukan monitoring (sebagai kelanjutan dari proses 

pencaimn), secam benar dan sungguh-sungguh clan dapat 

dibuktikan secara adminitratif. 

Maka risiko yang timbul akibat kredit bermasalah tersebut 

dikategorikan sebagai risiko bisnis, yang pada dasarnya menjadi risiko 

BRI. 



2) Risiko non bisnis 

Risiko non bisnis adalah risiko yang timbul alubat adanya bermasalah 

yang disebabkan karena proses pemberiannya tidak Qdasarkan pada 

faktor-faktor positif tersebut pada butir 4.e.l , tetapi lebih banyak 

Qsebabkan karena faktor negatif dan itlkad yang tidak baik yang 

melekat pada pejabat kredit lini yang terkait dengan proses 

pemberiannya. 

Apabila timbulnya bermasalah dialubatkan karena adanya faktor- 

fakfor negalif dan mu i t h d  yang tidak baik dari p r a  pejabat kredit, 

maka risiko yang timbul dikategorikan sebagai rislko non bisnis dan 

menjadi tanggung jawab secara pribadi pejabat kredit yang 

bersangkutan. Kepada pejabat kredit yang bersangkutan dapat 

dikenakan sangsi sesuai dengan yang berlaku4. 

3) Untuk mengantipasi bermasalah / Kredit yang tidak bisa dikembalikan 

oleh debitur kepada kreQtur untuk itu BRI membuat tkn menutup 

perjanjian pertanggungan ulang (Reasuransi) serta melakukan usaha- 

usaha yang langsung dan tidak langsung erat hubungannya dengan 

ketentuan kelanearan dan pengarnanan perkreditan bank. Asuransi jiwa 

merupakan suatu pertanggungan asuransi bagi jiwa debitur yang 

menikrnati, apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia dalarn 

masa jangka walaunya. Diikutsertakannya debitur dalam asuransi jiwa 

merupakan suatu upaya untuk menutup risiko kerugian dari 



kemunglunan tidak terbayarnya piqjaman, akibat meninggalnya 

debitur. 

Dengan tugas seperti diatas maka apabila ada peminjam kredit yang 

mengalami kegagalan, maka PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life akan 

menanggung risi konya tersebut. 

Dalam menutup asuransi terhadap suatu pinjaman, PT. Asuransi Jiwa Kredit 

Bringin Life menetapkan beberapa persyaratan yang hams dipenuhi oleh bank, 

diantaranya membayar premi asuransi yang jurnlahnya ditentukan berdasarkan 

perjanjian. Sewaktu masih ada pelaksanaan kreht bisnis milcro (PPK-BM), maka 

PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life secara langsung (otomatis) 

mengamankannya dengan asuransi, dan premi yang besarnya 0,75% dibayar oleh 

bank pelaksana *, kecuali peminjaman Kupedes di atas 50 (lima puluh) juta rupiah 

ini preminya dibayar BRI Unit 0,25%, 0,50% dibebankan oleh nasabah / debitur. 

Mengmgat arti pentingnya Asuransi Jiwa Kredit ini &lam usaha perbankan 

di Indonesia, maka penulis tertarik untuk merurnuskan masalah dalarn penulisan 

hukum yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA 

KREDIT BRINGIN LIFE YANG DIGLTNAKAN OLEH BANK RAKYAT 

INDONESIA UNIT DESA DALAM MELINDUNGI USAHANYA DARI 

RISK0 PINJAMAN. 

5 Muhamad Djurnhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Baktii 
Bandung, 2003, hlm. 424. 



B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penutupan Asuransi Jiwa dalam pemberian kredit 

di BRI Unit ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa dalam kerangka 

pe rjanjian kredit di BRI Unit? 

C. Tu juan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai penutupan 

Pelaksanaan Pe rjanjian Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life yang digunakan 

oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Desa dalam melindung usahanya dari 

Risiko Pinjaman. 

2. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik penyelesaian ldaim asuransi 

yang terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa K r d t  Bringn Life 

yang digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Desa dalam melindung 

usahanya dari Risiko Pinjaman. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penyempurnaan 

bagi pelaksanaan atau prinsip kehati-hatian (pPudentia1 banking principle) dalam 

proses pemberian kredit oleh bank sehlngga pihak bank mempunyai standar yang 

jelas mengenai prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) terutarna 

dalam melindungi kepentingan bank sendiri selalu kreditur untuk mendapatkan 

piutangnya kembali. Dengan adanya pengaturan dan criteria yang jelas mengenai 

prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam proses pemberian 



kreQt oleh bank maka risiko dalam penyaluran kredit dapat &minimahsir dan 

kerugan bag pihak bank dapat dihindari. 

E. Telaah Pustaka 

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada halukatnya mengandung berbagai 

ha1 yang menunjukkan sifat hakiki dari kehdupan itu sendiri. Sifat hakiki yang 

dimaksud disini adalah suatu sifat "tidak kekal" yang selalu menyertai kehdupan 

dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi 

dan menyertai manusia baik itu sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau 

dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. 

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alarniah tersebut 

mengalubatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu 

secara tepat. Sehngga dengan demikian keadaan termaksud tidak pernah 

memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya 

sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti 

&hut, dapat bemjnd  Mam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya 

selalu dihndari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemunglunan yang dapat 

terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belurn tentu menimbulkan rasa 

tidak aman yang lazim disebut sebagai rislko. 

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai 

kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat 

yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman 

tadi. Manusia dengan aka1 budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa 

tidak aman  tad^ sehngga ia merasa men.& aman Dengan daya upayanya 



tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjad suatu kepastian; 

sehingga ia selalu dapat menghlndarkan atau mengatasi risiko-risikonya, baik 

secara indvidual atau bersama-sama. 

Upaya untuk mengatasi sifat alarniah yang benvujud sebagai suatu keadaan 

yang tidak pasti tad, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara 

menghlndan, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar ditlnya 

sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan risikonya 

itu sudah lama dilakukan. Usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi 

manusia,yaitu sejak manusia melakukan kegatan perdagangan yang sederhana. 

Usaha-usaha manusia untuk mengatasi risiko dengan cara melirnpahkannya 

kepada pihak lain beserta proses perturnbuhannya, dikenal oleh 

peradabadmanusia, baik didunia bagian timur maupun tengah pada abad-abad 

awal sebelum ~ a s e h i ~ .  

a. Risiko clan Asuransi 

Dalam menjalankan kegiatannya, semua manusia dalam kedudukan dan 

profesi apapun akan selalu menghadapi risiko. Namun kalau kita perhatikan lebih 

jauh, apa yang dmaksud dengan risiko itu , setiap orang akan mengartikan secara 

tidak sarna. Pada umumnya masyarakat men-kan risiko itu sebagai berikut: 

1. Risiko dartikan sebagai suatu bahaya 

Hal ini dapat kita sirnpulkan dalam kalimat seperti: Kalau ngebut, risikonya 

besar. Maksudnya adalah bahwa ngebut itu bahayanya besar. 

2. Risiko diartika. sebagai obyek 

Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Ban Peruwhuan Asuransi, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2001, hlm. 2-3. 



Bila seseorang akan mengasuransikan maka akan ditanyakan, risiko apa yang 

diasuransikan. Risiko disini ditafsirkan sebagai obyek, yaitu obyek apakah 

yang akan diasuransikan. 

3. Risiko diartikan sebagai kerugian 

Misalnya, kalau naik sepeda motor ngebut, maka kalau terjadi kecelakaan 

risikonya akan besar. hsiko disini diartikan sebagai kerugian. 

4. Risiko diartikan sebagai kemunglunan 

Msalnya,kalau seseorang mengrkuti ujian, maka risikonya lulus atau tidak 

lulus. 

Didalam industri asuransi, risrko itu diartikan sangat khusus dan sangat 

sederhana. Secara operasional, risiko diartikan sebagai uncertainty of Jinancial 

loss atau kerugian yang tidak pasti. Jadi risiko mempunyai dua unsur yaitu 

ketidakpastian dan kerugian (uncertainty dan loss). Oleh karena itu, apapun yang 

dapat menyebabkan timbulnya kerugian itu disebut sebagai risiko. Apabila dalam 

definisi itu kita bicara tentang ketidakpastian, berarti kita bisa menderita suatu 

kerugran. Namun itu tidak perlu diartikan bahwa luta akan mengalami kerugran. 

Disini ada unsur keragu-raguan atau ketidakpastian. 

Selain itu tentunya luta mengetahui bahwa sesungguhnya ada suatu keadaan, 

yang juga melibatkan adanya kerugian secara financial, yaitu suatu keadaan yang 

luta ketahui secara pasti sebelumnya, bahwa sesuatu itu akan menjadi aus atau 

lidak dapa digunakan Iagi, sehingga kita hams menggantinya. Misal sepatu atau 

baju yang menjadi aus karena Qpakai. Mengganti barang yang aus itu, berarti luta 

mengalami kerugian financial atau biaya, karena kita harus mengelwkan uang 



gutla menggarllinya. Na~nurr kaleira Lila suciai~ ~llel~geiai~ui~~ya sews pabii bailwd 

lih haru meiiikuican pengeiwran iersebui, ma'm i r i k  iiria'~ & p i  

mendefinisi~annya sebagai risiko. Xisi~o seiaiu meiibarican a h y a  iraiciairpas~an 

adanya kerugan hancia17. 

G .  ivieiude Fe~ra~~ga~ra~l rislko. 

IvIetode penanginan risiko dengm c i a  risks transfer. Sesuai dengan 

namanya, maka risks transfer adalah mengaiihkan risiko irerugan Kepada orang 

iain, cian biasanya icepada perusahaan asuransi yang leblh berminat utuk 

rllerlmirrra ahu lrielrlikui risiitu. 'Galau deltliiciar~, suaiu lisiku ciapi diaiiiricar~ juga 

iceparia p e r w a h n  yang bukan p e r w h  atswami, misainya dengan cara 

- mensub~onrrakkan pe~erjaan. ~ransfer r i s i~o  ciisini ciapar juga meiiba~lran 

speicuiasi risiico, tapi daiarn pengaiihan risiko icepada perusahaatl asuransi,maica 

pacia urrlurrillya irar~ya rnengaiiikar~ risi~u yarlg lr~urrii  saja. 

Sebagai wntuh &I&. 

i. Seseorang, Karairaniab bernarna Irwan baru seiesai membangun rurnah baru. 

- 7 unnk rnengamankan rumah tersebut dari risiko icebakaran ciia membeii p i i s  

asluarlsi icebaicararl h i  per usahil  asurat~si FT Fasii ?~lerri'uaya~. Aya'uiia 

p-ja& mwib.& k&&q & ppr,p& hn emw 

kerugan yang dideriranya. 

7 
Agus Prawoto, H u h  Asuransi dun Kesehatan Perusaharm Asurmi ,  BPFE, 

k'ogyakafia, i994, iiitii. i I - i3.  



2. Seseorang yang bennaksud mengirimkan barang antik ke tempat lain, maka 

agar kerugian yang munglnn timbul karena barang itu hllang atau rusak 

diperjalanan tidak menimpanya, dapat membeli polis asuransi pengangkutan. 

Dengan demikian, mengalilkan risiko ini dapat ddakukan terhadap berbagai 

risiko, baik yang berupa personal risks, property risks ataupun liability risks. 

Risiko kemunglunan dialihkan melalui suatu kontrak atau perjanjian tertulis. 

Asuransi adalah merupakan salah satu sarana guna mengalihkan risiko. Apabila 

kerugian yang munglun timbul atas rusak atau hilangnya suatu barang itu 

dialihkan kepada perusahaan asuransi, maka ha1 tersebut dinamakan 

diasuransikan '. 
Bagaimana peran asuransi dalam mengatasi risiko itu? Akan tetapi terlepas 

dari semua masalah-masalahnya, asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, 

mempunyai peranan cukup besar sekali baik bag masyarakat maupun bag 

pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat 

disimpulkan dari uraian terdahulu sebagai berikut: 

a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan 

usahanya. Hal ini karena seseorang akan terlepas clan kekhawatiran akan 

tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab 

walaupun tertimpa kerugan akan mendapat ganti rug dari perusahaan 

asuransi. 

b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegatan perusahaan, sebab dengan 

memperalihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, 

Ibid . . . .him. 19 - 20 



perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan 

usahanya. 

c. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan 

adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira 

sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi 

dari asuransi didalam ia menilai biaya yang harm dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pernberian suatu kredit. Apabila 

seseorang memiujam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada 

debitur untuk menutup asuransi benda jaminan. 

e. Asuransi dapat mengurang tirnbulnya kerugan-kerugian. Dengan ditutupnya 

perjanjian asuransi, maka risiko yang munglcln dialarni seseorang dapat 

ditutup oleh perusahaan asuransi. 

f Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk 

harapan masa depan. Dalarn ha1 ini fungsi memibung dan asuransi terutama 

dalam asuransi jiwa. 

g. Asuransi merupakan alat pembangunan dalam ha1 ini premi yang terkurnpul 

oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam 

pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka 

panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas 

kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyakg. 

H. Man Supman Sastrawidjaja & Endang, Hukum Asuransi, PT. Alumni, Bandung,. 
2004, hlm. 69-71. 



F. Metode Penelitian 

1. Tipe penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data 

sekunder dengan menggunakan ketentuan h u m  yang berlaku serta pemturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan clan 

hukurn perjanjian serta putusan-putusan hakim. Dalarn ha1 ini meneliti kaidah- 

kaidah serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian 

yang akan diteliti, yaitu: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan penutupan Asuransi Jiwa dalam pemberian 

kredit di BRI Unit ? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa dalam 

kerangka pe rjanjian lcredit di BRI Unit? 

2. Bahan Hukum 

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat 

normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang 

ditinjau dari sudut mengrkatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukurn dalam penelitian in. adalah: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah hubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. 



2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang berkaitan dengan 

implementasi prinsip kehati-hatian (prudential bankng principle) 

dalam proses pernberian krecht oleh bank. 

3) KUHPerdata yang berhubungan dengan perjanjian. 

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang isinya membahas 

bahan hulcum primer, terdiri dan: 

1) Makalah-makalah dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan 

irnplementasi prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) 

&lam proses pemberian krecht oleh bank. 

2) Kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah 

implementasi prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) 

dalam proses pemberian kredit oleh bank. 

3) Putusan-putusan halam yang berkaitan dengan perkara-perkara 

pemberian kredit oleh bank 

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan- 

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari: 

1) Buku kumpulan istilah &lam perbankan 

2) Kafnus Besar Bahasa Indonesia 

3) Ensiklopecha Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 

4) Artikel-artikel dan laporan-lapran dari media massa (surat kabar, 

jurnal hukum, majalah, dan sebagainya). 



3. Nara Sumber 

Irnplementasi prinsip kehati-hatian (prudential banking princzple) dalam 

proses pemberian kredit oleh bank yang penulis teliti adalah berkaitan dengan 

dunia perbankan, oleh karena itu nara sumber penulis dalam penelitian ini 

adalah dari pihak-plhak yang bersangkutan dengan objek penelitian antara lain 

praktisi perbankan yang berkaitan dengan bidang perkreditan dan hakun 

sebagai pemutus perkara apabila timbul masalah hukurn yang terjadi antara 

bank dengan debitur. 

Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian tersebut maka 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan arah pada kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut. 

4. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini lebih menggunakan data yang berupa bahan hukurn primer, 

bahan hukum sekunder dan hukurn tertier, untuk memperoleh data yang 

relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena itu, 

pengumpulan data dalam penelitian ini mengguuakan 3 (tiga) alat pengumpul 

data, yaitu: 

a) Studi Kepustakaan: pengumpulan data dilalcukan dengan mempelajari 

buku-buky majalah, artikel, tesis atau desertasi serta bahan hukum lainnya 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari perrnasalahan 

yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis. 



b) Wawancara: pengumpulan data atau pencarian data dilakukan dengan cara 

mengadakan wawancara secara langsung dengan para pemberi inforrnasi. 

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya 

memberikan penjelasan atau penegasan dari data yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan sehlngga wawancara dalam penelitian ini bukan 

merupakan metode pengumpul data yang pokok, hanya sebagai tambahan, 

yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari studi pustaka dan referensi 

yang berkaitan dan mendukung dalam penulisan penelitian ini. 

c) Studi dokumen: pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara pengumpulan dan mempelajari serta menelaah dokumen-dokumen 

hukum yang berupa putusan pengadilan atau Surat E d a m  atau fatwa 

BAiWamah Agung dan peraturan atau Surat Keputusan Direktur Bank 

Indonesia serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek 

penelitian 

5 .  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ymd~s,  y a k  

bahwa penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada norma-norma atau 

kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. 

6. Analisis data 

Data yang telah hperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini, berupa 

data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, 



bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier serta didukung 

dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan penalaran secara deskriphf, 

kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas data yang ada. 

Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas 

sebagai suatu bahan yang komprehensif, dalam rangka pengungkapan bahasan 

dengan menggunakan metode kualitatif sehmgga akan menghasilkan analisis 

data yang desknptif analitis. 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun kajian dalam tesis ini penulis susun dalam I?f Bab dengan perincian 

sebagai berikut: 

BAB I: Dalam bab ini penulis mengungkapkan segala permasalahan yang 

melatarbelakangi munculnya penelitian ini, yang tertuang dalam sub bahasan latar 

belakang masalah, selanjutnya penulis merurnuskan apa yang menjadi pokok 

kajian dalam penelitian ini disertai dengan tyluan. Untuk leblh mengembangkan 

teori yang ada, penulis mencoba menuangkannya dalam kerangka teori. Untuk 

mengetahui bagaimana penulis melakukan penelitian maka dijelaskan pula 

bagaimana metode penelitiannya, dan selanjutnya dibuatlah sistematika 

penulisannya. 

Bab 11: Dalarn Bab ini berisikan tentang Tujuan Umum, Perjanjian Asuransi, 

Perjanjian Asuransi sebagai Perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi, 

Asas-asas perjanjian asuransi dan pengaturannya, syarat dan asas Perjanjian 

Asuransi, Asas dan syarat yang berkaitan dengan terjadinya Perjanjian Asuransi, 



Syarat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pe rjanjian Asuransi, Polis sebagai 

Dokumen Perjanjian Asuransi, dan Prosedur Klaim Asuransi. 

Bab 111: Dalam Bab ini merupakan analisis dan jawaban perrnasalahan yang dikaji 

dalarn penelitian ini yaitu: Penutupan Pelaksaman Perjanjian Asuransi dan 

Penyelesaian Klaim Asuransi dan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa dalam 

Kerangka Perj anjian Kredit di BRI Unit. 

Bab IV: Penutup 

- Kesirnpulan 

- Saran 



BAB II 

PERliANJIAN ASURANSI 

A. Pengertian dan Asas-asas Asuransi 

1. Pengertian Asuransi 

Secara umum istilah asuransi atau pertanggungan dapat mempunyai 

berbagai arti dan batasan, sesuai dengan siapa yang memberikannya dan 

dipergunakan untuk sasaran apa. Dalam ha1 ini sesuai dengan suciut pandang dan 

manfaat yang akan diperoleh atau dituj y berkaitan dan sesuai dengan kepentingan 

masing-masing yang memberi batasan. Asuransi atau pertanggungan dapat 

ditelaah dan diberi batasan dari bidang-bidang ekonomi, hukum, 

bi~nis~matematika atau sosial. 

Dalam tulisan ini baik istilah asuransi, maupun pertanggungan dipergunakan 

S a r a  bersamaan dan akan diamati dan ditelaah dari dua sisi yang sama. Dengan 

demikian keduanya akan saling melengkapi, karena keduanya sesungguhnya 

mempunyai arti dan rnakna yang sama. Pertama asuransi atau pertanggungan 

dilihat dan Qtelaah dm sisi dan kedudukannya sebagai suatu lembaga atau 

institusi. Ternyata lembaga tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang 

sebenarnya masuk dalam sisi kedua dari asuransi atau pertanggungan itu sendiri. 

Adapun sisi kedua dari asuransi dapat dilihat sebagai suatu kegiatan, sedan* 

kegiatan yang dimaksud dalam ha1 ini adalah sebagai suatu perjanjian yang tidak 

lain adalah perjmjian asuransi. Oleh karena itu dapat hkatakan asuransi sebagai 



suatu lembaga, melakukan kegiatan-kegatannya dalam mengadakan dan 

melaksanakan perjanj ian asuransi. 

Perjanjian-perjanjian asuransi tersebut, dilakukan oleh lembaga dengan 

banyak pihalr dengan fiekuensi relatif tinggi dalam jangka waktu yang juga relatif 

panjang sesuai dengan batas usia lembaga itu sendiri. 

Perwujudan lembaga asuransi temaksud tidak lain adalah sebagai 

perusahaan asuransi dengan semua perlengkapannya sebagai suatu organisasi 

kerja dalam dunia usaha. 

Perusahaan asuransi melakukan kegatan-kegatan dengan mengadakan dan 

melaksanakan perjanjian-per- anjian asuransi dengan banyak pihak; 

menempatkannya menjadi suatu lembaga dengan fungsinya yang bersifat ganda. 

Pertama perusahaan asuransi dengan mengadakan perj anj ian-perj anj ian 

asuransi dan nanti pada suatu saat ia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

perjanjian, berarti perusahaanflembaga bersedia mengambil alih clan menerima 

risiko pihak lain, dengan siapa ia mengadakan perjanjian asuransi. Dalam ha1 ini 

perusahaan berfhgsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihak lain. 

Penerimaan dan pengambilalihan risiko oleh perusahaan asuransi terhadap 

nasabahnya tersebut diikuti dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut 

premi. Pembayaran premi yang diterima oleh perusahaan di samping 

dimanfaatkan untuk operasional perusahaan; acara potensial &pat dihimpun baik 

untuk cadangan atau sebagai kumpulan dana yang relative menjadi sangat besar. 

Jadi perusahaan asuransi pada hakikatnya mempunyai potensi pula sebagai 

penglumpun dana dari kumpulan premi yang tidak "'termanfaatkan" untuk 



operasional perusahaan. Dengan demlluan jelas dapat dikatakan nampak 

perusahaan asuransi sebagai lembaga penghimpun dan penyerap dana masyarakat. 

Hal inilah yang menunjukkan lembaga asuransi pada fimgsinya yang kedua 

sebagai penyerap dana dari masyarakat. 

Jadi kemampuan untuk menahan setiap pemasukan premi yang tidak 

dimanfaatkan untuk biaya operasional perusahaan akan mewujudkan kemampuan 

perusahaan sebagai lembaga penyerap dana dari rnasyarakat. 

Kemampuan perusahaan (lembaga) untuk menghimpun dana dengan 

penyerapannya dan masyarakat, karena perusahaan mengadakan kegatan- 

kesatan tertentu. Kegiatan-kegiatan itu terrnasuk tidak lain ialah dengan 

mengadakan pe rjanjian-perjanjian asuransi yang akan menimbulkan hubungan- 

hubungan hukurn tertentu dengan semua relasinya. 

Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung suatu 

a .  yang pasti ialah sebagai suatu jenis perjanjian Meshpun demikian perjanjian 

asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti ialah yang berlusar pada 

manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian 

Sampai saat ini di Indonesia secara umum, pe rjaajian asuransi diatur &lam 

dua kondifikasi, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun 

dalam Kitab Undang-Undang Hukurn Dagang. 

Dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu 

dari yang tennasuk perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada 

Pasal 1774. 



Pasal 1774: 

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, 
mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara 
pihuk, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu. 
Demikian adalah: 
Perjanjian pertanggungan; 
Bunga cagak-hidup; 
Perjudian atau pertaruhn; 
.Persetujuan yang pertarna diatur di dalarn Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang. 

Sedangkan dalarn KUH Dagang perjanjian asuransi Qatur mulai pada Buku 

I Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya dan Bab X, tentang 

pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam 

hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan lembaga pertanggungan jiwa. Buku 

I1 Bab IX tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya 

perbudakan dan Bab X tentang pertangpugan terhadap bahaya dalam 

pengangkutan di daerah, di sungai dan perairan daratlO. 

Dalarn Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang 

Asuransi Bab I Ketentuan Umurn Pasal 1, &lam Undang-undang ini yang 

dirnaksud dengan: 

a. Asurunsi atuu pertunggungun aduluh perjunjiun unturu dua pihuk utau 
lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
penggantian kepda tertanggung kurena kzrugian, kerusakan atau 
kehilangan kezsntungan yang dihurapkan, atau tanggung juwab hukum 
kepada pihak ketiga yang mungkrn a h  diderita tertanggung, yang 
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan 
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seseorang yung dipertunggungkm 

lo Sri Rejeki Hartono, Opcil.. . . hlm. 78 - 80. 
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b. Obyek asuransi adalah benda dun jasa jiwa dun ragal kesehatan 
manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat 
hilang, rusak, rugi dun atau berkumng nilainya". 

Jadi meskipun perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara 

mum oleh KUH Perdata disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung- 

untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Di 

samping itu tidak tepat juga bertentangan dengan prinsipprinsip yang hams 

dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendin. Perjanjian untung-untungan 

mempunyai kecenderungan yang besar menuju pada petaruhan atau perjudian. 

Tujuan perjanjian untung-untungan tersebut, selalu berkaitan dengan kepentingan 

keuangan yang berkaitan dengan terjah atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang 

belurn pasti, clan keberadaan dari peristiwa tersebut baru dimulai setelah 

ditutupnya perj anj ian temksud. Jadi karakteristik dari perj anj ian untung- 

untungan ini adalah berdasarkan pada kemunglunan yang sangat bersifat 

spekulatif. Para pihak hampir tidak dapat mendeteksi terlebih dahulu 

kemunglunan-kemungkinan apa yang terjadi meskipun dengan kemunglunan 

besar yaitu 50 (lima puluh) persen atau tidak. Oleh karena itu pa& perjanjian 

untuag-untungan tujuan utama hanya kepentingan keuangan yang sangat 

spekulatif Lain halnya dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan yang pada 

dasarnya sudah mempunyai tujuan yang lebih pasti ialah memperalihkan risiko 

yang sudah ada yang berkaitan pada kernanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap 

berada pada posisi yang sama. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut 

l 1  Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1992 Bab I Ketentuan Umum 
Pasal 1 dan 2, Tentang Permwm.cm, hlm. 3. 
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dipertahankan dengan mempe rjanjikan pemberian ganti rugi karena te rjaQnya 

suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi peristiwa yang belum pasti terjadi itu 

merupakan syarat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalarn 

perjanjian asuransi atau pertanggungan. 

Meskipun demikian peristiwa yang belum pasti terjadi pada perjanjian 

untung-untungan yang bersifat pertanrhan atau perjudian tidak sama tepat dengan 

yang terjaQ pada pe rjanjian asuransi. Pada pe rjanjian pertaruhan dan pe rjuchan, 

risiko itu justru diciptakan oleh perjanjian itu sendiri. Lain halnya pada perjanjian 

pertanggungan, risiko itu sudah ada sebelum perjanjian dibuat dan justru 

perjanjian pertanggungan ditutup dengan tujuan memperalihkan risiko yang sudah 

ada. 

Pada perjanjian untung-untungan peristiwa yang belum pasti itu andaikata 

talc terjadi sama sekali tidak menyebabkan kerugian ekonomi pada salah satu atau 

para pihak. Sedangkan pada perjanjian asuransi apabila peristiwa yang belum 

pasti terjadi itu benar terjadi pasti menyebabkan menimbulkan kerugian ekonomi 

pada salah satu pihak ialah pihak tertanggung. 

Asuransi dalam termonologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh 

karena itu perjanjian itu sendiri perlu d&aji sebagai acuan menuju pada 

pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok perjanjian 

asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. 

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah 

sebagai berikut: 



1) Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. 

2) Suatu hubungan hukurn antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang 

berpiutangkeditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang 

berhubunganldebitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung 

jamb atas suatu prestasi. 

Dari batasan tersebut di atas dapat dsimpulkan bahwa setiap perjanjian pada 

dasarnya akan meliputi hal-ha1 tersebut dibawah ini: 

a. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum. 

b. Perj anj ian menunj ukkan adanya kemampuan atau kewenmgan menurut 

hukum. 

c. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu 

akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang munglun 

memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 

d. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang 

dengan suka rela akm memenuhinya. 

e. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab 

melakukan prestasinya sesuai dengan isi pe rjanjian. 

Kelima unsur termaksud di atas pada hakikatnya selalu terkandung pada 

setiap j enis perj anj ian termasuk p q  anj ian asuransi. Jadi pa& perjanj ian asuransi 

disamping ham mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung pula 

unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteiistiknya. Ciri- 



ciri dan karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya 

dengan j enis perjanjian pada urnumnya dan perjanj ian-perjanj ian lain 

Mengngat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, 

yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini 

sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai 

kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang 

belurn pasti. 

Jadi perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh 

suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula 

sebelum terjadt peristiwa. 

Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalarn Pasal 246 &tab 

Pasal246 KUHD: 

Aswansi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 
menerima suatu premi, untuR memberihn pengguntian RepadaMya hrena 
swtu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, 
yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 

Batas tersebut di atas oleh Prof Emmy Pangaribuan secara luwes 

dikembangkan sebagai berikut: 

Pertanggungun adalah suatu perjanjian, d i m  penanggwtg dengun 
menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk 
membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan 
keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena smtu 
kejadian yang belum pasti. 



Dari batasan termaksud diatas Prof Emmy Pangaribuan selanjutnya 

menj abarkan lebi h lanjut bahwa perj anj ian asuransi atau pertanggungan itu 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Perjanjian Asuransi atau pertanggungan pada asasnya adalah suatu perjanjian 

penggantian kerugan (shcadeverzekering atau indemnities contract). 

Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugan karena pihak 

tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan 

kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas). 

b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. 

Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau 

peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu te rjadi. 

c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. 

d. Kewajiban penanggung mengganti rug diharapkan dengan kewajiban 

tertanggung membayar premi. 

e. Kerugan yang diderita adalah sebagai akibat dan peristiwa yang tidak tertentu 

atas mana diadakan pertanggungan. 

Disamping itu Prof. P.L. Wery, dalam bukunya Hoofiaken van het 

verzekingsrecht lebih lanjut mengatdm bahwa dan batasan pasal 246 KUH 

Dagang Indonesia, menyimpulkan bahwa Pasal tersebut mengandung tiga sifat 

pokok dari perjanjian asuransi atau pertanggungan sebagai berikut: 

a. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian 

atau kontrak indernnitas pihak yang satu (penanggung) mengingat dirinya 



terhadap pihak yang lain (pengambil asuransi atau tertanggung) untuk 

mengganti kerugian yang munglun diderita olehnya. 

b. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalam arti bahwa penanggung 

mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada 

peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu. 

c. Asuransi merupakan pe rjanjian timbal balik Dan penanggung terdapat ikatan 

bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya 

dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi. 

Tetapi dalam pasal-pasal yang lain yaitu pada pasal 257 dan 258 KUH 

Dagang sebagai berikut: 

a. Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan consensus, dapat terjadi setelah 

ada kata sepakat, artinya merupakan perjanj ian tanpa bentuk 

b. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya 

mempercayai diantara para pihak adalah yang menentukan perjanjian itu 

sendiri12. 

2. Asas-Asas Asuransi dan Pengaturannya 

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang 

mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai 

karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. 

Secara umum perjanjian asuransi hams memenuhi syarat-syarat umum perjanjian 

dan disamping itu perjanjian ini mash harus memenuhi asas-asas tertentu yang 

12 Sri Rejeki Hartono, Opcit.. . .hlm. 8 1 - 85. 

29 



mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri. Ilmu 

pengetahuan secara mendasar membedakan perjanjian asuransi menjadi dua, yang 

masing-masing di samping mempunyai asas dasar yang sama juga mempunyai 

perbedaan yang mendasar pula. 

Pertama asuransi kerugan, sedangkan yang kedua adalah asuransi sejumlah 

uang. Meskipun Undang-undang tidak tegas membedakannya, tetapi praktek 

perusahaan asuransi sudah membedakannya dengan obyek-obyek usaha yang 

tidak sama. Asmami kerugian diusahakan oleh perusahaan asuransi kerugian atau 

perusahaan asuransi umum, sedangkan asuransi sejumlah uang diusahakan oleh 

perusahaan asuransi jiwa. 

Perjanjian asuransi atau pertanggungan, secara khusus diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang. Pe rjanj ian ini diklasifikasikan sebagai suatu 

perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus pula. 

Meskipun demikian, mengingat pasal 1 KUH Dagang ketentuan-ketentuan 

urnurn dalam perjanjian dalam KUH Perdata sebagai lex generalis tidak boleh 

dilanggar atau ditiadakan sepanjang secara khusus belum diatur oleh KUH 

Dagang. Sistem pengaturan yang Qpakai oleh KLTH Dagang ternyata tidak cukup 

sistematis, karena penyusunan dan cara penyajian yang tidak teratur, sehingga 

letaknya menjadi tidak tepat pula. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus 

untuk dapat mengadakan penelaahan secara tepat. 

KUH Dagang ternyata mempunyai kecenderungan memberi pengaturan 

yang jauh lebih banyak kepada asuransi kerugian dibandingkan dengan asuransi 

jumlah. Hal ini dapat dipahami, mengingat kegiatan dan perkembangan asuransi 



kerugian "jauh lebih pesat" disamping juga Karena pad awalnya dirintis pula oleh 

asuransi kerugan, baru disusul oleh asuransi jumlah. Di sarnping itu juga 

mengngat pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di satu pihak. Dan 

di pihak lain, kemajuan tersebut secara langsung atau tidak langsung 

mengakibatkan timbulnya berbagai bahaya atau risiko. Dari kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang erat hubungannya dengan ditemukan tenaga 

atom mengakibatkan timbulnya risiko yang disebabkan karena reaksi inti atom. 

Asas-asas perjanjian asurami yang diatur didalam KUH Dagang, hampir 

seluruhnya merupakan asas-asas yang berlaku bag asuransi ganti kerugian pada 

u m m y a .  

Asas-asas tennaksud pada umurnnya memberikan pengarnanan terhadap 

kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pernilikan dan kebendaan. 

Sistem pengaturan hukum perjanjian asuransi dalam Kitab Undang-undang 

Hukurn Dagang temyata tidak sistematis. Perjanjian asuransi diatur secara 

terpisah baik pada buku kesatu maupun pada buku kedua 

Pada buku pertama, diatur tentang ketentuan-ketentuan umum pada Bab IX 

Pada buku yang sama Bab X diatur tentang beberapa jenis asuransi, antara lain 

tentang asuransi terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam 

hasil-hasil pertanian yang belum dipaneni dan tentang asuransi jiwa. Pada buku 

kedua, diatur tentang asurami terbadap bahaya laut dan bahaya pembudakan pada 

Bab IX dan Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan 

di daratan, disungai dan Q perairan darat. 



Perjanjian asuransi yang mempwyai sifat dan ciri khusus apqbila 

diban#ngkan dengan jenis perjanjian yang lain, membutuhkan telaah dan kajian 

yang lain pula, agar dapat memahpminya dengan sempurna. 

Perbedaan pokok antara perjanjian asuransi dengan perjanjian yang lain, 

ialah pa* pemenuhan prestasi. Prestasi para pihak pada perjanjian lain pada 

umumnya, dapat saling dipenuhi secara seketika clan serentak. Jadi baik kreditur 

maupun debitur secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan dapat saling 

memenuhi prestasi masing-masing. Dengan demikian segera dapat diketahui siapa 

yang sudah melakukan prestasinya dan siapa yang belum, sehngga dapat pula 

diketahui posisi para pihalc Misalnya pada perjanjian-perjanjian j ual-beli, set=- 

menyewa, pengangkutan dan sebagainya. Lain halnya dengan perjanjian asuransi, 

mengingat slfatnya yang mempunyai tujuan/sasaran utama sebagai suatu 

perjanjian yang memberikan proteksi, dan ganti kerugan, maka mekanisme 

perj anjian tidak sesederhana perjanj ian-perjanjian yang lain 

Pada hahkatnya terdapat kesenjangan waktu antara prestasi pihak 

IPenanggung dengan prestasi pihak II/Tertanggung. Kesenjangan tersebut terjadi 

karena prestasi pihak I masih hams digantungkan pada suatu "keadaan tertentu 

yang blum pasti" yang juga merupakan syarat dalam perjanjian asuransi, yaitu 

suatu kerugian ekonomi yang diderita pihak kedua yang disebabkan karena suatu 

peristiwa yang belum pasti tersebut. 

Oleh karena itu, meskipun prestasi pihak keddtertanggung sudah 

sempurna dilaksanakan, pihak pertarna/penanggung/perusahaan asuransi tidak 

dapat segera melaksanakan prestasinya dengan sempurna pula, apabila peristiwa 



yang diperjanjikan antara para pihak tidakhelum te rjadi. Jadi prestasi yang satu 

tidak dapat segera dan serentak dilaksanalcan secara bertimbal balik dengan 

investasi pihak yang lain karena masih digantungkan pada suatu peristiwa yang 

belum pasti. Karena sifatnya yang khas tersebut, maha perjanjian asuransi, 

membutuhkan penelaahan yang lebih seksama dengan memperhatikan 

momentum-momentum tertentu yang saling berkaitan antara yang satu dengan 

yang lain yang saat te rjadinya tidak selalu bersama. Momentum pertarna ialah saat 

terjadi dan sahnya perjanjian asurmi, sedangkan momentum yang kedua adalah 

saat pelaksanaan perjanjian asuransi itu sendiri. Kedua momentum inilah yang 

mempunyai kesenjangan waktu yang cukup panjang sampai satu tahun sesuai 

dengan jangka waktu perjanjian (rnisalnya pada asuransi kebakaran). Bahkan 

peristiwa yang diperjanjikan tersebut tidak terjadi sama sekali. (Dalam ha1 ini 

tertanggung tidak mengalami kerugan sama sekali, sehngga prestasi penanggung 

yang berwujud membayar ganti kerugian tidak perlu terjadi. 

Keadaan tersebut yang secara khas memberikan warna dan ciri pada 

perjanjian asuransi, sehingga perjanjian ini membutuhkan telaah dan cara 

pendekatan yang berbeda dengan jenis perjanjian yang lain. 

Disamping itu perjanjian asuransi meskipun secara riil hanya menyangkut 

para pihak saja, tetapi secara iQil dapat menyangkut kepentingan masyarakat luas, 

berhubung obyek perjanjian asuransi yang bersangkutan mempunyai arti penting 

bag lingkungan yang luas. 

Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang 

mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, 



apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain. Hal ini secara jelas 

dibahas dalam buku-buku Anglo Saxon adalah bahwa: 

a. Perjanjian asuransi adalah pe rjanjian yang bersifat aleatair (aleatary), 

maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian, yang prestasi 

penanggung masih hams digantungkan pada satu peristiwa yang belum pasti, 

sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Dan meskipun tertanggung sudah 

memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti 

berprestasi dengan nyata. 

b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (conditional), maksudnya 

adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu pe rjanjian yang prestasi 

penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan 

dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertatzggung pada satu sisi tidak berjanji 

untuk mementh syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung 

melaksanakan, kecuali dipenuhinya syarat-syarat. 

c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (unilateral), 

rnaksudnya adalah bahwa perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak 

saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung 

memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak tertanggung 

sudah membayar premi clan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak 

menjanjikan suatu apapun. 

d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (personal), 

maksudnya ialah bahwa kerugan yang timbul ham merupakan kerugian 

orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolehf ataupun kerugian 



masyarakat luas. Kerugan yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan 

diganti oleh penanggung. 

e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung 

(adhesion), karena di dalarn perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan 

kon&si perjanjian hampir seluruhnya ditentukan Qciptakan oleh 

penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata 

sepakat yang murni atau menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa 

kondisi perjanjian asmami sebagian terbesar ditentukan secara sepihak oleh 

penanggung sehngga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan 

seharusnya mengetahui apabila tirnbul pengertian yang tidak jelas, hams 

diuntungkan pihak tertanggung. 

f. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat iktikad baik yang 

sempurna, maksudnya ilah bahwa pe rjanjian asuransi merupakan perjanjian 

dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapdnegosiasi dengan posisi 

masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan 

penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, 

sehmgga dapat bebas dari cacat-cacat tersembuny~'~. 

B. Asumnsi Sebagai Perjanjian Peralihan Risiko 

Siapapun sebagai pemilik sesuatu barang atau benda dalam bentuk apapun, 

pada dasarnya tidak terlindung terhadap berbagai bahaya dan kerugan yang 

mungkm te rjadi yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang belurn pasti. 

l3 Sri Rejeki Hartono, Ibid ... . hlm. 89-94. 
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Jadi siapapun pada hakikatnya adalah dalam posisi menghadapi risiko, 

bahkan dapat dikatakan bahwa setiap saat nilai ekonomi dari setiap rnilik akan 

hlang atau berkurang tanpa dapat diperhitungkan atau dideteksi lebih dulu. 

Salah satu upaya untuk mengatasi kemungm-kemungkinan diatas dari 

keadaan yang tidak diharapkan dapat dilakukan dengan cara mengalihkannya 

kepada pihak lain yang memang menyehakan diri untuk itu. Cara termaksud 

tidak lain ialah dengan cara mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. 

Secara mum dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi mempunyai tujuan 

utama untuk memberi ganti rug, sehingga perjanjian asuransi dapat diartikan 

sebagai perjanjian ganti rugi atau perjanjian indemnitas. 

Yang mempunyai tujuan memberi ganti kerugian ialah: 

1. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang 

penanggung mengkatkan din kepada seorang tertanggung, dengan menerima 

suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu 

kerugian, kerusakan atau kehlangan keuntungan yang diharapkan, yang 

mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang talc tertentu 

2. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung 

dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk 

membebaskannya dari kerugian karena kehilangan kerugian atau ketiadaan 

keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita akhirnya karena suatu 

kejadian yang tidak pasti. 

Lebih lanjut dapat cllklaah unsur-unsurnya sebagai berikut: 



a. Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan 

asuransi. 

Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerirna dan mengambil 

alih risiko pihak lain. Penerimaan risiko ini diikuti dengan janji, bahwa ia 

akan memberikan penggantian kepada pihak lain itu apabila yang 

bersangkutan menderita kerugian karena kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tidak tertentu. 

Dengan demikian penanggung memberikan suatu proteksiferhadap 

kemunglunan kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung. Peralihan 

risiko kepada penanggung dan tertanggung harus diikuti dengan suatu 

pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut prerni. 

Proteksi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung pada dasarnya 

sangat bervariasi tergantung pada jenis risiko yang dapat terjadi dan sesuai 

dengan kemampuan penanggung untuk menerimanya. Dengan demikian 

proteksi yang sama dapat ditawarkan sebagai jenis janji khusus yang 

ditawarkan kepada calon-calon tertanggung atau masyarakat luas. Apabila 

tawaran diterima oleh para calon tertanggung terjadilah perjanjian asuransi 

atau pertanggungan. Mengingat luasnya risiko ditawarkan oleh penanggung 

kepada masyarakat luas dengan penawaran mum. 

Jadi Perusahaan Asuransi sebagai penanggung selalu memberikan kesernpatan 

kepada setiap pihak yang bermaksud mengalihkm risiko masing-masing 

kepadanya. Perusahaan asuransi sebagai perusahaan menawarkan jasanya 



berupa pemberian proteksi atau jaminan dalam bentuk kesanggupan untuk 

memberikan ganti rugi kepada calon-calon tertanggung, apabila pada suatu 

waktu tertanggung menderita kerugian karena kerusakan, kehilangan 

keuntungan yang diharapkan terjadi. Janji dalam bentuk kesanggupan ini 

sangat penting artinya bag seseorang atau pihak dalam mengahadapi masa 

depannya. Karena pada dasarnya tidak semua risiko dapat dihadapi sendiri 

atau ditiadakan sama sekali. Dengan adanya janji dan kesanggupan yang 

diberikan oleh pihak penanggung tersebut memberi arti yang sangat bea r  bagi 

calon-calon tertanggung karena ia menjadi mempunyai harapan adanya suatu 

kepastian akan stabilitas keadaan ekonominya, jika pada suatu waktu terjadi 

peristiwa yang menyebabkan kerugan. Kerugan-kerugan yang mungkin 

diderita oleh tertanggung berdasar perjanjian asuransi atau pertanggungan 

dialihkan kepada penanggung. 

Jadi suatu posisi yang  past^ bahwa meskipun ia menderita kerugian tetap pa& 

pihak lain yang akan memberikan ganti rug, artinya yang mengembalikan 

posisinya dalam kerugian tersebut sehingga tertanggung kembali pada posisi 

ekonomi semula 

b. Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam 

perorangan, kelompok orang atau lembaga, Badan Hukurn termasuk 

perusahaan atau siapapun yang dapat menderita keru~an.  Jadi dalam ha1 ini, 

siapapun yang mempunyai peluang atau kemungkinan menderita kerugian 

dapat mengalihkannya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. 



Peralihan risiko hanya mungkin terjadi dengan mengadakan perjanjian 

asuransi atau pertanggungan Dengan adanya peralihan risiko berdasarkan 

perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban risiko yang 

semula ada pada pihak calon tertanggung kepada penanggung. Keadaan 

tersebut mernberikan dampak positif, yaitu adanya kepastian stabilitas posisi 

ekonomi bag pihak tertanggung. Dampak positif yang dinilunati oleh 

tertanggung, memberikan pengaruh yang positif pula dalam tata kehdupan 

baik secara ekonomis maupun sosial. 

Secara ekonomis, misalnya pihak tertanggung adalah suatu perusahaan, 

apabila terjadi malapetaka, pasti mendapat ganti rugi dari penanggung, 

kepastian ganti rugi yang &peroleh dapat menjamin akan kelangsungan 

pemenuhan kebutuhan konsumen dan produsen dan sebaliknya. Sedangkan 

secara sosial peralihan risiko yang terjadi serta pemberian proteksi oleh 

penanggung kepada tertanggung yang memberikan dampak positif secara 

ekonomis akan menjamin pula kelangsungan kesempatan penampungan 

tenaga kerja. Tenaga kerja dan keluarganya merupakan pendukung unsur 

konsurnen yang merupakan lahan pelemparan hail  produksi. 

Asuransi juga merupah suatu mekanisme kerja diantara para pihak yang 

mengadakan pe rjanjian, karena perusahaan asuransi sebagai penanggung berjanji 

dan menawarkan suatu pembayaran kepada pihak tertanggungfpemegang polis, 

suatu jumlah tertentu. Pembayaran tersebut baru dilakukan apabila 

tertanggung/pemegang polis menderita kerugian karena suatu peristiwa yang 

belurn pasti. Sebagai imbalannya karena perusahaan asuransi sebagai penanggung 



hams menerima beban untuk membayar kerugian, maka penanggung mengajukan 

suatu "harga" yang disebut sebagai premi14. 

C. Asuransi Jiwa 

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang dberikan oleh perusahaan asuransi 

&lam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

Menurut UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian hanya 

perusahaan aswansi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri 

Keuangan yang &pat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa. Oleh karena itu 

perusahaan asuransi kerugian tidak &perkendan melakukan kegiatan penutupan 

dalam bidang asuransi jiwa. 

1. Manfaat Asuransi Jiwa 

Pada prinsipnya manusia menghadapi 4 (empat) macam ketidakpastian 

yang bekaitan dengan produktivitas ekonomisnya yaitu: kematian, mengalami 

cacat, pemutusan hubungan kerja dan pengangguran. Dalam menghadapi 

kemungkinan ketidakpastian tersebut asuransi jiwa merupakan instrument 

financial untuk: 

a. Memberikan dukungan bag  pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. 

b. Membayar santunan bagi tertanggung yang meninggal. 

c. Membantu usaha dari kerugian yang disebabkan meninggalnya pejabat 

kunci perusaham 

14 Sri Rejeki Hartono, Ibid ... .him. 86-89. 
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d. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting dan 

penggunaan untuk bisnis. 

e. Menunda atau menghindari pajak pendapatan. 

Fungsi-fungsi asuransi jiwa tersebut diatas merupakan alasan atau sebab 

yang mendorong orang untuk membeli polis asuransi jiwa yang paling dapat 

memenuhi kebutuhan mereka masing-masing15. 

Macam-Macam Asuransi Jiwa 

a. Asuransi Dwiguna 

b. Asuransi Triguna 

a) Asuransi dwiguna adalah: 

- Asuransi yang menyediakan sejumlah jaminan (model) bagi pemegang 

polis/tertanggung, berupa uang sebesar uang pertanggungan apabila 

setelah akhir kontrak asuransi tertanggung masih hidup. 

- Asuransi yang memberi jaminan kepada ahli waris tertanggung yang 

ditunjuk berupa uang sebesar pertanggungan apabila sewaktu-waktu 

tertanggung meninggal dunia sebelum habis jangka walctu kontrak 

asuransinya16. 

b) Asuransi triguna adalah asuransi yang memberikan perlindungan 

pemegang polis terhadap kejadian sebagai berikut: 

- Apabila tertanggung mengalami kecelakaan diri yang mengalubatkan 

tertanggung cacat tetap, kepada pemegang polis akan dibayarkan 

15 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat, Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 452-453. 

16 Supardjono, Opcit ....., hlm. 142. 



santunan sebesar persentase dari uang pertanggungan sesuai dengan 

klasifikasi cacat tetap yang tertera dalam syarat-syarat khusus asuransi 

triguna. 

- Apabila tertanggung meninggal dunia, kepada ahli warislyang ditunjuk 

akan diserahkan uang pertanggungan seperti yang tercantum dalam 

polis. 

- Apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, pembayaran 

keapda ahli warislyang ditunjuk dalam ketetapan ini akan ditambah 

dengan uang santunan sebesar uang pertanggungan seperti yang 

tercantum dalam polis. 

- Apabila tertanggung masih hidup sampai pada saat jangka waktu 

asuransi berakhir, kepada pemegang polis akan diserahlm uang 

pertanggungan seperti yang tercantum dalam polis17. 

D. Polis sebagai Alat Bukti 

a. Umum 

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. 

Setiap dokurnen secara m u m  mempunyai arti yang sangat penting karena 

berfimgsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak 

tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga pihak ketiga yang mempunyai 

hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. 

17 Supardjono, Did . . ..hlm. 146- 147. 
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Undang-undang menentukan bahwa perjanjian asuransi hams ditutup dengan satu 

akta yang disebut (pasal255 KUH Dagang). 

Pasal255 : 

Suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang 
dinamakan polis. 

Sedang syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada pasal KUH 

Dagang. Didalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang hams 

dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu polis. Pasal257, selanjutnya 

mengatur tentang saat kapan pe rjanjian asuransi itu dimulai dianggap ada, yaitu 

sejak adanya kata sepakatlsejak saat ditutup, bahkan sebelum polis ditandatangi. 

Pasal257 ayat 1 : 

Perjunjian pertanggungan diterbitkan seketika setelalz ia ditutup, hak-lzak dun 
kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung 
mulai berlaku semenjak smt itu, b a h n  sebelum polisnya ditandatunguni. 

Berdasarkan ketentuan pasal 255 dan pasal 257 ayat 1 KUH Dagang, 

ternyata terdapat dua ha1 yang saling bertentangan, yang satu terhadap yang lain 

yaitu mengenai: 

- Saat te rjadinya dm saat sahnya pe rjanjian asuransi. 

- Apakah polis merupakan syarat sahnya perjanjian asuransi atau bukan? 

- Apakah fungsi polis sebenamya? 

Secara material perj anjian asuransi atau perj anj ian pertanggungan adalah 

satu, apabila sudah dicapai kata sepakat para p h k .  Penanggung maupun 

tertanggung keduanya sudah sepakat atas semua syarat yang juga sudah disepakati 

bersama. Perjanjian asuransi pada dasarnya tidak mempunyai formalitas tertentu. 

Perjanjian ini termasuk semua syarat-syaratnya secara material benar-benar 



ditentukan oleh para pihak sepenuhnya. Ja& kata sepakat pa& pe rjanjian asuransi 

atau pe rjanjian pertanggungan merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidak 

adanya pe rj anjian asuransi. Mengenai ha1 ini undang-undang ternyata mempunyai 

sikap yang mendua. Pada satu sisi dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa 

perjanjian asuransi hams diadakan atas dasar adanya akta yang disebut polis, 

sebagaimana yang diatur didalarn pasal 255 KUPI Dagang, yang menyatakan 

bahwa: "Suatu pertanggungan hams dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang 

disebut polis". Ketentuan tersebut kernudian disusul dengan ketentuan pasal 255 

yang mengatur tentang syarat-syarat yang hams dipendu agar suatu akta &pat 

disebut suatu polis. 

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam undang-undang, 

mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap 

awal, selama perjanjian berlaku dan &lam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi 

polis tetap mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi, 

meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, karena polis 

merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung. 

Undang-undang menentukan bahwa polis dibuat dan ditandatangani oleh 

penanggung sebagaimana diatur pa& pasal 256 ayat 3: 'Tolis tersebut ham 

ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung". 

Di sarnping itu polis juga mempunyai arti yang sangat penting bagi 

tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya 

alat bukti tentang apa yang mereka (penanggung dan tertanggung) perjanjikan 

dalam perjanjian pertanggungan. Jadi bagi tertanggung polis itu mempunyai nilai 



yang sangat menentukan bag pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembukban 

akan menjadi sulit dan terbatas. Perhatikan pasal257 KUH Dagang ayat 2: 

Ditutupnya perjanjiun menerbitkan kewajibun bugi si penanggung untuk 
menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan 
menyerahkan hpada si tertanggung. 

Polis yang telah ditandatangani oleh penanggung, harus segera diserahkan 

kepada tertanggung (dapat langsung atau melalui perantara, apabila perjanjian 

asuransi Qtutup melalui perantara/broker/makelar), sesuai dengan ketentuan 

pasal-pasal259 dan 260 KUH Dagang. 

Tenggang waktu penyerahan polis dari penanggung kepada tertanggung 

adalah 24 jam. Apabila dengan perantara rnakelar hams diserahkan paling lambat 

dalam waktu 8 hari. Perhatikan pasal259 dan 260 KUH Dagang. 

Pasal259 KUH Dagang: 

Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara si tertanggmg, atau 
seorang yang telah dverintuhnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk 
itu dan si penanggmg maka haamlah polisnya dalam wuktu 24 jam setelah 
dimintanya ddandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, kecuali 
apabila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dalam suatu ha1 tertentu, 
ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih lama. 

Pasal260 KUH Dagang: 

Apubilu pertunggungan ditutup dengun perunturu seorang mukelur, muku 
polis yang telah ditandatangani harus diserahkan didalam waktu delapan 
hari setelah ditutupnya perjanjian. 

Dalam praktek, pernyataan kehendak dari pihak tertanggung dapat ditandai 

dengan pengisian pernyataan maksud akan menutup perjanjian asuransi (biasanya 

dalam suatu formulir yang sudah disediakan oleh penanggung). Di samping itu 

biasanya, perusahaan-perusahaan pertanggungan itu masing-masing juga 

mengeluarkan polisnya sendiri. Dalam polis termaksud pada umumnya membuat 



segala sesuatu tentang syarat-syarat perjanjian pertanggungan menurut kondisi 

dari tiap perusahaan yang bersangkutan 

b. Syarat-syarat Polis 

Undang-undang menentukan bahwa untuk setiap polis hams memenuhl 

sprat-syarat minimal sebagaimana diatur oleh pasal 256 KUH Dagang sebagai 

syarat-syarat umum. Di samping syarat-syarat umum setiap jenis polis sesuai 

dengan jenis asuransi masih hams ditambah dengan syarat-syarat khusus pula. 

Pasal 256 KUH Dagang menentukan bahwa, setiap polis, kecuali yang 

mengenai suatu pertanggungan j iw,  hams menyatakan: 

1. Hari ditutupnya pertanggungan. 

2. Nama orang yang menutup pertanggungan a t .  tanggungan sendiri atau atas 

tanggungan orang ketiga. 

3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkm 

4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan. 

5.  Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung. 

6 .  Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan 

saat berakhirnya itu. 

7. Premi pertanggungan tersebut, dan 

8. Pada umutnnya, semua k e a W  yang kiranya penting; bagi si penanggung 

untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. 

Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiaptiap penanggung. 



Peni elasan: 

1. Hari ditutupnya pertanggungan, merupakan suatu saat yang penting sebagai 

waktulmomentum te rjadinya kata sepakat diantara para pihak. Secara formal 

dapat dianggap sebagai saat sahnya perjanjian. 

2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas 

tanggungan seorang ketiga, mengandung maksud agar dengan segera dapat 

diketahui dengan jelas siapa yang mengadakan perjanjian asurami, apakah 

tertanggung langsung ataukah dengan melalui seorang perantaral makelarl 

broker. 

3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan; ialah 

suatu uraian atau peaelasan mengenai barang yang menjadi obyek pe rjaajian, 

terhadap bahaya apa barang itu hpertanggungkan. Dengan rinci perlu 

diberikan semua penjelasan baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui 

mengenai setiap obyek perjanjian asuransi dengan kejujuran yang sempurna. 

4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungaa; ialah suatu jumlah 

tertentu yang disebutkan yang menunjukkan suatu nilai untuk berapa barang 

tennaksud dipertanggungkan. Dalam ha1 ini terdapat berbagai kemungEunan 

antara lain: nilai sepenuhnya, sebagian tertera dari barang yang menjah obyek 

perjanjian. 

5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung; dalam ha1 ini ditentukan 

dengan tegas untuk bahaya apa barang termaksud dipertanggungkan. 

6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan 

saat berakhirnya itu; ketentuan ini secara tegas sejak kapan dan sampai batas 



waktu penanggung harus bertanggung jawab atas perjanjian yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Usalnya bahwa penanggung akan 

menanggung bahaya kebakaran sebuah rumah dari tanggal 12 November 1981 

sampai tanggal 12 november 1982 jam 12 siang. 

7. Premi pertanggungan tersebut dan mengenai premi ini, secara terperinci 

dijelaskan atas jumlah berapa saja tertanggung harus membayar kepada 

penanggung. 

8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung 

untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. 

Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiaptiap penanggung. 

Poin delapan ini adalah memberi kesempatan kepada para pihak untuk 

mengatur sendiri, M-ha1 apa saja yang kiranya oleh mereka dianggap penting 

untuk diatur. 

Dapat merupakan syarat-syarat tambahan yang sifatnya mengikat seperti 

syarat-syarat p l i s  pada umumnya. 

Pada dasarnya syarat-syarat tersebut adalah berfingsi sebagai ketentuan 

m u m ,  kadang-kadang dianggap belum/kurang cukup mengatur bagi para pihak 

dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan. Oleh karena itu selanjutnya 

timbullah suatu kebutuhan untuk menambah syarat-syarat lain yang khusus 

berlaku bagi para pihak pada suatu persetujuan tertentu yang bersangkutan. 

Syarat-syarat tambahan yang sifatnya khusus tadi biasanya ditulis atau diketik 

pada bagian kertas polis yang khusus disediakan untuk keperluan itu. Lambat lam 

dalam perjalanan waktu dan sesuai dengan berkembangnya berbagai jenis risiko 



yang dapat timbul serta karena kebutuhan proteksi yang makin luas, maka syarat 

khww itu makin merupakan suatu kebutuhan dan makin banyak, m h  oleh 

perusahaan-perusahaan pertanggungan, syarat-syarat tambahan itu kemudian 

dicetak pula. Sehingga apabila diperlukan kemudian segera dapat diletakkan pada 

polis-polis yang bersangkutan (tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan). 

Tentu saja syarat-syarat tambahan yang diletakkan pada polis, hanyalah sah 

apabila dilandasi oleh klausula yang menyebutkan bahwa terhadap pertanggungan 

yang bersangkutan, disamping syarat-syarat yang telah disebut dalam polis juga 

berlaku syarat-syarat tambahan yang diletakkan pada kertas polis termaksud. 

Syarat tambahan ialah syarat-syarat lain yang belum diatur dalam polis, tetapi 

oleh para pihaMsatu pihak dianggap penting baginya. Jadi klausula yang 

mengatur berlakunya syarat tambahan pada setiap polis itu sangat penting artinya 

(dalam praktek hampir selalu termuat ha1 semacam itu). 

Pada umurnnya syarat-syarat tambahan/khusus itu dibagr dalam dua jenis, 

ialah: 

a. Syarat-syarat yang bersifat larangan. 

b. Syarat-syarat lain. 

a) Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang bersifat larangan, ialah syarat- 

syarat dirnana dinyatakan bahwa pihak tertanggung dilarang melakukan 

suatu perbuatan tertentu dengan ancaman bilamana larangan termaksud 

dilanggar oleh tertanggung,maka perjanjian pertanggungan menjadi batal. 

b) Yang dimaksud dengan syarat-syarat lain ialah semua syarat-syarat yang 

tidak mengandung ancaman-ancaman batalnya perjanjian pertanggungan 



syarat untuk melanjutkan pertanggungan dan sebagainya. Misalnya ada 

ketentuan sebagai berikut: 

"Selesainya jangka waktu yang tersebut dalam polis ini, dan sehabisnya 

tiap-tiap jangka waktu yang berikut, maka perjanjian pertanggungan ini 

dianggap menurut hukum telah diperpanjang untuk jangka waktu yang 

sama, bilamana sekurang-kurangnya satu bulan dim& tidak menyatakan 

penghentian pertanggungan ini oleh salah satu pihak yang bersangkutan 

kepada pihak lain dengan swat tercatat". 

Dengan syarat ini diberi kesempatan kepada pihak tertanggung atau 

penanggung untuk melanjutkan pertanggungan secara otomatis, dengan 

kelonggaran membatalkan pertanggungan itu pada tanggal tesebut dalam polis 

dimam harm diberitahukan maksud itu oleh pihak yang menghendaki kepada 

pihak yang lain. 

Jadi dalam ha1 adanya syarat "lanjutan pertanggungan", apabila tertanggung 

tidak berminat untuk melanjutkan pejanjian pertanggungan lagi dadatau ia lalai 

melaksanakan kewajibannya seperti tersebut dalam syarat "lanjutan 

pertanggungan", maka pihak penanggung berhak menuntut dari tertanggung 

premi yang bersangkutan dengan lanjutan pertanggungan. Jadi dengan adanya 

syarat tennaksud diatas penanggung secara hukum mempunyai s e m i  tersebut 

diatas. Sebaliknya bila pihak pihak penanggung bermaksud untuk 

menghentikardmembatalkan pertanggungan pada saat jangka waktu pe janjian 

pertanggungan habis berlaku, maka ia juga diwajibkan memberitahukan 



maksudnya ini kepada tertanggung. Sebaliknya juga apabila ia melalaikannya, 

maka secara hukurn ia harus meneruskan pertanggungan tadi. 

Biasanya dalam praktek sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan 

asuransi masih hams ditambah atau diubah untuk mernenuhi berbagai kebutulm 

antara lain kemunglunan adanya perubahan keadaan, pemindahan tangan nama, 

pemindahan barang yang dipertanggungkan ke lain alamat, penambahan atau 

pengurangan jumlah pertanggungan dan sebagainya. 

Setiap perubahatl atau pembahaq  baik yang krsifat syarat atau krsifat 

pemberitahuan hams dicatat pada polis yang bersangkutan, agar perubahan ini 

&pat dianggap sah dan mengikat para pi& 

Dalam praktek sehari-hari, karena tertanggung biasanya tidak menyerahkan 

polisnya kepada pihak penanggung untuk mengadakan pencatatan tambahan 

dalam polis tersebut, kernudian biasanya penanggung membuat "la~npiran'~ yang 

memuat catatan yang diperlukan itu. 

Lampiran tersebut setelah ditandatangani, bila perlu diatas meterai 

kernudian oleh penanggung dikirim kepada pihak tertanggung, yang wajib 

meletakkannya pada polis yang bersangkutan. Untuk itu biasanya terdapat 

pernyataan: ''Lampiran ini harus dilekatkan pda  polis, lampiran-lampiran 

tersendiri (terlepas) tidak sah". Jadi dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 

persyaratan kehendak akan menjadi mabah, polis ditambah syarat-syarat khusus 

yang melekat satu dengan yang lain itu merupakan satu kesatuan alat bukti. 

Pada dasarnya setiap polis terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: 

a. Deklarasi 



b. Klausula pertanggungan 

c. Pengecualian-pengecualian 

d. Kondisi-kondisi 

a) Deklarasi 

Deklarasi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh calon 

tertanggung, yang pada dasamya memberikan keterangan mengenai beberapa 

ha1 baik mengenai jati dirinya maupun yang mengenai obyeklbarang yang 

dipertanggungkan, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penutupan perjanjian asuransilpertanggungan. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan pasal 256 KUH Dagang titik 3 (tiga) yo pasal 251 KUH Dagang 

yaitu mengenai pemberian keterangan hruslah sesuai dengan asas iktikad 

baik yang sempurna. Di &lam deklarasi pa& dasarnya memuat antara lain: 

- Identitas, alamat, dan sebagainya 

- Nilai barang yang bersangkutan 

- Keterangan lengkap mengenai barang yang bersangkutan. 

- Waktu yang diminta. 

- Dan sebagainya. 

Infomasi atau keterangan dari calon tertanggung, pada dasamya dapat 

diberikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Apabila sema tertulis, 

dilaksanakan dengan cara pengisian daftar isianlfom aplikasi yang sudah 

disiapkan oleh penanggung. Aplikasi (yang sama artinya dengan blanko 

pemohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan infomasi 



yang dibutuhkan guna penpsian pada bapan deklarasi suatu polis. Aplikasi 

dapat secara terperinci atau tidak; tergantung pada jenis asuransinya. 

Blanko isian yang sudah di isi kemudan ditandatangani oleh calon 

tertanggung sebagai pemohon. Aplikasi yang bersangkutan dapat disiapkan 

secara rinci atau tidak disamping tertanggung pa& jenis asuransi juga sangat 

dipengaruhi oleh kebutuhan keterangan-keterangan yang penting yang perlu 

dan haws diketahui oleh penanggung. 

Sebelurn polis dikeluarkan (dalam rnasa pengolahan data-data yang 

masuk berdasarkan aplikasi tersebut diatas), maka untuk sementara dapat 

dikeluarkan apa yang disebut sebagai "nota pnutupan" atau "cover note" atau 

binder, yaitu semacam kontrak penutupan sementara sebelurn polis 

dikeluarkan, baik oleh agen atau perusahaan asuransi sen&. 

b) Klausula Pertanggungan 

Klausula pertanggungan merupakan bagian yang utama dari suatu polis. 

Pada bagian klausula ini dengan jelas dianut ketentuan mengenai risiko apa 

saja dari polis yang bersangkutan, yang ditanggung oleh penanggung, syarat- 

syarat yang diminta dan ruang lingkup tanggung jawab penanggung. 

Pada setiap polis, bagian klausula ini antara lain mengatur/menentukan 

tentang: 

- Risiko yang terrnasuk didalam pertanggungan. 

- Kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh perluasan apabila ada 

sesuai dengan syarat tambahan. 

c) Pengecualian-pengecualian 



Dalam setiap polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian 

yang mengandung pasal-pasal mengenai pengecualian Dengan tegas polis ini 

menentukan terhadap hal-ha1 apa saja terdapat pengecualian; apakah bencana 

atau bahayanya, ataukah mengenai bendanya atau mengenai kerugian- 

kerugian tertentu yang dikecualikan d m  pejanjian pertanggungan yang 

dimaksud. Untuk ini seorang tertanggung hams tahu persis apa saja yang 

dikecualikan dari penutupan polis termaksud. 

d) Kondisi-kondisi 

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjad hak dan 

kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung. Kondisi-kondisi 

termaksud, biasanya mengenai: 

- Pembayaran premi. 

- Pertanggungan-pertanggungan lain. 

- Perubahan risiko. 

- Kewaj iban tertanggung bila te rj adi hristiwa. 

- Laporankerugian. 

- Ganti rugi. 

- Kerugian atas barang. 

- Ganti rug pertanggungan rangkap. 

- Pertanggungan dibawah harga. 

- Laporan palsu. 

- Taksiran harga dalam kerugian. 

- Biaya yang diganti. 



- Pembayaran ganti rugi. 

- Sisa barang. 

- Sisa jurnlah pertanggungan. 

- Subrogasi. 

- Gugurnya hak ganti rugi. 

- Penghentian pertanggungan. 

- Pengembalian premi. 

- Perselisihan. 

- Penutup. 

c. Polis sebagai Alat Bukti 

Pembuktian sebelum polis dikeluarkanlditerbitkan. 

Upaya pembuktian bahwa telah ditutupnya suatu perjanjian 

asuransi/pertanggungan dalam ha1 belum dikeluarkannya polis oleh pihak 

penanggung, satu-satunya dasar ialah pasal258 ayat 1 dan 2. 

Untuk membuktikan ha1 ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan 
pembuktian dengan tulisan; namun demikian bolehlah lain-lain alat 
pembuktian diprgunakan juga manakala sudah ada suatu pernulaan 
pembuktian dengan tulisan. Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan 
dan syurat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu perseliszhan, 
dalam jangka waktu antara penutupan peyanjian dan penyerahan polisnya, 
dibuktikan dengan segala alat b&i; tetapi dengan pengertzan bahwa segala 
ha1 yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan-ketentuan 
uhng-undang, atas ancaman-ancaman batal, diharuskan dibuktikan dengan 
tulisan 

Pembuktian sebelurn polis dibuat, munglun sekali dibutuhkan apabila 

misalnya peristiwa yang tidak tertentu itu sudah terjadi, sedangkan polisnya 



sendiri kebetulan belum dibuat atau belurn diserahkan kepada tertanggung. Pada 

keadaan demikianlah dibutuhkan adanya pembuktian lain dengan tulisan. Dalam 

ha1 pembuktian mengenai masa sebelum polis dibuat dibedakan dalam hal-ha1 

antara lain sebagai berikut: 

1) Pembuktian tentang diadakannya pe rjanjian pertanggungan, itu hanya dapat 

dibuktikan dengan swat. Pembukhan dengan "swat" disini berarti dengan 

tulisan. Sesudah ada pennulaan pembuktian dengan swat, maka dapat 

dipergunakan/memakai alat-alat bukti yang lain. Apabila tidak dapat 

dipergunakan pembd&an dengan surat, maka dapat dipakai sumpah decisoir. 

Perhatikan pasal258 ayat 1: 

Untuk membuktikcln hal ditutupnya peq.anjian tersebut, dperlukan 
pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat 
pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah a& smtu permulaan 
pembuktian dengan tulisan 

2) Pembuktian tentanglmengenai syarat-syarat atau janji khusus didalam 

perjanjian pertanggungan dapat dibuktikan dengan semua alat-alat 

pembuktian berdasarkan pasal258 ayat 2 KUH Dagang. Semua janji, kecuali 

yang disebut dalam polis dapat dibuktikan dengan semua alat bukti. 

3) Pembuktian untuk janji-janji khusus yang hams dimuat dalam polis; artinya 

apabila janji itu tidak dimuat dalarn polis, pertanggungan itu akan menjadi 

batal. 

Yang terrnasuk dalam golongan ini (janji-janji khusus) antara lain: 

a) Pertanggungan atas laba yang diharapkan, perhatikan pasal 615 ayat 1 

KUH Dagang. 



b) Pertanggungan atas kapal-kapal atau barang-barang yang sudah berangkat; 

perhaeikan pasal603 KUH Dagang. 

Pembuktian sesudah dikeluarkannya/diterbitkannya polis. 

Dalam periode setelah penyerahan polis, alat bukti yang sangat penting ialah 

tulisan atau swat serta permulaan pembuktian dengan swat. Dalam arti luas ha1 

ini yang drnaksud tentu saja polis dengan seluruh persyaratannya. Hal ini berlaku 

mengenai diadakannya perjanj ian pertanggungan maupun tentang j an. i-j anj i 

khusus. 

Kiranya pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pembuktian sesudah 

polis dikeluarkanpun tetap bemula dengan suatu tulisan (dalam ha1 ini yang 

dimaksud adalah polis). Dalam praktek ha1 ini dapat terjadi, dimulai permintaan 

menjadi nasabah dan ditambah dengan polis itu sendiri yang akhimya keduanya 

merupakan suatu alat bukti yang lengkap dalam satu kesatuan. Yang dimaksud 

satu kesatuan disini ialah perminWpernyataan menjadi nasabah yang 

ditandatangani oleh calon nasabah dengan polis yang dikeluarkan oleh 

penanggung dan ditandabmgmi oleh penanggung. 

Polis yang dikeluarkan dan Qtandatangani oleh penanggung, sebenarnya 

hanyalah mempunyai kekuatan pernbuktian yang sempurna untuk kepentingan 

tertanggung atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya clan hanya 

mempunyai kekuatan terhadap penanggung yang bersangkutan saja. Artinya 

penanggung dengan siapa tertanggung mengadakan perjanjian asuransil 

Per~~n~gunIPn- 



Sebaliknya penanggung tidak dapat mengajukan polis sebagai alat bukb 

surat terhadap tertanggung. Dalam ha1 ini &pat saja penanggung juga 

mempergunakan tulisan sebagai alat bukti yang pertama, ialah dengan surat atau 

permintaan menjadi nasabah. Naskah permintaan menjadi nasabah sesuatu 

perusahaan pertanggungan biasanya selalu terseda. Dengan demiluan dapat 

disimpulkan, bahwa permohonan menjadi nasabah dan polis (yang dilekatkan satu 

dengan yang lain) merupakan suatu alat bukti yang lengkap bag suatu perjanjian 

pertanggungan18. 

18 Sri Rejeki Hartono,Op. cit . . . . . . ., hlm. 122 - 134. 
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BAB m 

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDTT 

BRINGIN LIFE DI BRI UNIT DESA 

A. Perjanjian Kredit di BRI 

Fungsi perbankan selain menghlmpun dana masyarakat, juga menyalurkan 

dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Undang-Undang Perbankan 

yang diubah tidak mengkonstruksikan hubungan hukum pemberian kredit dan 

nasabah peminjam dana tersebut. Hanya saja kita dapat mengetahui, bahwa 

pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjarn- 

meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan pihak lain nasabah peminjam 

sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati 

bersama dan aka~ melunasi utangnya tersebut dengan sejurnlah bunga, imbalan, 

atau pembagian hasil keuntungan. Karenanya timbul pertanyaan, apakah dengan 

sendirinya pe rjanjian kredit ini tunduk pada pengaturan pinjam-meminjam yang 

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Beberapa pakar hukum berpendapat demikian, bahwa pe rjanjian kredit pada 

hakikatnya adalah perjanj ian pinj am-meminj am sebagaimana yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata be~-~enda~a t '~ :  

"Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya 
itu pada hakikutnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam 
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 
I 754 sumpai dengun pusul I 769". 

19 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754 - 1769, PT. Pradnya 
Paramita, Jakarta, 1992, Nm. 45 1 - 453. 
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Akan tetapi pendapat Qatas disangkal oleh pakar hukum lainnya. Bahwa 

sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan 

ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat 

riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian loan of money 

menurut hukm Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan 

perjanjian peminjaman uang menunrt hukum Indonesia yang bersifat riil. Bag 

perjanjian kredit yang jelas-jelas mencanturnkan syarat-syarat tangguh tidak dapat 

dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual 

sifatnya. Setelah perjanjian kreQt ditandatangani oleh bank dan nasabah debitor, 

nasabah debitor belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. 

Atau sebaliknya setelah ditandatangani kredit oleh kedua belah pihak, belurnlah 

menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang 

diperjanjikan. Hak nasabah debitor untuk dapat menarik atau kewajiban bank 

untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh 

syarat yang ditentukan didalam perjanjian kredit. 

Ciri kedua, yang menurut beliau membedakan perjanjian kredit dengan 

perjanjian peminjaman uang adalah bahwa kredit yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau 

tujuan tertentu oleh nasabah debitor, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang 

(debitor) pada perjanjian peminjaman uang b k a .  Pada perjanjian kredit, kredit 

hams digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan didalam perjanjian dan 

pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank 

untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitor 



bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan 

perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah 

perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak 

mempmyai ciri yang sama dengan perjanj ian pinj am-meminj m atau pinjam 

mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku 

ketentuan-ketentuan Bab Ketiga belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata Indonesia. 

Ciri ketiga, perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian 

peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya 

dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau 

perintah pemindahbukuarm. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak munglun atau 

tidak diperb'bolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang 

dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditor ke dalam kekuasaan debitor 

dengan tidak diisyaratkan bagaimana caranya debitor akan menggunakan uang 

pinjarnan itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah &eraMan oleh 

bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitor. Kredit selalu &berikan &lam 

bentuk rekening Koran yang penarikan dan penggunaannya selalu dibawah 

pengawasan bank. 

Dengan demikian &pat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak 

identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam 

Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata. Perjanjian kre&t ini tidak tunduk pada 

ketentuan-ketentuan bab ketigabelas dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak 



bernama (onbenierndeovereentskornst) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang 

mengaturnya, baik didalam Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata maupun dalarn 

Undang-Undang Perbankan yang diubah. Dasar hukumnya dilandaskan kepada 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan asas 

kebebasan kontrak. 

Bentuk Perjanjian Kredit, Undang-undang perbankan yang diubah tidak 

menentukan bentuk pe janjian kredit, beraiti pemberian kredit dapat dilakukan 

secara tertulis atau lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan 

pemberian kredit atau pembiayaan, urnumnya perjanjian kreditnya dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (standards contracr). Perjanjian 

kredit bisa dibuat dibawah tangan dan bisa secara notarial. 

Praktek perbankan yang demikian ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: 

a) Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di 

Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 junto Surat Edaran Bank Negara 

Indonesia Unit I Momor 2/539/UPK/Pemb, Tanggal 8 Oktober 1966, Surat ' 

Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPWPemb. Tanggal 20 

Oktober 1966 dan Instruktur Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 

6 Februari 1967, yang menyatakan ba.hwa bank &larang melalculcan 

pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang 

jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari 

sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib 

dibuatkan perj anjian atau akad kreditnya 



b) Swat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Swat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 3 1 Maret 

1995 tentang kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan 

Bank bagi Bank Umum, ymg menyatakan bahwa setiap kredit ymg telah 

disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan da lm perjanjian kredit 

(akad kredit) secara tertulis. 

Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian 

kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notarial. 

Perjanjian kredit disini berfimgsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilalcukan 

oleh bank, sehingga bank tidak dirugkan dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Clleh 

karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank hams sudah memastikan 

bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan clan 

telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. 

Dalam tulisatlnya berjudul "Sekitar Klausula-klausula Perjmjian Kredit", 

bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fimgsi, diantaranya: 

a. Perjanjian kredit berfimgsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit 

merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain 

ymg mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan. 

b. Perjanjian k r d t  berfimgsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak 

dan kewajiban diantara debitor dan kreditor. 

c. Perj anj ian kredit berfimgsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. 



Perj anj ian kredit merupakan perj anj ian baku (Standard contract), dimana isi 

atau klawula-klawula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan 

dalam bentuk forrnulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu 

(vorn vrijl. Calon nasabah debitor -gal membubuhkan tanda tangantlya saja 

apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan 

kepada calon debitor untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula 

yang diajukan pada pihak bank. Perjanjian baru ini diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon 

debitor sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh 

pihak bank, karena jika tidak demikian calon debitor tidak akan mendapatkan 

kredit yang dimaksud. 

Beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian buku ini, karena dinilai: 

a. Kedudukan pengusaha didalarn perjanjian baku sama seperti pembentuk 

undang-undang swasta (Iegio particuliere wetgever), karenanya perjanjian 

baku bukan perjanjian 

b. Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (dwangcontract). 

c. Negara-negara common law system menerapkan doktrin unconscionability. 

D o b n  unsconscionability memberikan wewenang kepada perjanjian demi 

menghmdari hal-ha1 yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. 

Perj anj ian baku dianggap meniadakan keadilan. 

Sebaliknya beberapa pakar hukum menerima kehadiran pe rjanjian baku 

sebagai suatu perjanjian, ha1 ini karena: 



a. Perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan 

dan kepercayaan @tie van wil en veatpozswen) yang membangkitkan 

kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. 

b. Setiap orang yang menandatangam perjanjian bertanggung jawab pada isi dan 

apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan 

pada formulir perjanjian baku, tanda tangan ini membangkitkan kepercayaan 

bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang 

ditandamgam. Tidak mungkm seseorang menmdamgam apa yang tidak 

diketahui isinya. 

c. Perjanjian balcu mempunyai kekuatan mengrkat, berdasarkan kebiasaan 

(gebruk) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan . 

Dengan demiluan keabsahan perjanjian baku terletak pada penerimaan 

masyarakat dm lalu lintas bisnis untuk memperlancar a m  lalu lintas perdagangan 

dan bisnis. Dunia perdagangan dan bisnis membutuhkan lcehadiran perjanjian 

baku guna meaunjang dan menjamin kelangsungan hidup usaba perdagangaa daa 

bisnis. Perjanjian baku pada urnumnya mengandung klausula yang tidak setara 

antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya. Isi, aturan atau ketentuan- 

ketentuan dan syarat-syarat klausula terlebih dahulu dipersiapkan dan ditetapkan 

secara sepihak oleh yang membuat perjanjian yang mengikat daa wajib dipeauhi 

oleh pihak lainnya. Dengan sendirinya pihak yang mempersiapkan akan 

menuangkan sejumlah klausula yang menguntungkan dirinya, sedangkan pihak 

lain dibebani dengan sejumlah kewajiban. Perjanjian baku yang tidak setara ini 

perlu diwapadai. 



Berbeda dengan pe rjanj ian-pe rjanj ian baku pada lazimnya, dalam perjanj ian 

lcredit bank hams dingat bahwa bank tidak hanya mewaluli dirinya sebagai 

perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu 

rnasyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Oleh karena 

itu, dalam menentukan apakah suatu klausula itu memberatkan, baik dalam 

bentuk klausula eksemsi atau &lam bentuk yang lain, perimbangannya sangat 

berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausula-klausula dalam 

perjanjian-perjanjian baku, pada umumnya yang para pihaknya adalah perorangan 

atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini maka tidak dapat danggap 

bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila &&lam pe rjanjian 

kredit dimuat klausula yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau 

untuk melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksauakan kebijakan 

pemerintah di bidang moneter. 

Seperti yang dikemukakan diatas setiap pemberian kredit harus dituangkan 

dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dm formatnya diserahkan oleh 

Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun 

sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: 

a. Memenulu keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat meluldungi 

kepeatingan. 

b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cam pembayaran kembali kredt serta 

persyaratan-persyaratan lcredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalarn 

keputusan persetujuan kredit dimaksud. 



Susunan sebuah perjanjian kredit pada umumnya meliputi: 

a. Judul 

Dalam dunia perbankan masih belurn terdapat kesepakatan tentang judul 

atau permman perjanjian kredit ini. Ada yang menarnakan dengan perjanjian 

kreht, surat pengakuan utang, persetujuan pinjam uang, dan lain-lain. Judul 

disini berfimgsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat tersebut, setidaknya 

kita akan mengetahui bahwa akta atau surat itu merupakan perjanjian kredit 

bank. 

b. Komparisi 

Sebelum memasuki substantive perjanjian kredit, terlebih dahulu diawah 

deagan kalimat komprisi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan 

kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian kredit. Disini menjelaskan 

sejelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum 

perjanjian kredit. Sebuah perjanjian kredit akan dianggap sah bila 

ditandataagani oleh subjek huku.m yang berwenaag untuk melakukan 

perbuatan hukum yang demikian itu. 

c. Substantif 

Sebuah perjanjian kredit berisikan klausula-klausula yang merupakan 

keteatuan daa syarat-syarat pemberian kredit, fninimal harus memuat 

maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran 

kembali kredit, agunan kredit, opeinsbaar clause, dan pilihan hukum. 

Perjanjian kredit yang baik seyogianya sekurang-kurangnya berisi klausula- 

klausula sebagai berikut: 



a. Klausula-klausula tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan 

kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik. 

b. Klausula-klausula tentang bunga, commitment fee, dan denda kelebihan tarik. 

c. Klausula tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening guo 

dan rekening pinjaman nasabah debitor. 

d. Klausula tentang representations and warranties, yaitu klausula yang kris i  

pernyataan-pernyataan nasabah debitor mengenai fakta-fakta yang 

menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah 

debitor pada waktu kredit diberikan, yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi 

bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit tersebut. 

e. Klausula tentang conditions precedent, yaitu klausula tentang syarat-syarat 

tanggung yang hams dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitor sebelum 

bank berkewajiban untuk menyedialcan dana bagi kredit tersebut dan nasabah 

debifor berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut. 

f. Klausula tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan. 

g. Klausula tentang berlakmya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan 

Rekening Koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan. 

k Klausula tentang af imtive covenants, yaitu klausula yang krisi janji-janji 

nasabah debitor untuk melakukan hal-ha1 tertentu selama perjanjian kredit 

rnasih berlaku. 

i. Klausula tentang negative covenants, yaitu klausula yang berisi janji-janji 

nasabah debifor unfwk fidak melakukan hal-ha1 tertentu selama perjanjian 

kredit berlaku. 



j . Klausula tentang financial covenants, yaitu klausula yang berisi nasabah 

debitor untuk menyampaikan lapran keuangamya kepada bank clan 

memelihara posisi keuangannya pada minimal taraf tertentu. 

k. Klausula tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka 

pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. 

I. Klausula tentang event of defazdt, yaitu klausula yang menentukan suatu 

peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila te rjadi memberikan hak 

kepada bank untuk secara sepihak mengaldm perjanjian lcredit dan untuk 

seketika dan sekaligus menagih seluruh out standing kredit. 

m. Klausula tentang arbitrase, yaitu klausula yang mengatur mengenai 

penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan diantara para pihak melalui 

suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase ad hoe atau badan arbitrase 

institusional. 

n. Klausula-klausula bunga rampai atau miscellaneous provisions atau 

boilerplate provisions, yaitu klausula-klausula yang berisi syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula- 

klausula lain, termasuk dalam klausula-klausula ini adalah klausula yang 

disebut Pasal Tambahan, yaitu klausula yang berisi syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan tambahan yang belwn diatur didalam pasal-pasal lain 

atau berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksudkan 

sebagai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyimpang syarat-syarat 

dan ketentuan-ketentuan lain yang telah tercetak di dalam perjanjian kredit 

yang merupakan perjanjian baku. 



Ada beberapa klausula yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap 

perj anj ian kredit, yaitu: 

a. Syarat-syarat penarikan kredit pertarna kali (predisbursement cluuse). 

Klausula ini menyangkut: 

a) Pernbayaran provisi, premi asuransi kredit dan asuransi barang jaminan 

serta biaya pengikatan jaminan secara tunai. 

b) Penyerahan barang jaminan dan dokurnennya serta pelaksanaan 

p e w t a n  barang jaminan tersebut. 

c) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit 

dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan 

debitor maupun krechtor. 

b. Klausula mengenai rnaksirnum kredit (mount clause). Klausula ini 

mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu: 

a) Merupakan objek dari perjanjian kredit sehngga perubahan kesepakatan 

mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan 

perjanjian kredit baru. 

b) Merupakan batas kewajiban pihak kreditor yang berupa penyediaan dam 

selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak 

debitor untuk melakukan penarikan pinjaman. 

c) Merupakan penetapan berapa ksarnya nilai agunan yang hams 

diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau 

commitment fee. 

d) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (over&u#). 



c. Klausula mengenai jangka waktu kredit. Klausula ini penting dalam beberapa 

hal, yaitu: 

a) Merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana 

sebesar rnaksimum kredit krakhir dan sesudah Qlewatinya jangka waktu 

ini sehingga menimbulkan hak tagihlpengembalian krecht dari nasabah. 

b) Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran 

kepada debitor bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. 

c) Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan tinjauan 

atau analisis kembali apakah fasilitas krecht tersebut perlu dperpanjang 

atau perlu segera d i w h  kembali. 

d. Klausula mengenai bunga pinjarnan (interest clause). Klausula ini diatur 

secara tegas &lam perjanjian kredit dengan maksud untuk: 

a) Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga 

pinjarnan dengan jumlah yang sudah disepakati bersama, karena bunga 

merupakan penghasilan bank baik secara langsung maupun tidak langsung 

akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyeniaan hil i tas kredit 

tersebut. 

b) Pengesahan pernungutan bunga diatas 6% per tahun asalkan diperjanjikan 

secara tertulis. 

e. Klausula mengenai barang agunan kredit 

Klausula ini bertujuan agar pihak debitor tidak melakukan penarikan atau 

penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan 

dengan pihak lain. 



f. Klausula asuransi (insurance clause) 

Klausula ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas 

barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu 

memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asurminya, 

keharusan polis asuransi untuk disimpan & bank, dan sebagainya. 

g. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (negative clause) 

Klausula ini terdiri atas berbagai macam ha1 yang mempunyai akibat yuridis 

dan ekonomi bagi pengamarm kepentrngarr bank sebagai tujuan utama. 

h. Tigger clause atau opeisbaar clause. 

Klausula ini mengatur hak bank wntuk mengakhiri perjanjian kredit secara 

sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir. 

i. Klausula mengenai denda (penal@ clausul) 

Klausula ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan 

pungutan baik mengenai besarnya rnaupun kondisinya. 

j .  Expence Clause 

Klausula ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai 

akibat pemberian ktedit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah dan 

meliputi antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian 

kredit, pengakuan utaslg, dan penagikm kredit. 

k. Debet Autho Rization Clause 

Pendebetan rekening pinjaman debitor haruslah dengan izin debitor. 



I.  Representation and Warranties/Material Adverse Change Clause 

Klausula ini dimaksudkan bahwa pihak debitor menjanjikan dan menjamin 

semua data dan infonnasi yang Qberikan kepada bank adalah benar dan tidak 

diputarbalikkan. 

m. Klausula ketaatan pada ketentuan bank 

Klausula ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-ha1 

yang tidak Qperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah 

dianggap telah diperjanjikan secara urnurn. 

n. Miscellaneous/Boiler Plate Provision 

Pasal-pasal tarnbahan. 

o. Dispute Settlement (Altematif Dispute Resolution) 

Klausula mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditor dan 

debitor bila te rjadi. 

p. Pasal-pasal Penutup 

Pasal penutup merupakan eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya 

mengadakan pengatwan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai 

berlaku per- anj ian kredit serta tanggal penandatanganan perj anj ian kredit. 

Dengan demilcian dapat disimpulkan, bahwa dalam sebuah perjanjian kredit 

minimal seyogianya memuat klausula-klausula yang berhubungan dengan: 

a. Ketentuan rnengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang 

jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredt, tujuan kreQt, bentuk kredit 

dan batas izin tarik. 



b. Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian 

kredit, diantaranya bea materai, provisilcommztment fee dan den& kelebihan 

tarik. 

c. Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan atau 

rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga 

tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk 

pelaksanaan hal-ha1 yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit. 

d. Representation dan warrant~es, yaitu pemyataan dari penerima kredit atas 

pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna 

pelunasan kredit. 

e. Conditions precedent, yaitu tentang syarat-syarat tangguh ymg harus dipendu 

terlebih dahulu oleh penerirna kredit agar &pat menarik kredit untuk pertama 

kal inya. 

f. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan. 

g. Aflrmative dan negative covenunts, yaitu kewajibm-kewajiban dan 

pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian 

kredit. 

h. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit. 

i. Event of default/ wanprestasi/ cidera janji/ trigger clause1 opeisbaar clause, 

yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian 

kredit dan untuk seketika akan rnenaa  semua utang beserta bunga dan biaya 

lainnya yang timbul. 



j. Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian &&lam penyelesaian 

kredit antam bank dan nasabah penerima kredit. 

k. Ketentuan mulai berlaku perjanjian kredit dan penandatanganan pe rjanjian 

luedit2O. 

1. Tujuan Kredit di BRI Unit 

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fimgsinya untuk 

merangsang bagi kedua belah pihak saling menolong tujuannya pencapaian 

kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak 

yang mendapat kredit hams dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi 

berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan 

atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material 

dia hams mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari 

modal yang dijadikan obyek kredit, dan secara spiritual mendapatkan 

kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. 

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonornis baik 

bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada 

tahapan yang lebih bak, maksudnya bagi pihak debitur maupun kreditur 

mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila 

mereka memperoleh keuntungan juga mengalami pemgkatan kesejahteraan, 

dan masyarakat pun atau INegara mengalami suatu penambahan dan 

penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro rnaupun 

20 Rachrnadi Usman, Aspek-Aqek Huhm Perbmkun di Indonesia, PT Grarnedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2001, hlrn. 260 - 273. 



makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini 

kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fimgsi. 

a) Meningkatkan daya guna uang. 

b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

c) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 

d) Salah satu alat stabilitas ekonomi. 

e) Meningkatkan kegairahan berusaha. 

f )  Meningkatkan pemerataan pendapatan. 

g) Meningkatkan hubungan intemasional. 

Kredit khususnya kredit perbankan terdiri dari beberapa jenis apabila 

dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu. Dalam ha1 ini macarn atau jenis 

kredit yang ada sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan 

yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Semula kredit 

berdasarkan kepercayaan mumi yaitu berbentuk kredit perorangan karena 

kedua belah pihak saling mengenal, dengan berkembangnya waktu maka 

perkreditan perorangan semakin mengecil perannya digantikan oleh perm 

kredit dari lembaga perbankan. Dalam sector perkreditan perbankan ini 

akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kegiatan 

perkreditan tersebut, sehingga selanjutnya berkembang berbagai jenis kredit 

seperti yang ada sekarangl. 

21 Muhamad Djumhana, Opcit.. . .., hlm. 372 - 373. 



2. Siapa Nasabah Debitur 

Dalarn Tap NIPRS No.XIUIMPRSI1966 mengenai "Pembaharuan 

kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dm pembangunan", maka bagi bank- 

bank pemerintah perlu digariskan prioritas-prioritas yang hams diutamakan 

&dalam arah pembangunan kreditnya, dengan tujuan agar usaha-usaha kea rah 

peningkatan produksi dapat terlaksana, termasuk penyediaan kredit mtuk 

melayani kebutuhan masyarakat tani, nelayan, dan industri kecil". 

Syarat-syarat untuk calon nasabah, yaitu: 

a. Golongan Pengusaha 

Untuk calon nasabah dari golongan pengusaha, persyaratan yang hams 

dipenuhi adalah: 

1) Penduduk yang berdomisili di wilayah kerja BRI Unit setempat yang 

dibuktikan dengan keterangan sebagai penduduk desa dari Kepala 

DesaJLurah atau Kartu Tanda penduduk (KTP). 

2) Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai. 

3) Untuk nasabah yang sudah mempunyai surat ijiti usaha, cukup 

menyerahkan copy swat Ijin usaha tersebut. 

4) Tidak sedang m e h a t i  kredt lain di kantor Cabang BRI atau di BRI 

Unit lain. 

5) Dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak 

mapun benda tidak bergerak. 

22 Ibid.. . ., hlm. 60. 



6) Bersedia untuk membuka rekening tabungan di BRI Unit yang 

bersangkutan. 

b. Golongan Berpenghasilan Tetap 

Untuk golongan berpenghasilan tetap, persyaratan yang hams dipenuhi 

adalah: 

1) Domisili kantor ymp, atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, 

berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan. 

2) Tidak sedang menikmati kredit di Kanca atau di BRI Unit lainnya. 

3) Menyerahkan asli surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap 

yang pertarna dan asli SK penetapan pangkat pegawai yang tarakhir 

atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun. 

4) Menyerahkan asli kartu peserta taspen (bagi pegawai negeri), asli kartu 

peserta astek bagi pegawai BUMN, asli kartu peserta AKABRI bagi 

anggota ABRI atau asli kartu identitas pensiun (KARIP) bagi para 

pensiunan dan asli KARPEG untuk pegawai negeri sipil. 

5) Menyerahkan daftar perincian gaji atau pensiun karyawan yang 

bersangkutan dan telah disyahkan oleh kepala kantor, unit kerja, 

instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang 

bersangkutan. 

6) Ada rekomendasi dari kepala kantor, unit kerja instansi, pimpinan 

perusahaan, atau kantor pembayaran pensiun yang bersangkutan yang 

menyatakan bahwa ymp benar-benar pegawai tetap di Instansi yang 

dipimpinnya, serta benar-beear akaa mengajukan di BRI Unit 



setempat. Untuk itu yang bersangkutan selaku kepala kantorlunit kerja 

instansi tersebut bersedia membantdmenagih menyelesaikan hutang 

pegawai yang bersangkutan pada BRI apabila terjadi wanprestasi 

dikemudian hari. 

7) Menandatangani surat kuasa memotong gaji dari pegawailpensiunan 

yang bersangkutan, kepada bendaharawan tempat gajilpensiun ymp 

dibayarkan setiap bulannya. 

8) Bersedia untuk membuka rekening tabungan dt BRI Unit ybs. 

9) Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan, misalnya kewajiban 

angsuran kredit pemilik rurnah (KPR) dan bukti bahwa ymp tidak 

menunggak angsuran KPR tersebut (bila 

3. Prosedur Pemberian Kredit 

Adalah proses pemberian kredit yang hams meliputi tahapan sebagai 

berikut: 

1) Penetapan Pasar Sasaran (PS). 

2) Penetapan Kriteria Risiko yang dapat Diterirna (KRD). 

3) Proses Pemberian Putusan Kredit: 

- Prakarsa dan pennohonan 

- Analisa dan evaluasi 

- Negosiasi 

- Penetapan tipe dan struktur 
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- Rekomendasi 

- Kelengkapan paket 

- Pemberian putusan 

4) Perj anj ian Kredit 

Perjanjian kre&t pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam 

meminjam sebagai rnana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

a. Pasar Sasaran (PS) 

Pasar Sasaran (PS) didefinisikan sebagai sekelompok debitur dalam 

suatu industri, segmen ekonomi, pasar atau suatu daerah geografis, ymg 

memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk 

pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang 

bisnis baru atau perluasan bisnis. 

Penetapm pasar sasaran disiapkan oleh Divisi ADK berdasarkan 

masukan dari Divisi Bisnis Mikro dan unit kerja terkait laimya. Pasar 

Sasaran tersebut hams mendapat persetujuan Direktur Bidang Bisnis 

W o  dan Rite1 sebelurn disahkan Direktur Pengendalian Kredit. 

Namun demikian, mengingat kamkteristik bisnis mikro, maka Pasar 

Sasaran Bisnis Mikro ditetapkan dalam PPK-BM ini, yaitu mencakup 

seluruh usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan 



tambakan pembiayaan, yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan 

plafon kredit yang dapat diberikan kepada seluruh sector e k ~ n o m i ~ ~ .  

b. Penetapan Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) 

Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) adalah Kriteria-kriteria 

rislko yang hpilih dan dapat diterima bisnis M&ro untuk setiap pasar 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Penetapan KRD disiapkan oleh Divisi ADK berdasarkan masukan 

dari Divisi Bisnis Mikro dan unit ke rja terkait lainnya. 

Knteria Rislko yang dapat Diterima (KRD) tersebut hams mendapat 

persetujuan Direktur Bidang Bisnis Mikro dan Rite1 sebelum disahkan 

olek Debitur Pengendalian Kredit. 

Namun demikian, mengingat karakteristik bisnis mikro, maka KRD 

Bisnis Mikro ditetapkan dalam PPK-BM hi, yaitu sebagai berikut: 

1) KRD untuk investasi dan modal kerja: 

- Kemampuan membayar kembali (Repayment CapacityRPC). 

- Mempunyai pengalaman mengelola usaha. 

- Mempunyai prospek bisnis sector yang dilayani. 

- Mempunyai pasar mtuk produk yang dibsilkan. 

2) KRD untuk golongan berpenghasilan tetap (Golbertap): 

- Kemampuan membayar kembali (Repayment CapacityRPC) dari 

gajilpenghasilan tetap yang bersangkutan. 
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- Ada ke jasama dengan instansi pemerintahl B U M /  Perusahaan 

swasta. 

- Kesanggupan bendaharawanljuru bayar gaji instansi ybs. Untuk 

memotong gaji dan menyetorkannya ke BRI. 

- Kesanggupan tertulis clan calon debitur/debitur untuk memberikan 

kuasa pemotongan gaji. 

- Calon debitur/ debitur merupakan Pegawai Tetap pada instansi 

yang bersangkutanZ5. 

c. Proses Pemberian Putusan 

Proses pemberian putusan meliputi rangkaian proses pemberian 

kredit dengan tahapan sebagai berikut: 

- Prakarsa dan Permohonan 

- Analisa dan evaluasi 

- Negosiasi 

- Penetapan Tipe dan struktur 

- Rekomendasi 

- Kelengkapan paket 

- Pemberian putusan. 

Seluruh proses pemberian putusan tersebut hams berpedoman pda 

ketentuan umum dan syarat calon debitur yaitu sebagai berikut: 

25 Ibid, . . . . . . . hlm. 15- 16 



a) Sasaran kredit 

Dalam pemberian kreht ada dua golongan masyarakat yang 

dijadikan sasaran yaitu: 

Golongan pengusaha 

Yaitu semua pengusaha yang bergerak di berbagai sector 

ekonomi yang ada dalam wilayah kerja BRI Unit, yang 

usahanya benar-benar layak untuk diberikan kredit. 

Golongan berpenghasilan tetap (Golbertap) 

Golbertap yang dapat dilayani yaitu: 

- Semua Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 

Pegawai negeri termasuk adalah: 

Pegawai Negeri Sipil 

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 

Kepolisian. 

Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Pekerja perusahaan daerah 

- Pensiunan dari pegawail pekerja golongan berpenghasilan 

tetap tersebut. 

- Pekerja tetap dari permahaan swasta. 

Sasaran pemberian kredit tersebut diatas tidk termasuk untuk 

pekerja BRI, kecuali untuk suamil istri pekerja BRI. Ketentuan 



mengenai pemberian kredit kepada suamil istri pekerja BRI akan 

diatur tersendiri. 

b) Jenis kredit 

Berdasarkan tujuan penggunaarmya, dapat dibedakan dalam 3 jenis 

yaitu: 

Kredt Modal kerja (Eksploitasi) 

Merupakan kredit diberikan kepada debitur/calon debitur untuk 

membiayai modal kerja yang bersangkutan. 

* Kredit Investasi 

Merupakan kredit kepada debitur atau calon debitur untuk 

pembelian bmng-barang modal dan jasa yang diperlukan gma 

rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau pendrian usaha barn. 

* Kredit Golongan berpenghasilan tetap (Golbertap) 

Merupakan kredt yang dberikan kepada debitur atau calon 

debitur golongan berpenghasilan tetap, baik untuk tujuan 

produktif maupun konsumtif. 

Tujuan penggunaan prod-&if adalah untuk membiayai 

kegiatan usaha produktif dari debitur yang bersangkutan, baik 

dalam bentuk modal kerja maupun investasi. 

Tujuan penggunaan konsumtif adalah pemberian kredit untuk 

keperluan konsumtif dengan cara membeli, menyewa atau 

dengan cara lain (tidak untuk keperluan modal kerja atau 

investasi). 



Penetapan jenis kredit (Modal ke rja, investasi, dan Golbertap) 

tersebut didasarkan pada sumber pembayaran lcredit dan tujuan 

penggunaan kreditnya26. 

d. Pe rjanjian Kredit 

Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pihak kreditur 

dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad 

kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format 

dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang 

bersangkutan namun dermlcian ada hal-ha1 yang tetap harus 

dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusanuya tidak boleh 

kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang- 

kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara 

hukum, sekaligus juga hams memuat secara jelas mengenai jumlah 

besamya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit 

serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredt. Hal-ha1 

yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya 

kebatalan dari perjanjian yang dibuat (invalidity), sehingga dengan 

demikian pada saat dihkukannya perbuatan Bukum (perjanjian) 

tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sehingga dengan dernikian pejabat bank hams 

dapat memastlkan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan 

26 Ibid.. . .., hlm. 17- 20. 



perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan 

perlindungan yang memadai bagi bank. 

Perjanjian Kredit (PK) menurut hukurn Perdata Indonesia 

merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang 

diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apa pun juga 

pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah suatu 

perjanjian pinjam merninjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 

sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun dernikian dalam praktek 

perbankan yang modern, hubungan hukurn dalam kredit tidak lag 

semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja 

melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya 

seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam 

bentuk yang campuran demiluan maka selalu tarnpil adanya suatu 

jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. Namun demikian 

dalam praktek perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan 

perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam KUH Perdata tidaklah 

sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian 

kt-edit perbankan, diantara keduanya a& perbedaan-perbedaan yang 

gradual bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok. 

Sesuai dengan asas yang utarna dari suatu perikatan atau 

perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang 

akan mengikatkan diri &lam perjanjian kredit tersebut &pat 

mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, 



tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama, artinya 

dalam hal-ha1 ketentuan yang memaksa maka hams sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, sedangkan dalam ha1 

ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak 

Sehingga perjanjian kredt selain dikuasai oleh asas-asas umum hukurn 

perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak ini kemudian 

mendapat pengaruh dari peraturan ekonomi yang memuat ketentuan 

yang bersifat memaksa, yang ditujukan untuk menyeimbangkan 

kemampuapl p h k - p h k  pelaku ekonorni secara lebih adil dalam 

rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan asas 

pemerataan. Pengaruhnya sangat terasa apabila ada suatu ketentuan 

dari pemerintah yang menyatakan hal-ha1 apa saja yang tidak boleh 

disepakati oleh para p W  atau pun apabila ada suatu ketentuan yang 

menyatakan apa yang hams disepakati. 

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu 

bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama, ha1 tersebut terjadi 

dalam rangka menyesuaikan diri d e w  kebutuhamya masing- 

masing. Dengan demihan perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai 

bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktek ada banyak ha1 

yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit misalnya: berupa 

definisi istilah-istilah yang akan dipakai &lam perjanjian (ini terutama 



dalam perjanjian kre&t dengan pihak asing atau dikenal dengan loan 

agreement); jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran 

kembali pinjaman (repayment) juga mengenai apakah si peminjam 

berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang 

ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai 

membayar bunga, terakhir dicantumkan krbagai klausul seperti 

hukurn yang berlaku untuk perjanjian tersebut. 

Dalam prakteknya perjanjian kredit seringkali mengakomodasi 

hal-ha1 seperti diatas sehngga semuanya dibakukan, dan akhirnya 

terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut. Dengan 

bentuk perjanjian yang baku tersebut tidaklah menjadi suatu 

penginwan atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap 

ditegakkannya asas-asas umum pe rjanjian, seperti syarat-syarat yang 

wajar dengan menjunjung keadilan dan adanya keseimbangan para 

pihak dengan rnenghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya 

karena kekuatafl yang dimiliki oleh salah satu pihak Sehingga dengan 

demiluan rumusan perjanjian baku tersebut hams terhindar dari 

kandungan wur-wur yang akan mengakibatkan kecurangan yang 

sangat berlebihan, dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya 

ketidakseimbangan kekuatafl para pibak, juga ham dihindarkan pula 

syarat-syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak, atau 

risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan 

hak dalarn menggunakan upaya hukurn. 



Uraian &atas menggambarkan bahwa dalam perjanjian baku 

tetap hams ada suatu keseimbangan antara pihak, sehingga pemuatan 

klausul tidak boleh diletakkan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak 

dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. 

Larangan demiluan tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu 

bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak 

atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau 

pengungkapannya sulit dimengerti. Apabila ternyata perjanjian 

tersebut memuat klausul-klausul atau rumusannya kabur atau tidak 

mudah Qmengerti serta tidak jelas arti rumusannya maka berlaku asas 

the promise too vague to be enforce dan a contract meaningless 

sehngga selanjutnya perjanjian demikian tidak mempunyai daya 

mengikat, bahkan menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukurn. Dengan 

demikian maka perjanjian-perjanjian baku dalam bidang perbankan 

wajib segera disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen ini, apabila didalamnya mengandung klausul yang 

bertentangan dengan peraturan perlindungan konsurnen. 

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering 

pula dalam prakteknya peminjam diminta memberikan 

representations, warranties, dan covenants. Yang dimaksud dengan 

representations adalah keterangan-keterangan yang dberikan oleh 



debitur guna pemrosesan pemberian krecht. Adapun warranties adalah 

suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan 

perusahaannya atau aset yang telah dijadikan jaminan untuk 

mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan covenant biasanya, adalah 

janji untuk tidak melakukan sesuatu, seperti misalnya janji bahwa si 

debitur tidak akan mengadakan merger dengan perusahaan laiqatau 

menjual memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya 

tanpa seizin bank (kreditur). 

Pe rjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik 

oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai kreditur, 

karena perjanjian kredit mempunyai h g s i  yang sangat penting dalam 

pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksaaaan kredit itu senditi. 

Dalam tulisannya mengenai sekitar klausul-klausul perjanjian krecht 

bank. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya: 

a) Perjanjian kredit berfimgsi sebagai perjanjian pokok, artinya 

perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau 

tidak batalnya perj anj ian lain yang mengikutinya, misalnya 

perjanjian pengikatan jaminan. 

b) Perjanjian kredt berfimgsi sebagai alat bukti mengenai batasan- 

batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. 

c) Perjanjian kredit berfimgsi sebagai alat untuk melakukan 

monitoring kredit. 



Selanjutnya dalam mengsi materi perjanjian kredit tersebut para 

pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul- 

klausul yang perlu dicantumkan dalam pe rjanjian tersebut. Ada 

beberapa klausul yang selaly dm perlu dicantumkan dalam setiap 

perjanj ian kredit, yaitu diantaranya: 

a) Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau (paedisbuasement 

clause) 

Klausul ini menyangkut: 

- Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang 

jarninan serta biaya pengikatan jarninan secara tunai. 

- Penyerahan barang jaminan, dan dokumennya serta 

pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut. 

- Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi 

kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi 

cbluar kesalahan debitur maupun kreditur. 

b) Klausul mengenai rnaksimutn kredit (Amount clause) 

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa ha1,yaitu: 

- Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan 

kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi 

diperlukannya pembuatan pe rjaqjian kredit baru (sesuai dengan 

Pasal 138 1 butir butir 3 dan Pasal 141 3 KUH Perdata-Novasi 

objektif). 



- Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa 

penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, 

yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan 

pinj aman. 

- Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus 

diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau 

commitment fee. 

- Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik 

(overdru$). 

c) Klausul mengenai jangka waktu kredit 

Klausul ini penting da lm beberapa hal, yaitu: 

- Merupakan batas waktu bagi bank, kapan kaharusan 

menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan 

sesudah dilewati jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak 

tagddpengembalian kredit dari nasabah. 

- Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran- 

tegu~an kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat 

pada waktunya. 

- Merupakan suatu masa yang tepat bag bank untuk melakukan 

review, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut 

perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali. 



d) Klausul mengenai bunga pinjaman (Interest Clause) 

Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjia. kredit dengan 

maksud untuk: 

- Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut 

bunga pinjaman dengan jurnlah yang sudah dsepakati bersama 

karena bunga merupakan penghasilan b& yang baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan 

biaya dam untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut. 

- Pengesahan pernungutan bunga diatas 6% pertahun. Dengan 

mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 

1767 KUH Perdata yang r n e r n u n m n  pernungutan bunga 

pinjaman diatas 6% per tahun asalkan diperjanjikan secara 

tertulis. 

e) Klausul mengenai barang agunan kredit. 

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak rnelakukm 

penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi 

harus ada kesepakatan dengan pihak bank. 

$ Klausul asuransi (Insurance Clause) 

Klausul ini krtujuan untuk pengalihan risiko yang rnungkm 

terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. 

Adapun materinya perlu rnemuat mengenai maskapai asuransi 

yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk 

dishpan di bauk, dan sebagainya. 



g) Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (IVegative 

Clause) 

Klausul ini terdiri atas berbagai macarn ha1 yang mempunyai 

akibat yuridis, dm ekonorni bagi pengamanan kepentingan bank 

sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak 

diperkenankan dilakukan debitur Aantaranya, adalah: 

- Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizing bank. 

- Larangan mengubah bentuk hukum perusaham debitur tanpa 

seizing bank. 

- Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizing bank 

h) Tigger Clause atau Opeisbaar Clause 

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kre&t 

secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kre&t tersebut 

belum berakhir. 

i) Klausul mengenai den& (Penalty Clause) 

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk 

melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya. 

j) Expence Clause 

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang 

timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan 

kepada nasabah, dan meliputi antara lain: biaya pengkatan 

jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, 

dan penagihan kredit. 



k) Debet Authorization Clause 

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin 

debitur. 

E )  Representation and Warranties 

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah material adverse 

change clause. Maksudnya ialah bahwa pihak debitur menjanjikan, 

dan menjamin clan semua data dan informasi yang diberikan 

kepada bank adalah benar dan tidak di putarbalikkan. 

m) Klausul ketaatan pada ketentuan bank 

Wausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemunglunan bila 

terdapat hal-ha1 yang tidak diperjanjikan secara khusus tetap 

dipandang per'lq maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara 

mum. Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan 

pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format 

surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan. 

n) Miscellaneous atau Boiler Plate Provision 

Pasal-pasal tarnbahan. 

o) Dispute Settlement (Alternutif Dispute Resolution) 

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur 

dengan debitur (bila terjadi). 

p) Pasal penutup 

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang 

maksudnya mengadakin pengaturan mengenai jumlah alat bukti 



dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredrt serta tanggal 

penandatangan pe rj anj ian kredit. 

Klausul-klausul tersebut diatas pada dasarnya tidak terlepas dari 

unsur-wur kepatutan, serta asas umum hukum perjanjian yaitu itikad 

baik. Dengan demikian debitur ataupun pihak kreditur yang bersikap tidak 

jujur atau tidak beritikad baik, maka tidak perlu diberi p e r l i n d ~ n ~ a n ~ ~ .  

4. Jaminan dalam Perjanjian Kredit 

Bank mengharapkan agar kredit yang diberikan pada debiturnya berjalan 

lancar sampai kredit itu dilunasi. Dengan dermkran oleh undang-undang 

ditetapkan bahwa pemkrian kredit Barus dengan jaminan Kegmaan jaminan 

ialah apabila pada suatu saat seorang debitur melakukan wanprestasi (cidem 

janji) secara disengaja (sadar) atau tidak disengaja, untuk itu bank berusaha 

agar debitur senantiasa membeIlkan hak dan kekuasaan kepada bank untuk 

mendapatkan p e l m a n  hutang dari barang-barang jamkin tadi apabila 

terjadi wanprestasi dengan jalan mengadakan pengkatan secara yuridis 

melalui suatu perjanjian kredit, baik dibawah tangan maupun secara notariil. 

Hal wanprestasi secara tidak disengaja atau kejadian yang tidak terduga yang 

sifatnya merugkin, dapat diartikan sebagai suatu musibah atau malapetaka 

yang lazim disebut risiko (risk). Jika terjadi ha1 seperti ini, maka tindakan 

bank ialah melakukan usaha untuk menguasai barang-barang jaminan dibawah 

tangan, maupun barang-barang yang secara notariil tidak membawa manfaat 

27 Muhamad Djumhana, Opcit ... ..,him. 385 - 392. 



dalam malapetaka seperti diatas, dalam ha1 jaminan-jaminan berupa material 

(barang bergerak maupun tidak bergerak). 

Risiko sewaktu-waktu seperti ini sudah Qsadari oleh bank, karena itu 

bank perlu mengamankan jaminan bukaa saja secara ymdis tetapi juga secara 

fislk. Perusahaan yang mengkhususkan Qri dalam mengambil alih risiko atas 

fisik barang jaminan ialah perusahaan asuransiZ8 

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam 

pelaksanaamya bank ham memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, 

yaitu diantaranya: 

a. Bank tidak diperkenankan membenkan kredit tanpa surat perjanjian 

b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak 

semula telah diperhitungkan kurang sehat dm akan membawa kerugian. 

c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, 

dm modal kerja dalam raagka kegiataa jual beli saham. 

d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal 

lending limit). 

Dengan mengingat hal-ha1 tersebut diatas maka dalam memberikan 

kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuaa debitur untuk 

membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank perlu 

melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan 

kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu pula bank juga 

Thomas Suyatno, Djubaepah T. Marala, Azhar AbdulIah, Johan Thomas Aponno, 
Tinon Yunianti Ananda, HA. Chalik, Kelembagaan Perbankun, PT Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 2003, hlm. 88. 



dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap 

agunan yang disodorkan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat 

memend persyaratan ketentuan yang berlaku. 

Hal-ha1 diatas haruslah ditaati karena telah dijadikan asas dari Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selengkapnya 

berbunyi: 

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 
analisis yang mendalam atas itikad dun kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau 
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 

2. Bank Umum wajib memiliki dun menerupkan pedomun perkreditan 
dun pembiayaan berdasarkan prinslp syariah, sesuai dengan 
ke tentm yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Dari ketentuan tersebut diatas yang paling penting yaitu bahwa bank 

dalam menyalurkan dam untuk kredit hams didasarkan kepada adanya suatu 

jaminan. Adapun yang dimaksud jarninan dalarn pemberian kredit menurut 

Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 199 1 tentang Jaminan Pemberian Kredit, 

yaitu keyalunan bank alas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai 

dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut 

maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang 

saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari 

debitur. 



Dalarn pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan dalarn arti 

sebagaimana diuraikan diatas, yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup 

untuk melunasi kredltnya. Di pihak bank untuk mendapatkan keyalunan dm 

seseorang debitur bahwa debiturnya akan dapat melunasi pinjarnannya, akan 

didapatkan apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur 

tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan 

usaha dan agunannya, juga seg-segi lainnya. 

Hal-ha1 yang berkaitan dengan debitur yang dapat rnenggambarkan 

bahwa debitur tesebut sebagai debitur yang bankable dapat dllihat dari 

beberapa segi. Praktek perbankan dalarn mendapatkan keyakinan bahwa 

debiturnya mempunyai klasifikasi bankable, setelah melalui analisis dan 

penelitian. Adapun acuan dalam rangka analisis dan penelitian tersebut yaitu 

meliputi: 5C, 4P, dan 3R. acuan 5C meliputi: Character, Capital, Capacity, 

Collateral, dan Condition of econowry. Acuan 4P meliputi: Personality, 

Purpose, Prospect, dan Payment, sedangkan acuan 3R meliputi: Returns, 

Repayment dun Risk Bearing Ability. Ketiga acuan tersebut pada dasarnya 

mempunyai titik-titik singgung yang berkaitan serta ada yang memiliki unsur 

kesamaan satu sarna lainnya. 

Character (sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, penlaku dan 

ketaamya), guna mendapatkan data-data mengenai karakter debitur tersebut 

maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari 

referensi bank lainnya Capital (permodalan), ha1 yang menjadi perhatian dari 

segi permodalanini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja 



hasil dari modal itu sendiri dan perusahaan apabila debiturnya merupakan 

perorangan. Capacity (kemampuan), perhatian yang diberikan terhadap 

kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemirnpinan dan lunerjanya dalam 

permahaan. Collateral (agunan), yaitu kemampuan si calm debitur 

memberikan agunan yang baik serta memililu nilai baik secara hukum 

maupun secara ekonomi. Condition of economy (kondisi perekonomian), yaitu 

segi kondisi yang sangat cepat berubah, adapun yang menjadi perhatiannya 

meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial, budaya dan segi lainnya yang 

dapat mempengarul.11 konQsi ekonomi itu sendiri. 

Personality atau kepribadian debitur merupakan segi-segi yang subjektif 

namun menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kreQt, 

sehitigga dengan demikkn perlu dikumpdkan data-data mengenai calon 

debitur tersebut. Purpose atau tujuan, yang menjadi sorotan dari seg ini yaitu 

menyangkut tujuan penggunaan dari kredit tersebut apakah untuk Qgunakan 

kepada kegiatan yang bersifat konsumtif, atau produktif atau dipakai untuk 

kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif. Prospect atau masa 

depan dari kegatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut, adapun 

unsur-unsur yang dapat menjadi penilaian mengenai prospek tersebut 

&antaranya yaitu: bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan 

pemerintah, dan sebagainya. Payment atau cara pembayarannya, ha1 yang 

menjaQ perhatian untuk itu misalnya mengenai kelancaran aliran dana (cash 

flow). 



Returns atau balikan maksudnya yaitu hasil yang akan dicapai dari 

kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut. Repayment atau 

perhtungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan 

atau kredit. Risk Bearing Ability yaitu perhitungan besmya kemampuan 

debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga. 

Bank dalam rangka pemberian kreditnya kepada seorang calon debitur 

sangat memerlukan informasi mengenai 5C, 4P, dan 3R tersebut, dan 

informasi tersebut tidak cukup hanya didapatkan dari atau yang terdapat 

dalam dokumen aplikasi kredit, tetapi harus dicari dari berbagai sumber. Hal 

demikian merupakan kebutuhan dalam mendukung pengkajian keuangan 

untuk pemberian perkreditan tersebut. Dalarn rangka pengkajian tersebut 

maka bank akan sangat memerlukan informasi yang lengkap tentang calon 

debitur, dan guna memenul.11 kebutuhan infonnasi tersebut tentang calon 

debitur, dan guna memenuhi kebutuhan informasi tersebut rnaka saat ini telah 

mulai dapat dipenuhi oleh pusat informasi yang telah dirintis oleh Bank 

Indonesia. Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 

28/37/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995 tentang Infonnasi Debitur Bank Umum 

telah mempunyai suatu sistem dan prosedur informasi Debitur. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal5 ayat (1) swat keputusan tersebut, permintaan dan pemberian 

i n f o m i  debitur dilakukan secara on line, adapun debitur tersebut meliputi 

debitur indvidual dan debitur macet. Bank yang dapat meminta infonnasi 

tersebut yaitu bank yang telah melaksanakan kewajiban penyampaian Laporan 

Perkreditan Bank Umum (LPBU). 



Selain adanya sistem dan prosedur informasi debitur yang dikelola 

terpadu oleh Bank Indonesia. Bank juga dapat saling tukar menukar informasi 

diantam mereka. Pengaturan tata cam untuk saling tukar menukar tersebut 

diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

27/120/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Tata Cara Tukar Menukar 

Infonnasi Antar Bank. Kegiatan tukar menukar inforrnasi antar bank sangat 

diperlukan guna memperkecil risiko usaha yaitu mengamankan dan 

memperlancar kegiatan pemkrian kredit. Cakupan i n f o m i  yang dapat 

dipertukarkan yaitu: mengenai keadaan kredit yang diberikan oleh bank 

kepada suatu debitur tertentu, dan keadaan dan status suatu bank. Sifat dan 

infonnasi ini adalah rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan 

penggunaan sewaktu i n f o m i  tersebut diminta. Pelanggaran terhadap 

ketentuan kerahasiaan informasi tersebut dikenakan sanksi administratif yang 

dapat menwunkan tingkat kesehatan bank 

Agunan kredit merupakan jaminan tarnbahan yang diperlukan dalarn ha1 

pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai dengan pengertian agunan 

yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, yaitu bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan 

nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan kedudukannya sebagai 

jaminan tambahan maka bentuk agunan menurut penjelasan Pasal 8 Undang- 



Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dapat berupa: 

. . . . barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 
bersangkutan. Tanah yang kepemilikanilya didasarkan pada hukum 
adapt, yaitu tanah yang bukti kepemilihnnya berupa girik, petuk, dan 
lain-lain yang sejenis &pat juga digunakan sebagai agunan Bank 
tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan 
langsung dengun objek yang dibiuyai, yang luzim dikenu1 dengapz 
agunan tambahan ". 

Adanya kemudahan dalam ha1 aguaan kredit ini merupakan realisasi dari 

perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utamanya 

sebagai penglnmpun, dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang 

strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkm pemeratam pembanguaan, dan hasil-hasilnya, pertuezbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional, kea rah peningkatan taraf hidup rakyat 

banyak. Meskipun adanya kemudahan demikian, agunan tersebut hams tetap 

ideal karena agunan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan 

pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank 

untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang diagunkan tersebut 

apabila debitur wanprestasi. 

Dalam ha1 pemberian fasilitas kredit ini pada prakteknya agunan 

malahan lebih dominant atau diutamakan, sehingga sebenamya aguaan lebih 

dipentingkan dan pada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas 

kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Hal demikian sangatlah 

berdasar karena jaminan merupakan ha1 yang abstrak, dimana penilaiannya 

sangatlah subjektif, berbeda dengan agunan yang jelas sehingga dengan 



objektif dan secara ekonomi pula apabila te rjadi suatu wanprestasi dari debitur 

atau adanya kredit yang bermasalah maka bank dengan segera dapat 

mengkonversikannya kepada sejurnlah uang yang lebih likuid. 

Sesuai dengan gambaran diatas bahwa agunm dalam prakteknya lebih 

dipentingkan dalam pemberian lcredit ini, sehngga tidak berlebihan apabila 

bank memandang perlu dalam ran@ menambah keyakinan atas watak clan 

kemampuan debitur, bank selalu meminta jaminan pemberian kredit dari 

pihak lain seperti jaminatl pribd,  garmi dari bank lain atau jaminan dati 

induk perusahaan. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi (personal 

guaranty), yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk 

menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Dalam praktek 

jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian dari kekayaan seseorang 

( si pemberi jaminan), yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian 

kekayaan tersebut, dan semuanya itu diperuntukkan guna memenuhi 

kewajiban si debitur bila diperlukan. Kekayaan yang dapat dijadikan jaminan 

tersebut dapat berupa kekayaan si debitur itu sendiri, ataupun kekayaan pihak 

ketiga. Dengan demikian menurut Prof. Soebekti, maka pemberian jaminan 

kebendaan kepada si kreditur, memberikan suatu keistimewaan baginya 

terhadap kreditur lainnya. 

Dalam konteks perkreditan istilah jaminan sangatlah sting bertukar 

dengan istilah agunan. Apabila yang dimaksud jaminan itu adalah 

sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 



Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah 

suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai 

dengan yang dipe rjanjikan. Dengan dermkian mencermati maksud dari istilah 

yang dipakai oleh Prof Soebekti dengan jaminan seperti dibawah ini, menurut 

penulis yang tepat sebenarnya hams memakai istilah agunan. Menurut Prof 

Soebekti, jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari: 

a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang 

memerlukannya. 

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan 

(meneruskan) usahanya. 

c. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu bila perlu 

mudah diuangkan untuk melunasi hutanpya si debitur. 

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang 

hmaksudkan dengan agunan yang ideal yaitu agunan yang berkualitas tinggi 

dan mudah dicairkan meliputi swat berharga dan atau taghim yang diterbitkan 

oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tingg 

berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan 

sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang 

tunai. Dengan melihat panclangan diatas maka agunan dalam perkreditan 

memilih fungi untuk menjamin pembayaran kredit yang dalam kehidupan 

dan kegiatan perbankan bertujuan pula untuk mengamankan dana pihak ketiga 

yang dikelola oleh bank yang bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi 



ketentuan perkreditan yang dikeluarkan Bank Sentral. Bank dengan demikian 

dituntut untuk setiap waktu memastikan bahwa agunan yang diterima telah 

memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 

dapat dipastikin bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan 

pengkatan agunan kredit telah diselesaikan dan akan mampu memberikan 

perlindungan yang memadai bagi bank29. 

B. Asuransi Jiwa Kredit di BRI 

Salah satu bentuk partisipasi dunia perbankan dalarn pembangunan, 

khususnya pembangunan ekonomi adalah kebijaksanaan &lam bidang 

"pengkreditan". Pemberian kredit oleh perbankan sudah tentu mendorong sector 

ekonorni. Aktivitas kredit di kalangan perbankan untuk pengmaha kecil, 

khususnya bank-bank pemerintah meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan 

ekspansi kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan tersebut, tentu bukan tanpa 

risiko. Karena bagaimanapun sempurnanya analisa risiko terhadap kreht yang 

dilakukan rnasih ada saja penyimpangan-penyimpangan yang menimbdkan risiko 

atas pemberian krecht tersebut. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor 

ketidakpastian mengenai masa yang akan datang diluar perhitungan manusia. 

Apabila luta renungkan clan kita teliti sebenarnya h dunia ini tidak ada sesuatu 

yang pasti, kecuali ketidakpastian itu sendiri. 

Analisa untuk mempertimbangkan dalarn pemberian kredit biasanya 

didasarkan pada data dan keterangan masa lalu dan masa kini, yang senantiasa 

29 Muhamad Djumhana, Opcit .... ., hlm. 392 - 399. 
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berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit, bank, dan 

lembaga keuangan lainnya selalu menghadapi risiko, seperti kemungkinan 

kemacetan kredit alubat debitur jatuh pailit. Salah satu cara menghindari risiko 

atau memperkecil kemunglunan risiko adalah menggunakan mekanisme asuransi, 

khususnya asuransi kredit. Asuransi kredit semakin memegang peranan penting, 

apalagi jika dihubungkan dengan persyaratan yang bersangkutan dengan jaminan 

uang kepada kreditor yang pada urnurnnya lemah dari segi jaminan. 

Untuk i ty  dalam mgka memperlmcar penyaluran, pengar- dan 

pengamanan perkreditan bank, khususnya dibidang perkreditan untuk pengusaha 

menengah dan kecil dirasa perlu ada suatu lembaga asuransi yang bergerak di 

sector perkreditan30. 

DIAGRAM TATACARA PENTTUPAN PERTANGGLTNGAN 
SECARA KASUS DEMI KASUS 

PT. Asuransi Jiwa 
P.P.P. (3) + 

Kreht ( p e n a g ~ g )  
I I 

N.P.P. (5) 

K.K. (6) P.K. (I) 

Debitur e 
30 Supardjono, Opcit . . . . hlm. 198 - 199. 
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Keteran~an: 

1. P.A.K: Perjanjian Asuransi kredit antara PT. Asuransi Jiwa dengan Bank 

2. P.K. (1): Pemiutaaa Kredit dari caloa debitur kepada bank. 

3. P.P. (2): Permintaan Pertanggungan dari bank kepada PT. Asuransi Jiwa. 

4. P.P.P. (3): Penawaran Penutupan Pertanggungan dari PT. Asuransi Jiwa 

kepada bank. 

5. P.B. (4): Persetujum Bank atas P.P.P. (3). 

6. N.P.P. (5): Nota Penutupan Pertanggungan dari PT. Asuransi Jiwa kepada 

bank. 

7. K.K. (6): Keputusan kredit dari bank untuk debit~r.~'  

Pemberian Kredit kepada debitur oleh bank lalu diasuransikan kepada PT 

Asuransi Jiwa KreQt Bringin Life. 

Pelaksanaan maim Asuransi Jiwa Kredit di BRI Unit 

Pada dasarnya dengan adanya asuransi jiwa kredit Bringn Life Qharapkan 

dapat memperkecil atau mengurangi risiko kerugian atau tunggakan yang ada di 

BRI Unit yang akan timbul akibat meninggalnya debitur kredit (jangka waktu 

kreditnya) 

Sehubungan dengan ha1 tersebut diatas, serta untuk melindungi BRI Unit 

dari kerugian yang mungkin timbul apabila debitur kredit meninggal dunia, serta 

untuk menjaga kepentingan ahli waris dari debitur tersebut dm hal-ha1 yang 

merugikan, maka langkah-langkah pengawasan yang perlu diperhatikan untuk 

31 O.P. Sirnorangking, Dasar-uhsar clm Mekanisme Perbankan, Aksara Persada Jakarta, 
1989, hlm. 59 - 60. 



mengurang tingkat kerawanan dalam pelaksanaan Asuransi Jiwa Kredit Bringin 

Life adalah sebagai berikut: 

1. Bagi debitur kredit yang mementh persyaratan untuk diikutsertakan dalam 

asuransi jiwa kreditnya dicairkan, Deskman pada hari yang sama hams segera 

mencatatnya pada formulir Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit (DPAJK) bag 

debitur kredit (Model TN.01). 

2. DPAJK tersebut, setiap akhir bulan hams dihrimkan ke Kanca BFU untuk 

selanjutnya akan dikirim ke PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life dengan 

memakai formulir rekapitulasi peserta asuransi jiwa bagi debitur kredit 

(Model TN.0 1.0 I). 

3. Atas debitur kredit yang meninggal dunia dalarn kurun jangka waktu 

kreditnya, BRI Unit ybs mengajukan klairn ganti rugi ke PT. Asuransi Jiwa 

Kredit Bringn Life yang besaran dan prosedur pengajuannya telah 

dilaksanakan sesuai ketentuan. 

4. Mengajukan ahli waris yang telah mendapat penggantian atau klaim dari PT. 

Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life. Hal ini perlu Qlakukan baik oleh KAunit 

untuk meyalunkan bahwa: 

a. Debitur kredit tersebut benar telah meninggal dunia . 

b. Ganti rugi dari PT. Asuransi Jiwa KreQt Bringin Life telah diterima oleh 

ahli warisnya (dalam arti bahwa kepada ahli waris sudah dibebaskan dari 

seluruh kewajiban untuk melunasi sisa kredit debitur yang meninggal 

dunia t e r seb~ t ) .~~  

32 Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BRI (Persero), Opcit.. . ., hlm. 22 Bab IV. 
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c. Ahli waris membawa h tans i  realisasi kreQt disertai surat kematian yang 

diketahui Lurah desa serta kartu atau pipil angsuran pinjaman guna 

diperhatikan jumlah saldo pinjaman atau sisa kredit pokok plus bunga dan 

membawa kartu keluarga dilampiri foto copy KTP suami 1 istri masing- 

masing 2 lembar. 

Contoh: 

Pinjaman golongan Pengusaha Sektor Perdagangan Rp 1.000.000,- jangka 

waktu 2 tahun bunga 1,87% perbulan, Angsuran Pokok Rp 4.1.666,66 dm 

Bunga Rp 20.03 3,3 3, Debitur mengangsur 3 kali kemudian meninggal dunia, 

j adi j umlah pengeklaimannya adalah: 

2 1 x Pokok (4 1,666,66) = Rp 874.999,86 

21 x Bunga (20.033,33) = Rp 420.699,93 + 

Rp 1.295.699,79 (Sisa Pinjaman) 

Jadi pembayaran klaim : Rp 1.295.699,79 - Rp 874.999,86 = Rp 420.699,93 

ini Qkembalikan ke BRI Unit Desa. 



D. Problem yang dihadapi perusahaan Asuransi Jiwa Bringin Life dengan BRI 

Unit, 

Contoh: 

1. Tuan Ali pensiunan TNI berumur 67 tahun dan istrinya bernama Aminah 

umur 55 tahun, BRI tidak memandang umur, telah mengajukan pinjaman 

Kredit di BRI Unit tanggal 12 Februari 2005 mendapatkan pinjaman sebesar 

10 (sepupul juta rupiah jangka waktu 2 tahun (24 x angsuran) dengan bunga 1, 

25% perbulan , kalau angsurannya baik dikembalikan 0,25% setiap 3 (tiga) 

bulan, dan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Model SH03/Kupedes, tuan Ali 

dicanhunkan pada nomor satu dalam pengakuan surat hutang tersebut karena 

yang punya usaha, (makelaran sepeda motor) dan istrinya dicantumkatl pada 

nomor dua (yang punya jaminan), sertifikat nomor 65, Percil: 14, Kelas: 1, 

Luas: 15.000 m2 atas nama Aminah. Tanggal 29 Februari 2006 saudara Ali 

meninggal dunia kemudian aminah melapor ke BRI Unit tanggal tersebut 

diatas walaupun laporan yang ada hubungannya dengan Asuransi Jiwa Kredit 

Bringin Life masih ada waktu enam bulan. Dengan adanya peristiwa ini yang 

dirugikan pihak Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life karena Perusahaan BRI 

Unit sudah membayar premi pada saat realisasi pinjaman kredit tanggal 12 

Februari 2005 sebesar 0,75% dari pokok pinjaman ditambah bunga, sekaligus 

BRI Unit ada keuntungan sebesar bunganya. Sedangkan sisa pokok pinjaman 

atas nama tuan Ali ditutup oleh perusahaan asuransi. 



2. Tuan Abu umur 70 tahun sebagai pengusaha material bangunan istrinya Siti 

umur 60 tahun bersama-sama ke BRI Unit untuk mengambil pinjaman 

Kupedes, ini terrnasuk nasabah lama dengan kondite (baik), tanggal 2 mar& 

2005 telah diterimakan pinjaman kredit sejumlah 50(lima puluh) juta rupiah 

dengan bunga 1,87% perbulan, kalau cicilannya baik dikembalikan 0,25% 

setiap tiga bulan, jangka waktu tiga tahun / 36 x angsuran, BRI Unit tidak 

memberi batasan umur, sebagai jaminan pinjaman tersebut diatas yaitu 

usahanya ditambah tanah pekarangan dan bangunan percil no. 1 17 kelas: 1, 

luas: 10.000 m2 dan menghadap jalan aspal 20 m2, pinjaman ini preminya 

0,75% dari pokok pinjaman ditambah bunga, kecuali kalau pinjamamp 

diatas 50 (lima puluh) juta rupiah preminya beban bersama dalam arti 0,25% 

nasabah, 0,50% BRI Unit. Tanggal 28 maret 2005 tuan Abu Meninggal dunia, 

tanggal 29 Maret 2005 nyonya Siti melapor ke BRI Unit serta membawa Surat 

Kematian yang diketahui Lurah Desa, foto kopi KTP atas nama Abu dan atas 

nama Siti, serta Kartu Keluarga. Dengan peristiwa ini perusahaan asuransi 

yang rugi karena menutup sisa pinjaman tersebut diatas dan BRI Unit untung 

karena menerima bunga, menurut hemat penulis peraturan asuransi jiwa kredit 

bringin life yang diterapkan dalam asuransi kredit tidak adillseimbang, karena 

PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life sebagai an& perusahaan BRI. 

Dalarn Arti ada sekelompok yang beruntung, dengan adanya asuransi kredit 

di BRI Unit Desa, sedangkan kelompok yang lain menanggung kerugannya. 

Contoh dalam kasus nomor 1 dan 2 diatas itu yang beruntung BRI Unit Desa 

karena peritungan bunga diterima oleh BRI Unit Desa dan sisa pinjaman (Saldo 



Pinjaman) telah dtutup oleh lembaga asuransi, untuk itu perlu ditambahkan 

persyaratan pengambilan lcredit di BRI Unit Desa (sebagai syarat pengambilan 

kredit yaitu umur maksimal 60 tahun, karena mengngat usia harapan khususnya 

di Yogyakarta kehidupan manusia sampai 60 tahun. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kredit di ElRI Unit Desa, dalam pemberian kredit ada dua golongan: 

a. Golongan pengusaha yaitu semua pengusaha WNI yang bergerak di 

berbagai sektor ekonomi, dalarn wilayah kerja BRI Unit Desa. Seperti: 

Pertanian, perindusttian, perdagangan dan jasa lainnya. 

b. Golongan berpenghasilan tetap adalah kre&t yang semata-mata hanya 

merupakan biaya, dan tidak menghasilkan sesuatu yang berwujud fisik. 

Antara lain: Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Peke j a  BUMN, Pensiunan, 

kecuali Pegawai BRI Unit Desa dan BRI Cabang tidak d i p e r k e n a b  

diberi kredit. 

Golongan berpenghasila. tetap ada dua: 

a. Berpenghasilan tetap, bersifat konsumtif artinya kredit yang 

dipergunakan pembiayaan yang habis dipakai, misalnya: biaya 

perkawinan, biaya rumah sakit, clan sebagainya. 

b. Berpenghasilan tetap non konsumtif maksudnya pembiayaan &pat 

menunjang kenaikan taraf hidup, misalnya: perbaikan rurnah, membeli 

mobil dan biaya sekolak 

2. Pemberian kredit BRI Unit Desa untuk mengantisipasi kalau debitur apabila 

meninggal dunia &lam jangka waktu asuransi kredit, maka perusahaan 

asuransi jiwa kredit Bringin Life akan menutup jumlah kerugannya. 



3. Pelaksanaan Klaim Asuransi Kredlt BRI Unit 

Yaitu BRI Unit Desa untuk memperoleh pertanggungan atas 

kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian asuransi kredit, adalah ahli 

waris membawa kuitansi realisasi kredit, di sertai Swat Kematian, kartu atau 

pipil angsuran pinjaman, untuk mengetahui jumlah saldo pinjaman, dan kartu 

keluarga, dilampiri foto copy KTP, masing-masing 2 lembar. 

4. Problem Asuransi Kredit di BRI Unit Desa 

BRI Unit Desa mengklaim dengan cara memerlukan Swat Kematian, apabila 

debitur telah meninggal dunia, ternyata dalam prakteknya menemui benturan- 

benturan yang sifatnya akan merughn PT. Aswansi Jiwa Kredit Bringn 

Life, dlkarenakan dalam persyaratan pengajuanlpermohonan kredit tidak 

dibatasi umur, sebaikinya nasabah kredit b e m w  65 tahun, karena mengingat 

usia harapan hidup khususnya di Yogyakarta. 

B. Saran 

Dengan adanya problem klaim asuransi kredit, sebaiknya PT. Asuransi 

Jiwa Kredit Bringin Life membuat perjanjian untuk menentukan usia nasabah 

pada waktu mengajukan permohonan kredit, umur 65 tahun kepada BRI Unit 

Desa, jangan sampai 3 kali angsuran kemudian mefliaggal dunia, fnaka BRI Unit 

Desa membatasi umw calon nasabah pada waktu mengajukan kredit, mengingat 

usia harapan hidup khususnya di Yogyakarta. 
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LAMPIRAN 
KUPEDES 



ZANK RAKYAT INDONESIA (PERSEERO) -- Model 70 o KUPEDES 

ANG ' : ( UIIIU~ I'lr~jnniert s n ~ ~ ~ p a l  doripall I?), 1 0 . ~ 0 . 0 0 0  ) 

--- 
Laporan Penilafan Sehubungan' Derrgan Permohonan 

Kredlt Umum Pedesaan ( KUPEDES ) Serta 
Hasll Pemerlksaan GI Lapangan 

:KPP : 

gal : 

31F : 

Nama Pemohon : 

Alamat 

Status Nasabah : Baru / Lama 

VFORMASI DASAR 

. a. Berapa besarnya pinjaman yang diminta 

b. Berapa lama jangka waktu pinjaman, 
tenggang waMc dan cara pembayaran 
angsuran kreditnya yang di minta 

!. Sebutkan pekerjaan / bidang usaha yrnp. 

a. Usaha pokok dan alamat usaha 

b. Usaha sarnpingan 

b. Sebutken rekening tabungan di BRI 
dan saldo tabungan yang terakhir 

c. Besarnya pinjarnan isteri atau suami 
yang sedang berjalan saat ini di BRI 
I Bank lain 

4. Uraikan keadaan usaha ymp. saat ini 

a. Alat-alat produksi yang dimiliki dan 
kondisi teknisnya 

b. Omzet penjualan produksi / barang 
degangan perbulan. 

c . ' ~ i a ~ a - b i a ~ a  yang diperlukan perbulqn 

d. Pendapatan bersih perbulan 

5. a. Surat-surat yang harus dilarnpirkan 
berkaltan dengan usaha ymp. 

b. lnformasi tentang karakter ymp. 



Hitung proyeksi pendapatan setelah 
menerirna kredit per bulan 

I. Berdasarkan perhitungan repayment 
capacity ymp., maka kreilit dapat 
dilunasi dalarn jangka waktu berapa 
bulan 

3, a. Sebutkan daerah pemasaran bagi hasil 
produksl.1 barang I Jasa yang dihasilkan 
YmP. 

b. Bagaimanakah kemungkinan perluasan 
pemasaran hasil produksilbarang ljasa 
tersebut 

c. Bagairnanakah cara I sistem pemasaran 
terhadap produksil barang dasa tersebut 

4. a. Sebutkan daerah tempat pembelian 
bahan baku barang dagangan ymp. 

b. Apakah terjamir! kontiunitas penyedia 
annya 

5. Jenis dan Nilal Agunan 

Penerlmasn : 
- Omzet penjualan 

- Harga pokok pembelian Rp .................... 
- Upah Tenaga KerJs R;) ................... 
- Listrik Telp, Air Rp ................... 
- PaJak l Retribusi Rp ................... 
- Bi. Rumah Tangga Rp ................... 

................... ......................... Rp 
- Lain -lain Rg ................... - 

Jclmlan Pengeluaran RD ............................. (-1 
............................. . Pendapatan bersih Rp 

Pendapatan sampingan RD ............................. (+I 
............................. Total Pendapatan Rp a) 

- Repayment Capacity : 75 % ;; a ) Rp ............................. 

Jenls Agunan N l l A l  LlKUlDASl 

................................ H D .................................. ;, .... 
Jumlah ..................... (a) R p ........................................ 

Jumlah ....................... fb) RP ....................................... 
Jumlah seluruh Agunan ( a + b ) RD ................................ ,., 



111. USUL DAN KEPUTUSAN 

USUL PUTfJSAN : 

1. Usul Fiat Rp ........................... 
2. Peminjam : 

3. Keperluan pinjaman : 

4. SeMor Usaha : 

5. Jangka waktu : ............... .bulan 

6. Diangsur secara : Bulanan / Musimar; / GP 
satu.kali lunas *) 

7. Bunga : ......... % per bulan flate rate *) 

8. Besarnya angsuran : 

Pokok Rp ............................................. 
Bunga RD ........................................... 
Jumlah Rp ............................... ..; ...,... ... 

9. SeMor Ekonomi : 

10. Jenis Penggunaan : 
. . 

1 1. Syarat-syarat luinnya : 

Tanggal, ............................................................. 

Pemrakarsa I 
No Nama .labatan TandaTangan 

I .  

PUTUSAN : 

....... ... .................. . 1 Flat Rp ..; : 

2.  emi in jam : . 

3. Ksperluan pinfaman : 

4. SeMor Usaha : 
. . ............... 5. Jangka waMu : .bulan 

6. Diangsur secara : Bulanan / Muslman / GP 
satu kali lunas *) 

......... .. 7. Bunqa : % per bulan flate rate *) 

8. Besarnya angsurcn : 

............................................... P o k ~ k  Rp 
' Bur~ga PD... ......................................... . .  

Jurrlah Rp .............................................. 

9. SeMor Ekonomi : 

. . 10. Jenis Penggur~aan : 

11 Syzrat-syaret :alnnya : ' 

Tanggal, ........................... ;.. ........................... 

N a m a  : ................................................... 
Jabatan : ................................................. 

Catatan : *) Core1 yang tidak perlu . . 
Dlsampl~g nu ditsmbeh slmpanan q b  fi&k berbunga yang sekallgus merupakar: cadangan penalty 0.5 % per bulan denpan pengalumn sesual 
dengan kefentuan yeng berlaku pada KUPEDES 



BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) ; Model 70 b KUPFDES 
I 

(Unluk plnjaman dlatas Rp. 10.000.000) 

Laporan Penllalan Sehubungan Dengan Permohonan 
Kredlt Umum Pedesaan ( KUPEDES ) Serta 

Hasll Pemerlksaan . - Dl Lapangan , 

SKPP : Narna Pernohon : ' 

ggai : Alarnat 

'CIF : .Status Nasabah : 
-. 

I 
* IFOtiMASI DASAR I 

a. Berapn besarnya pinjarnan yang dirnlnta I a- 

Sebutkan pekerjaan / bidang usaha yrnp. 

. a. Usaha pokok yang akan dibiayai 

b. Alarna? usaha. 

b. Berapa lama Jangka waktu pinjaman, 
tenggang w a h  dan cara pernbayaran 
angsuran kreditnya yang dl rninta 

b. 

b. Setutkan rekening tabungan dl BRI 
dan saldo tabungan yang terakhir 

a. 3iwayat pinjaman serta angsuran yang lalu 
( Tulis 3 periode pinjaman terakhir ) 

c. Besarnya pinjarnan isteri atau suarnl 
yang sedang berjalan saat ini di BRI 
/ Bank lain 

a. 

a. Bentuk usaha yang dijalankan I a. 
b. Jumlah tenaga kerja I 

Norek Pokok Plnj. Jk WaMu 

ASPEK MANAGEMENT 

. a. Pendidikan Urnurn 

c. lnformasi khrakter yrnp. - 

Tgl Real 

c. 

b. Mulal usaha (Pengalarnan usaha ) 

c. Catatan I Adrninistrasi usaha (ada 7 tidak) 
( sebutkan kondisinya ) 

Tgl Lunas 

b. 

C- 

Keterangan 



- Omzet penjualsn Rp ............................ 

ASPEK TEHNIS / PRODLlKSl 

1. Sebutkan peralatan produksi / usaha yang 
ada saat in1 serta kondislnya 

Pengeluaran - Harga pokok pernbelian ' ~ p  .................... 
Upah Tenaga KarJa Rp - , ................... - LLtrik Telp, Air Rp ................... - Pajak / Retrlblrsi Rp ................... - Bi. Rumah Tar,gga Rp ................... ......................... Rp ................... - Lain -lain RD ................ ., 

Jurnlah Pengeluaran ..................... LLLLLL 

Pendapatan neto Rp ............................ 
Pendapatan sarnpingan neto RD .............. ,. ....... , ............................ Jumlah Rugl / Laba Rp 

-- 

i 

2, a. Jenls barang yang diprodvksi 

b. Kapasitas produksi / bulan saat ini 

c. Kapasitas produksi yang direncanakan 

d. Harga persatuan barang produksi 
( khusus untuk usaha lndustrl ) 

a. 

b. 

c. 

d. 

,- 
3. a. Jenis barang / jasa yang diusahakan 

b. Ornzet penjualan saat ini 

c. Ornzet penjualan yang direncanakan 
( Ithusus untuk usaha dagang / jasa ) 

a. 

b. 

c. 

. E E K  PEMASARAN 

1. Sebutkan daerah pemasaran bagi has11 
produksi Ibarangljasa yang d~hasllkan yrnp. 

2. Baga~manakah kemungkinan perluasan pe- 
rnasaran hasil produksi/barangljasa tersebut 

3. Bagaimanakah cara / sistern pernasaran 
terhadap produksi/barang/jasa tersebut 

ASPEK KEUANGAN 

1. a. Sobutkan blaya yang dibutuhkan 

b. Bcrapa jurnlah biaba yang disadiakan 
sendiri 

c. Berapa jumlah kredit yang dibutuhkan 
- 
2. =erhitungan Rug1 / Laba saat in! 

a. 

b. 

c. 

Penerlmaan : 



I 
! 

3erdasarkan data-data yang ada serta hasil wawancara dengan ymp., maka di susun neraca perkiraannyh 
................................. Pas-pos pekiraen Neraca per 

I 

Miva Lancar : 

............................. Kas Rp 
Simpanan Rp ............................. 
Piutang !4p ............................. 
Persediaan Barang Rp ............................. 
Lainnya RD... .......................... 

~mlah Aktivs Lancar RD ...................... ..., 

Pasiva : 

............................. - Hutang :angka Pendek Rp - Hutang Jnrgka Panjang nk: ,,:,,, .. .,,-:-: '.'=?... 

Jumlah Huta.~g Rp 

Miva Tetap : . , , 

............................. ............................. 
............................. 

Modal 
Tanah & Bangunan Rp - Modal Sendiri Rp 

v Peralatan Usaha Rp 
Kendaraan Rp ............................. 
Lainnya -- Rp ........................ L.... . . 

umlah AMiva Tetap Rp ............................. .......................... .......................... umlarr Aktlva RD... Jliinlah Paslva, FIJ... 

Proyeksi perkiraan kenaikan produksi / omzet I usaha yang direncanakan ( % ) - --- 
I 

Berdasarkan proyeksi perkiraan kentikan '1 Penerlmaan : 
produksi / omzet usaha tersebut diatas, maka 
dibuatlah proyeksi RugiILaba usaha ymp. - Omzet penjualan 

Pengeluaron 

- Harga pokok pernbelia~~ Rp .................... 
- Upah Tenaga Kerja Rp ................... 

................... - Listrik Telp, Air Rp - Pajak / R~tribusi Rp .................... 
- Biaya Rumah Tangga Rp .................... - ......................... Rp .................... - Lain -lain - Rp .................... 

Jumlah Pengelueran .................. , (-) 
Pendapatan ( neto ) Rp., ..................... ................ Pendapatan campingan ( net0 ) RD,.. ,., (*) 

Jumlah Rugl / Laba .Sp ..................... a) 
....................... Repayment Capacity : 75 % x a ) RD 

Dalam ha1 permohonan kredit yang diajukan 
ymp. untuk modal kerja, maka hitunglah I 
a. Berapa hari yang diperlukan untuk per- 

putaran persediaan barang dagangan I 
b. Berapa hari yang diperlukan unluk per- 

putaran piutr.ng I ' -  . 

c. Berapa besarnya modal. kerja yang 
fi mengendap secara terus mene;us 

d. Berapa modal kerja yang dimlliki saat Ini 1 
e. Berapa modal kerja yang dapat rliberikan 

kepada ymp. 1 



........................................ ................................ I ~b 
Jumlah ...................... (a) Rp ......................................... 

\ - 

I Jumlah ....................... (b) Rp ....................................... 

7. Jenis dan nilai agurlan 

I Jumlah seluruh Agunan ( a t b  ) RQ ............................. 

Jetrls Agunan N l U l  LlKlllDASl 

USUL DAN KEPUTUSAN 

USUL PUT USAN : 

........................... 1. Usul Fiat Rp 
2. Peminjam : 
3. Keperluan pinjaman : 
4. Sektor Usaha : 
5. Jangka waktu : ................ bulan 
6. Diangsur secara : Bulanan / Musiman I GP 

satu kali lunas. *) 
...... 7. Bunga : % per bulan Rate rate *) 

8. Besarnya angsuran : 
Pokok Rp ......................................... 
Bunga RD ......................................... 

........................................ Jumlah Rp 
R 

, . 
9. Sektor Ekonomi : 

10. Jenis Penggunaan : 
11. Syarat-syarat lainnya : 

............................ 1. Flat .Rp... 
2. Pemlnjam : 
3. Keperluan pinjaman :. 
4. Sektor Usaha : 

............. 5, Jangka wbktu :... bula~, 
6. Diangsur secara : B~llanan I M'usiman / GP 

satu kali lunas *) 
...... 7.'0unga : % per bvlan flat8 rate *) 

8. Besarnya angsuran : 
Pokok Fip... ... !.. ........ .;. ........................... 
Bunga RD .............................................. -- 

............................................. Jumlah Rp 

9. Sektor Ekonomi : 
10. Jenis Penggunaan : 
11. Syarat-syarat lainnya 

Tanggal, ................................................. I Tanggal .............................................. 

Pemrakarsa - 
\lo Nama Jabatan Tanda 'Canaan 

Pomutus , 

1 ........................................................................ ' 1  N a m a  : ......................................... 
Jabatan : ....................................... 

I 8 

JBtalan : *) Coret yang tldak pedu 
-) Disamplng itu-ditambah slmpanan walb tidak behunga yang sekallgus me~pa. ian  cade,?gan penally 0,5 % per bulan dengan pengauran sesual 

dengan ketentuan yang bedaku pada KUPEDES 



PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) 
CABANG : 
UNIT 

Model 72 Kupsdes 

KETERANGAN-KETERANGAN BERHJJBUNGAN DENGAN 
PERMINTAAN KREDIT UMUM PEDESAAN ( KIJPEDES ) MELALUI BRI UNIT 

Nomor SKPP 

iecamatan Ta~ggal  

ielurahan / Desa No Pangkal / CIF : 

I. Nama lengkap ymp. I 
Tempat dan Tanggal lahir ( Umur) 

I. Peke rjaan / Usaha ymp. saat ini 

- Usaha pokok 

- Usaha sampingan 

;. Nama lengkap lsteri / Suami ymp. - 
Pekerjaan / Usahanya 

. Status Nasabah 

Pada BRI Unit 

Pada Bank lain 

I Jika sedang.1 pernah di Bank lain 

. Jenis usaha yang akan dibiayai kredit 

Beszr pinjaman yang diminta ymp. 

. Jangka waktu & cara pembayaran yang 
dirninl-a ymp. ' 

Lama / Baru *) 

Sedang / perrlah / tidak pernah *) 

Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 



b. Untuk keperluan Modnl Kerja (MK) : 

Jumlah Kebutuhan M.K. Rp ................................... 
h1.K ymp. yang tersedia R 3  

Kebutuhan kredit Rp .................................. 

Rencana penggunaan kredit yang diminta 
YmP. 

Uraian singkat tentang alasan atau latar 
' 

klakang permohonan kredit ymp. 

;-. 

a. Urituk keperluan investasi : 
Jumlah biaya investasi Rp .................................. 
Dibiayai ymp. sendii.1 Bp ................................... 
Kebutuhan k:edit Rp .................................. 

I. Disamping jaminan utama berupa proyek 
yang dibiayai dengan kredit ini, jaminan 
tambahan apa yang dapat disediakan oleh 
YmP. 

Iiajukan kepada 
k n k  Rabat Indorssia 
Jnit ........................................................ 
ranggal ......................................................... 
antoh tanda tangan ymp. pada saat permohonan 
uedit : . . 

r 

Suarni : ...................................................... 

Diisi dengan pertolongan saya : 
N a m a  ............................................ 
J a b a t a n  ............................................. 
Tanda tangan : ........................................... 

Diperlksa tanggal : .......................................... 
N a m a  ............................................ 
J a b a t a n  ............................................. 
Tanda tzngar~ : ........................................... 

Contoh tanda tangan ymp. pada saat pemerlksaan Contoh tanda tangan ymp. pada saat reallsasl / 
Tanggal: ................................................... .,. pencalran kredlt. . . 

.................................................. Tanggal : 

..................................................... Suami :... .:. ................................................. Suaml : 



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) 
KANCA : 
UNIT : 

Model 75 Kupe,ues 

Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengon Permintaan 
K u D e d e s a s i l a n  Tetap Mel&i@ BRI UNIT' 

 omo or SKPP ................................ Kabupaten .................................. 
Tanggal ................................. Kecamatan .................................. 

................................ Desa / Kelurahan : ................................. No Pangkal / CIF : 

1. h'arna lengkap yrnp 

Tempat dan Tanggal ~ahir (umur) 

. Tempat tinggal 

2. Pekerjaan ( Kantor, Dinas, Departemen ) 

Alamat Kantor 

3. Nama lenbkap istri / suaminya 

Pekerjaan / usahanya 

4. Jumlah tanggungan dalam keluarga 

5. Rencana penggunaaT,n kredit 

6. Jumlah kredit yang diminta 

7. Jangka waktu yang dimin,ta 

13. Nomer rekening dan Jumlah Tabungan - 
9. Riwayat pinjaman ymp 

ASPEK LEGALITAS 

1. Statirs Kantor ( Femerintah ISwasta) 

2. Nomor dan Tar~ggal Perjanjian Kerja Sb'ina 

3. Nomor & Tanggal SK Pengangkatan 

4. Nomor & Tanggal SK Pangkat terakhir 

5. Nomor & Tanggal SK Pensiun 

?. Surat rekornendasi dari atasa n I 
7. Surat kuasa untuk me.motong gaji 

8. Daftar perincian gajl yen3 dilegalisir 
' . 

9. aSurat 1 Kartu lainnya yang diserahkan Ymp 

Diajukan kepada Diisi. dengan pertolongan saya 

..................................... Bank Rakyat Indonesia Unit Nama ' * 

Tanggal : ............................................. Tanda tangan : .................................... 
. . 

Contoh tanda tangan Ymp Contoh tanda tangan Ymp 

Saat pendaftaran tanggal : ;.. ..................... Saat pe'ncairan tanggal : ............................. 



PT. BANK RAKYAT INDONESPA (PERSERO) Model SH-03lKupedes 

KANTOR CABANG : ....................................... 
UNIT ......................................... 

Nomor Urut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nomor S U P  ..................... 
Nomor Pangkal ..................... 

.................. Nomor Transaksi : 

SURAT PENGAKUAN HUTANG 

Untuk keperluan PT. Bank &kyat Indonesia (Persero) sebagai badan hukum yang 
berkedudukan di Jakarta berdasarkan akta pendiriannya (Anggaran dasamya) yang dimuat dalam 
Akta Nomor 133 tanggal 3 1 Juli 1992 yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM Sarjana Hukum, 
Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia nomor 73 
tanggal 1 1 September 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia NGmor 3A tahun 1992, 
berikut perubahannya dengan Akta Nomor 78 tanggal 19 Septeember 1992 tentang Berita Acara 
Rapat dan Akta Pembetulan Nomor (3 tanggal 1 Oktober 1992 dibust oleh Notaris yang sama dan 
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 tanggal 20 Oktober 1992 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 0 IOA tahun 1992. 
Pada hwi ini ........... tanggal ................. bulan ........................... tahun 

- Pang bertanda tangan dibawah ini: 

Dengan ini lnenggabungkan diri masing-masing untr~k inenanggung hutang sejumlah dibawah ini 
atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan 
demikian baik bersama-sama rnaupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja rnenanggung segala 
hutan$ (hoofdelijk) 2) selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku 
berhutan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Bantul selanjutnya disebut Bank, 
karena telah menerima uang sebagat pinjaman Kupedes sejumlah Rp 1.700.000,- ( ~ a t u  juta tujuh 
r a m  ribu rztpiald menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
sebagaimana tersebut dibawah ini: 

PENGGUNAAN PINJAMAN 
Pasal I 

Pinjaman yang diterima oleh YANG BERHUTANG dari Bank yang dipergunakan untuk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  keperluan 



PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAN IPTW 
Pasal2 

1. Pokok pinjaman berikut bunganya h i s  dibayarkembali oleh YANG BERHUTANG kepada 
Bank menurut angsuran yang sama besarnya atau sesuai tabel angsuran pokok dan bunga 
yang berlaku untuk Kupedes, dalam 12 kali angsuran .(... .................. .) berturut-turut tiap 
kali angsuran sebesar Rp ............... (:.. ................................................................. ) 
dirnulai sejak tanggal ...... tiap ................... dan atau selambat-lambatnya pada tanggal 
.................................... aknn tetapi tidak melecvati akhir bulan angsuran. 

2. Dalarn angsuran pinjaman tersebut terkandung unsur Cadangan Insentip Pembayaran Tepat 
Waktu (CIPTW), yang tidak berbunga dan yang sekaligus merupakan cadangan penalty 
apabila terjadi tunggakan, adapun besarnya cadangan tersebut adalah sebesar 25% dari 
angsuran bunga yang dibayar oleh YANG BERHUTANG. 

3. Apabila pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman tersebut dilaksanakan tepat pada 
waktu yang diperjanjikan atau apabila dilaksanakan pembayaran sebelum waktunya yang 
meliputi satu atau beberapa angsuran pokok dan bunga, maka Bank wajib membayar insentip 
yang dananya diambil dari cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) bagi YANG 
RERHUTANG. Bila mana pembayaran dilalksanakan tidak tepat waktu yang diperjanjikan, 
baik untuk satu atau beberapa angsuran pokok dan bunganya, maka yang berhutang tidak 
berhak atas Insentip, dan Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) 
diperhitungkan sebagai penalty. - 

Selanjutnya pembayaran Insentip kepada yang berhak dilakukan oleh Bank dengan cara 
pemindahbukuan dari rekening Cadangan Insentip Tepat Waktu (CIPTW) ke rekening simpanan 
ybs. 

JAMINAN 
Pasal3 

Guns menjamin supaya hutang pengambil kredit kepada Bank dibayar dengan semestinya, 
baik hutang yang ditimbulkan karcna pcngakuan ini atau karcna alasan-alasan lain, ataupun 
yang inungkin ti~nbul pada suatu ketika tennasuk bunga, dencia ongkos-ongkos dan biaya- 
biaya lainnya, maka: 

a. Dengan akta tertanggal ............ yang dibuat dihadapan .................. PPAT di 
.. : ............ telah dipasang hipotik I credietverbanci yang tersebut dalam akta dimaksud untuk 
keperluan Bank. 

b. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisa.hkan (intergrerendeel) dari pengakuan hutang ini dan 
pengakuan lni tidak akan terjadi jika bagian ini tidak diadakan, maka yang berhutang dengan 
ini menyerahkan jaminan untuk dapat dibebani hak tanggungan guna kepentingan BRI berupa 
tanah sawawdarat beserta bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada 
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut rlan yang merupakan milik pemegang 
hak atas tanah dengan keterangan sebagai brxikut: 
~HMlSHGBISHGUlPetok DIGiriWLettc.: 21 ..No. . ...... ............. 
Atas nama ..................... 
Luas : ................... .m2 



Terletak di 
DesaIKelurahan : 
Kecamatan 
KabupatenKodya : 
Propinsi 

Dengan batas-batas 
Utara 
Timur , . 

Selatan 
Bar at 

c. Dengan akta tertanggal ................. yang dibuat dibawah tangan telah diikat secara 
fiduciaire eigendoms overdracht barang-barang yang tersebut dal am akta itu untuk keperl uan 
Bank. 

d. Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada Bank, 
penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh Bank segala barang-barang bergerak 
dan latau surat herharga sebagaimana yang diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada 
Bank (Model PJ-04lUD) tertanggal ............................. 

e. YANG BERHUTANG telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali sesuai 
Surat Kuasa tertanggal .......................... (Model PJ-06a/UD) kepada Bank untuk 
mengalihkan~mengoverlmemindahl~an hak kepada orang lain atas ijin pemakaian tempat 
berjualan (Kios/Toko/Los) yang tersebut dalam akta i tu untuk keperluan Bank. - 

f Dengan ini YANG BERKUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada Bank, 
penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh Bank segala hak dari YANG 

t 

BERHUTANG sebagai diterangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang 
pertama nomor .............................. ta~ggal ....................................... .dan Swat 
"enetapan Pangkat Terakhir nomor ................................... tanggal ...................... 
Gadai ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisah kan dari persetujuan ini dan persetujuan in1 
tidak akan dibuat dengan tiada bagian itu. 
Karena penggadaian ini, Bank berhak untuk menerima uang gaji YANG BERHUTANG dari 
Kas Negara/Jurubayar/Bendaharawan yang bersangkutan guna diperhitungkan dengan hutang 
YANG BERHUTANG kepada Bank dengan hak pula untuk mencegah pihak pihak lain 
termasuk YANG BERIWTANG sendiri untuk menerima pembayaran uang tadi. 
Untuk keperluan itu, disamping penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang 
Pertama, Swat Penetapan Pangkat Terakhir tersebut diatas, YANG BERHUTANG : 
..................................... sesuai surat Bendaharawanl Jurubayar nomor 
................................. Memberikan kepada Bzmk, pemberian mana telah diterima oleh 
Bank, suatu Surat K b a  Memotong Gaji (Model PJ-OS/LTE)) yang berlaku terus menerus 
untuk menerima uang gaji yang menjadi hak YANG BERHUTANG langsung dari Kas 
Negara/Jurubayar/Bendaharawan sejak bulan .................................... dan selanjutnya 
tiap-tiap bulan hingga pinjarnannya kepada Bank lunas. 

g. Dengan ini YANG BERHUT>NG menggadaikan dan mengalihkan kepada Bank, 
penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh Bank segala hak dari YANG 
BERHUTANG sebagai diierangkan dalam Swat Keputusan Pensiun nomor 

...................................... tanggal ..................................... Penggadaian ini 
menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini (jntergrerendeel) dan 



persetuj~ran ini tidak akan terjadi bila penggadaian ini tidak diadakan. Karena penggadaian ini 
maka: 
YANG BERHUTANG ............................................ 
No. Pensiun ............................................ 
No. Buku Pembayaran Pensiun/Karip : ........................................... 
Memberi kuasa kepada Kas NegardKantor Pos & Giro qq PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Unit ...................... Model PJ-O5dUD) untuk melakukan pemotongan atas 
pembayaran uang pensiun sejak bulan ............... dan selanjutnya tiap-tiap bulan hingga 
pinjamannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) lunas. 

Untuk kepentingan Bank, Bank &pat mempertanggungkan atau mengasuransikan jiwa YANG 
BERHUTANG kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh Bank atas beban YANG 
BERHUTANG 1 BANK dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku. 

KEWAJIBAN LAIN DARI YANG BEREIUTANG 
Basal 5 

YANG BERHUTAVG berkewajiban untuk inenyerahkan kepada Bank asli swat-swat bukti 
kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Bank sampai dengan pinjaman lunas. 

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
p Pasal6 

Bank berhak baik dilakukan sendiri akau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk Bank dan 
YANG BERHUTANG wajib mematuhinya untuk setiap waktu meminta keterangan dan 
melakukan pemeriksaan yang diperlukan Bank kepada YANG BERHUTANG danlatau 
perusahaannya. 

PERNYATAAN 
Pasal7 

YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan: . 1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang 
diperlukan oleh Bank atau kuasanya dan. tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Bank terutama mengenai kebijaksanaan 
pemberian pinjaman. 

2. Bahwa pinjaman yang diterima dari Bank tersebut aka2 dipergunakan untuk keperluan- 
keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu Bank berhak 
memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud. 

3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka Bank berhak denban 
seketika menagh pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-nunda 



Iagi membayar seluruh pinj amannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewaj iban 
lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas. 

4. Bila mana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak 
untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan 
maupun dimuka umum, untuk dan atas nanla perrnintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa 
paksaan YANG BERHUTANG de~gan ini menyatakan dengan sesungguhdya akan 
menyerahkan/mengoson&n rumahhangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Surat 
Pengakuan Hutang ini. .' 

0 

5. Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas 
biaya YANG BERHUTANG sendiri, pihak Bank dengan bantuan yang berwenang dapat 
melaksanakannya. 

BTAYA-BIAYA LAINNYA 
Pasal8 

Bea meterai, biaya percetakan, Biaya Notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 
biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini, merupakan beban dan 
hams dibayar oleh YANG BERHU'TANG. 

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG 
BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukurn (domisili) yang tetap dan umum di Kantor 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... ... ... ... ., d d a t a u  BUPLN di ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . dengan 
tidak mengurangi hak dan wewenangnya Bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi irau 
mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan 
Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga didalam 
wilayah Republik Indonesia. 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 
Pasall0 

1. Khasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada Bank sehubungan pemberian 
pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembalvdiakhiri baik 
oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberiari kuasa sebagaimana ditentukan 
dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, 
dan kuasa-kuasa tersebut pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat. 

2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh Bank diatur 
dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 
dari Surat Pengakuan Hutang ini. 

3. Terhadap pengakuail hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula "SYARAT-SYARAT 
UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. 3ANK RAKYAT INDONESIA 



(PERSERO) yang telah disetujul oleh YANG BERKUTANG dan mengikat YANG 
BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan 

+ hutang ini sekali pun syarat-sy arat tersebut tidak dilarn pirkan dalarn pengakuan hutang ini. 

4. Surat Pengakuan Hutang ini rnulai berlaku sejak ditandatangani. 

....................... Ditandatangani di 

YANG BERHUTANG 

Ditandai dan didahr  dalam register yang tertentu dibawah nomor: ........................... , oleh 
saya .............................. ., ............... ., Notaris di ............. pada hari ini, tanggal 

Notaris 



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Model PJ-081UD 

............................... KANTOR CABANG : 
UNIT ................................ 

PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MIL,= ATAS 
KEPERCAYAAN (FIDUCIA) BARANG 

.................. Nomor : 

Pada hari ini ............... tanggal ......... bulan.. .................. tahun ........................ 
(... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .) yang bertanda tangan dibawah ini: 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
11 ........................................................................ Pemimpin Cabang Perseroan 
Terbatas PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) di ................................ 
bertempat tinggal di .......................................................... dalam ha1 ini bertindak 
dalarn jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 30 
tertanggal ...................... yang dibuat oleh ................................ Notaris di 
........................... .oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) yang dimuat dalam akta nornor 133 tanggal .................... Yang 
dibuat dihadapan ............................................ Notaris di ............ ., dan telah 
diumynkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal ........................... 
tambahan berita Negara Republik Indonesia nomor 3A tahun 1992 berikut perubahannya dengan 
akta Nomor 78 tanggal .............................. tentang Berita Acara Rapat dan Akta 
Pembetulan Nomor 6 tanggal ......................... dibnat oleh Notaris yang sama dan tekh 
diumumkan dalam Berita Negara Rq~ublik Indonesia Nomor 84 tanggal .......................... 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor OlOA tahun ................ bertindak untuk 
dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berkedudukan di jalan 
............................................. , selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA 

Dengan ini kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu: 
1. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor Urut ......................... tertanggal 

........................... ., ................................................ .., telah atau masih akan 



menerima pinjaman dari PEWS KEDUA. Bahwa perjanjian ini merupakan satu kesatuan 
dari perjanjianfpersetujuan pengzkuan tersebut di atas. 

2. Bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali pinjaman dimaksud, 
baik yang berupa pokok, hunga, denda bunga dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya lainnya 
tanpa pengecualian, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian 
Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia) selanjutnya disebut PERJANJIAN, 
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentu~n sebagai berikut: 

PASAL 1 
PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan hak milik atas kepercayaan selanjutnya disebut 
fiducia, kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju untuk menerima 
penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan perjanjian ini. 

PASAL 2 
Barang-barang yang diserahkan dipindahkan hak miliknya kepada P W  KEDUA secara 
fiducia tersebut dan yang diterima oleh PMAK KEDUA sejak s a t  ditandatanganinya 
PERJANJIAN ini menjadi milik PLHAK KEDUA oleh karena itu PIHAK KEDUA berhak 
sepenuhnya atas barang-barang dimaksud tanpa memerlukan perbuatan hukum lain. Selanjutnya 
pa& saat yang sama barang-barang tersebut diserahkan kembali oleh PLHAK KEDUA kepada 
PJHAK PERTAMA. dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA untuk d ip in j a  
pakai. C .  

PASAL 3 
1. Pm PERTAMA berkewajiban untuk: 

a. Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua surat bukti pemilik at& surat-surat lain atas 
barang-barang dimaksud. 

b. Memelihara barang-barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan 
memperbaikilmembetulkan segala kerusakan atas biaya sendiri. 

c. Mengganti dengan barang-barcng yang sama dan sekurang-kurangnya sama nilainya 
apabila bara~g-barang dimaksud rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali. 

d. Memperlihatkan barang-barang tersebut apabila PlHAK KEDUA atau kuasanya akan 
melihatnya. 

e. Meaamin bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang 
digadaikan atau sedang dijaminkan untuk suatu pertanggungan atau dibebani dengan 
katan lain berupa apapun, bebas dari sitaan clan tidak dalam sengketa. 

2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaiman mestinya, 
diwajibkan menyerahkan barang-barang tersebut kepada PMAK KEDUA atas biaya sendiri 
dan tanpa syarat segera dan seketika setelah ada permintaan dari PIHAK KEDUA sec,Tra 
tertulis. 

3. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada PIHAK 
KEDUA sebagaimana ditentukan pada ayat 2 diatas, maka PIHAK KEDUA dapat dan 
bilamana perlu dengan bantuan alat Negara mengambil sendiri barang-barang yang 



dipinjarnkan itu dari PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang menguasai barang-barang 
dimanapun barang itu berada. 

PASAL 4 
PMAK KEDUA Qberi hak dan diizinkan oleh PWAK PERTAMA setiap waktu un;& 
memasuki halaman-halaman dan , bangunan-bangunan dimana barang-barang tersebut 
ditempatkan untuk memeriksa keadaan barang-barang, serta memberikan peringatan kepada 
PIHAK PERT AMA apabila PTHAK PERTAMA tidak melakukan pemeliharaan dan perawatan 
atas barang-barang dirnaksud. 
Apabila diperlukan, P W  KEDUA dapat memberikan tanda (label) pada barang-barang 
tersebut sebagai jaminan kepada PIHAK KEDUA dan selama hutang PI~IA;( PERTAMA belurn 
dibayar lunas oleh PTHAK PERTAMA,maka PIHAK PERTAMA dilarang untuk merusak dan 
atau menghilangkan tanda (label) tersebut. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat melunasi 
hutangnya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan barang- 
barang yang dipinjamnya dan jika PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya tersebut, 
maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengambil sei'diri baraag-barang yang dipinjamkan itu dari 
PIHAK PERTAMA dan atau pikk lain yang menguasai barang-barang dimanapun barang itu 
berada dan bilarnana perlu dengan memints bantuan alat Negara dan segala biaya yang 
diperlukan untuk itu seluruhnya menjadi tanggungan yang hams dibayar oleh PIHAK 
PERTAMA. 

- PASAL 5 
PMAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil dan 
menjual barang-barang dimaksud baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum dan untuk 
mengambil pelunasannya atas pinjaman PHAK PERTAMA, Kuasa mana tidak dapat dibatalkan 
oleh apapun atau sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasall813 KUH Perdata. 

PASAL 6 
Apabila setelah diperhitungkan hasil penjualan barang-barang tersebut dalam Pasal 5 ternyata 
terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA tetapi 
jika terdapat kekurangan maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA. 

PASAL 7 
Bea materai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat airanya perjanjian ini ditanggung 
dan Wajib dibayar sepenuhnya oleh PMAK PERTAMA dan dapat diperhitungkan dengan 
rekening-rekening PIHAK PERTAMA yang ada pada PIHAK KEDUA. 

PASAL 8 
Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah memilih tempat 
kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan m u m  di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
... . .. ... ... ... ... .dan/atau BUPLN di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..dengan tidak 
mengurangi hak dan wewenang PIHAK .KEDUA untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau 
mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini melalui 
atau dihadapan pengad.ilan-pengadilan lainnya dimanapun iuga di dalam wilayah Republik 
Indonesia. 



PASAL 9 
Kuasa-kuasa yang diberikan P W  PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian 
ini diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembalildiakhiri baik oIeh 
ketentuan Undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam 
pasal 1813 KUH Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan hlasa-kuasa tersebut 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa- 
kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat. 

Segala sesuatu ymg belum cukup diatur dalam perjanjian ini yang oleh PIHAK K E D ~ A  
diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari perjanjian ini. 

Surat resi yang diberikan oleh Kantor Pos dan resi-resi ekspedisi lainnya untuk tanda 
pengiriman swat menyurat dan kertas lain sebagaimana tersebut dalam ayat 2 berlaku sebagai 
tanda bukti bahwa segala pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sudah 
berlaku sebagaimana mestinya. 

Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

PIHAK KEDIJA 

Ditandatangani di ... ... . .. ... ... ... .. . .. . ... 

PIHAK PERTA-MA 



Model PJ-OSa/UD 

PEhWTCAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN 
(FIDUCIA) BARANG * 

Kepada Yth Pemimpin Cabang 
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) 
Di ................................... 

Sub Jumlah C 

Dengan horrnat, 
Sesuai dengan pe janjianPenyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia) antara PT. Bank 

............................... Rakyat Indonesia (Persero) dengan kami, Nomor tanggal 
....................................................... dengan ini kami menyerahkan hak milik atas 
Kepercayaan (Fiducia) terhadap barang-barang yang tersebut dibawah ini, penyerahan mana telah 
diterima baik oleh Bank dan sejak penyerahan ini barang-barang tersebut menjadi milik Bank. 

Tempat penyimpanan 
barang-barang 

Bukti Kepernilikan 
diserahkan lpernbelian barang 

Cjenis dan nomor) 

Harga Taksiran(Rp) 
(Nilai Likuidasi) 



Jumlah I Rp. ...................... .: ........ 

Tempat penyimpanan 
barang-barang 

Selanjutnya kami menerangkan bahwa pada saat ini juga kami telah menerima kembali barang- 
+ barang tersebut dari Bank, untuk kami sirnpanlpergunakan dengan sebaik-baiknya untuk dan atas 

narna Bank, serta dengan ini kami berjanji dm sanggup memelihara/merawat. barang-barang 
tersebut dengan baik dan dengan segala risiko dan menjadi tanggung jawab kami. 

Demikian harap &urn agar dipergunakan seperlunya. 

Harga Taksiran(Rp) 
(Nilai Likuidasi) 

Barang-baraug yang 
diserahkan 

Hormat karni, 

B~ikti Kepernilikan 
1pernbelia.n barang 
(jenis dan nomor) 



LAMPIRAN KLAIM 
ASURANSI JIWA KREDIT 

BRINGPN LIFE 



PT ASURANSI JIWA 
BRINGIN JIWA SEJAHTERA , 

- JAKARTA PUSAT 
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:..;lPOh in1 tunduk pula pada kete;ltuan y ;z:;: :! 
, khusus ditetapkan di d a l m  &rat E ... 1.. . 

. MrekslBRI NOSE : S . ~ ~ - D W B ~ /  
r:.:'?.Tanggal 16 Juni 1989 beserta lampiran-lampir 

dan ketentuan lain yang berkaitan 
engan Kredit Untuk Nasahah KUPEDES 

. . . .. , . . . 
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: P.T. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEIAMTERA , berkedudukan di Jakarta, . 

...;.- selanjutnya disebut PENANGGUNG, berdasarkan perminfaan dan keterangan- . 
, . . 

' . : . I .  keterangan dari : 
e .  

. . . '  N a m a : BRI Unit Desa  Bantu1 

Dengan ketentuan se 
JENlS ASURANSI 
UANGPERTANGGUN peserta 'seperti 

terlampir yang 

:. ' MULAI BERLAKU 

. ;' PESERTA 
... 

ang sekarang ada dan 
1. 

. q- ., : ulkan selama perjanji- 
. : . 
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4.Perjanjian ini tunduk pada SYAFWT-SYARAT UMUM dan ketentuan lain ykng 
''~~$~l,t$rcantum di dalam atau terletak pada POLIS ini dan yang merupakan bagian 

ir' 

yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. 
:, ,$;+ ..;., < '{s. . , 

,: ;....> , ,.:;,,::;.+;::: , . .. . ? . . . .  . L ,," . '  . . . 
y.,:, 7.' 
' >. -2 I"' Dikeluarkan di Jakarta, 1 Januari 1989 < ::p : 

,+. .s:"5.. . , . . ,  , 
... <.,, - . , 
k.-)*.' .. ' ; . PT. ASURANSI JIWA 

BRINGIN JIWA SEJAHTERA ; .;!j ;~ ! , . Disampiug 
, ...k. ,, : KETENTUAN UMUM p o r n  m- Direksi 

)I 

K R * , + , ~  . ~ ~ ~ N S I -  ?,BINGIN JIWA SE J ~ E R A ,  
' ' 



(4 
SYARAT-SYARAT UMUM ASURANSI JlWA KUMPULAN KREDIT I-.. + ,  , 

. !  
1 Y 

. . 
Pasal l  dan akan merupakan bagian mutlak dari dalam keadaan bahava atau dalam keada'm">.r 

Pengertlan : Dalam syarat umum polis ini 
Kumpulan Kredit inl. darurat perang, maka klaim kematian dapat f;j 

Pasal7 
. tt 

yang dimaksud dengan: dikenakan pemotongan sementara, "yang , ,, 
besarnya ditentukan oleh Direksi. , :,,:i,.:,!~4j 

Pemegang Polis: Yang menbadakan kontrak ASU- PeSerta Hanya Pesefia yang dlasuranslkan' yang gda kepentingan asuransl A ~ a t  2 :satu tahun setelah berakhirnya ~e~erangapt~!::: 
ransi Jiwa Kumpulan dengan 
,,Perusahaan atau yang meng- dengan Pemegang polis yang daftarnya disam~ai- atau keadaan darurat perang, sidang luar:(p 

kan kepada Perusahaan dan belum tergabung biasa dari perusahaan Perwakilan Anggota . .. i 
gantikannya. 

dalam Polis Kumpulan Kredit ini. akan memutuskan berapa besarnya pe-I ':., 
Yang dltunjuk : Yang ditunjuk untuk menerima motongan, sesuai dengan menlngkatnya.:;vj.j: 

uang pertanggungan. .I Pasal8 angka kematian akibat peperangan. , :j:p,:;>l$ 
, . -. ii;> y::+ 

\.:... ... # . , .. 
Polls Kumpulan : Kontrak perjanjian Asuransi Pembayaran uang Pertanggungan. J-? . . ,... -..: ,<.::,G 9 
Kredlt Jiwa Kum~ulan kredit antara Ayat 1 :Uang Pertanggungan hanya akan dibayar- Pasal l1 &!%$ 

Perusahaan dengan pemegang kan kepada yang ditunjuk jikalau tertang- Bahan-bahan untuk menerlma uang pertangguiighn':.:,? ..$.':?. & 
Polis. gung meninggal dunia dan Polis Kumpulan untuk pembayaran uang pertanggungan karena m;e- 

Kredit masih berlaku. 
Pasal2 ninggal dunia, diperlukan bahan sebagai beflkut: , .  . ,, . ,  .. 2 .  

Ayat 2 :Jikalau setelah berakhirnya masa asuransi a. EuMi otentik mengenai , meninggalnya , ter-. ;$ 
Polls Kumpulan Kredit. Kumpulan Kredlt Ini tertanggung masih tanggung; . , .;, , ., . . ?. $:,$~.. $;- ..,., 

. . # , A  ~* .  
Polis kredit ini merupakan Asuransi untuk para hidup, maka perusahaan tidak dapat di- b. Surat keterangan dari Femegang Polii'ywg;,;? 
peserta .yang nama-namanya dinyatakan dalam wajibkan untuk membayar apapun juga, menyatakan, bahwa tertanggung meninggal:>; 
pasal6 dibawah ini. sesusi dengan sifat dari Asuransi ini. dunia; . : , .-$$ . . . . .  - 

Ayat 3 :Uang pertanggunga" ymg dibayarkan C. Lain-lain bahan Yang dipandang perlu oleh ": 
Pasal3 Direksi. adalah sebesar sisa kredit yang ada dan di- . ......:. ' ..,. . :$ 

bayarkan ke Kantor Cabang BRI untuk me- 
, . . 

Bsrlakunya Asuransl. .,.->;,::-$ 
4suransi Kumpulan Kredit ini untuk masing-masing lunasl pinjamannya. ?:,; . ,,&,'; .::;:+:, . . 

- . ' . : r , .  

~eserta mulai berlaku pada tanggal yang dlnyatakan Ayat 4 : Perusahaan tldak berkewajiban memba)ar Pasal l2 . I. .; 
. . . ';, :' 

jalam Daftar Peserta. uang Pertanggungamyang diajukan setelah yang dltunjuk: , . , . . . .:;: , ..! .. ? - melewati batas waMu 6 ' bulan setelah . . ,, ,'.< 
' b .  

Pasal4 melewati batas waktu periode pertang- Ayat 1 :Yang ditunjuk untuk menerima Uang Per-:-;,$: 

gungan. 
Jang Pertanggungan. 
3esarnya uang pertanggungan baik untuk maslng- 
nasing peserta tersendirl, maupun jumlah seluruh- 

Pasal9 

lya secara kurnpulan dinyatakan dalam Daftar Pengecualian. 
'eserta tersebut dalam pasal6 dibawah ini. Perusahaan bebas dan kewajibannya untuk- mem- 

bayar pertanggungan penuh menurut kontrak, atau' .. . 
Pasal5 mengembalikan sejumlah uang premi yang telah 

diterima oleh Perusahaan, jika tertanggung me- 'ang Preml. ninggal dunia: .!I- esarnya uang Premi baik untuk masinghasing 
sserta tersendirl, maupun jumlah seluruhnya a. Karena bunuh dlrl,. atau dlhukum mat1 oleh 
?cara kumpulan, dinyatakan dalam Daftar Peserta ~engadllan Yang bewajib; 
darn pasal6 dibawah ini. b. . Karena terlibat dalam perkelahian kecuali . , 

sebagal orang yang mempertahankan diri; 
Pasal6 c. Karena akibat kecelakaan sebagai penumpang 

pesawat udara yang tldak diselenggarakartoleh 
aftar Peserta. perusahaan penerbangan penumpang komersiil 
,at 1 : Daftar Peserta yt~ng dinyatakan daiam polis (Commercial Pasenger A1rlir.e) yang memPunYai premi yang telah diterima oleh Perusahaan:F',' 

Asuransl Kumpulan Kredlt sebagal baglan . Penerbangan tetaP dan teratur, dan Yang kecuall jika keterangan yang tldalib6nqr,itu;$ 

mutlak Polis Kumpulan Kredit ini harus sed3ng menialan1 route penerbangan Yang blah ternyata diberlka" dengan tldak'sin$a&#$ 

memuat: ditetapkan didalam jadwal penerbangannya; satu sama lain l, menurut, pertimbangad!qh 
Dlreksi. . .,:.k .,;..3$;rh : a. ~ama-nama dari setiap peserta yang d. Karena akibat penganlayaan, perbuatan ke- A. r,,:.. . ' . . ah  4: 

diasuransikan dibawah Polis Kumpulan kerasan dalam pembero"takan, huru-hara Pyat 2 : ~ a l a m  ha1 kesalahan yang dib&,tid~$# 
Kredit; pengacuan aiau perbuatan teror, satu.sama lain dengan sengaja, kontrak asuransinva dapa .>";.< 

b. Besainya uarlg perianggungan menurut menurut pertimbangan Direksi. dilanjutkan dengan menyesuaikan asuransi-$8 
pasal4; o. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang nya dengan keadaan yang seb8namya.h.-..i:%& 

c.- Besarnia uarlg premi menurut pasal5; 0. ' dilawkan dengan sengajaikehilafan besar oleh ,. , *!. 7:. +,i?:-L; .,;, ;,,,~..;,;~{*g!:;~+~\ 
d. Dan lain-lain keterangan yang dlanggap ' tT~erek'a Yang berke~entingan dalam polis in1 

r i s  ..\, , ,. .! .: ' ::r~-~:::.,$yi: 
danlatau ahll warlsnya. Pasal l4 perlu oleh Diroksi. , . ~ : , t . ; ~ , ~ , ~ +  (. '! ?!jj; +;$$$ 

,at 2 : Daftar Peserta dapat ditambah setiap waktu Tempat kedudukan: . .  . . .. 
..i. 

...-. ;<< . :'. Pasall0 . . t. I, . .. . .-. . . , .  
menurut kebutuhnn selama .polisnya masih ."' ....X : 

i;. 

Sesuai dengan ketehuan yang tercinturi 'dalarn !. berlaku, dengan tidak mengubah Polis ASU- , Peraturan dalam keadaan perang. . .. 
ransi Kumpulan Kredit ini. .d ab 

Anggaran Dasar Perusahaan, dalam ha~.,se~aia*~$; 
. - Ayat ~3i&~tnbutpeperangan dan Indonesia ter- persengketaan antara Perus~haan da";:yan$$~ 

at 3 :Daftar Peserta ditandatangani oleh ~ e m e -  . . . fibaL.didalamnya, baik peperangan itu berke~entingan dalam asuransi ini. :>-' ...,,,':. . ',$pi . r . , . :  4%.! ?,,: 

gang Polis dan setelah disetujui oleh Per- dinyatakan atau tidak, atau Indonesia untuk Perusahaan memilih tempat yang tidak berubah "4:. 
~ ~ c a h a a n  akan rlilarnnirkan narla nnlisnva cnlt~rl~hnva at at^ 11nt11lr cnhanian rlin~ratakan (rlnrniriliel rli Kantnr P~~natnva . .;.. .. - .. ... .. .a';' E r  



. .................. ........... DAFTAR KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT Halaman dari 
ari : 

BRI UNIT : ....................................................... 
Kanca BRI : ......................................................... 

BAG1 NASABAH K U P E D E S 

BULAN : 

Kepada : 
1 /w BRINGIN LIFE 1 

PT. Aswami Jm BRINGIN JWA SWAHTERA 

. . 
Catatan : 
- Apabila klaim tersebut mempunyai hak IF'TW dan Rstitusi Bunga. mohon dilimpahkan ke rekening PT BJS No. 004999-014-5 pada Kanca BRI Veterah Jakarta 

.................... .................. -Total hak IPrWdan Restitusi Bunga telah dilimpahkan dengan Nota NO. tgl. ... : 

(bp.rN.02 (500- @ 25 Set @ J ,br. 1197, 
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Lembar 3 (kuning): Arsip BRI Unit 

HARAP DllSl ! - 

NOMOR 
PESERTA ASURANSI 

' (SESUAI DPAIK) 

2 

...... - - .... .- - 
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~ : 
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N A M A ~ A N  ALIAS 
PESERTA ASURANSl 

(SESUAI DPAJK) 

3 

Lembar 1 (merah) : PT BRINGIN JlWA SEJAHTERA TotalISub total 
Lembar 2 (hijau) : Arsip Kana  BRI 

.- 
4 

JUMLAH KLAIM 
(RP) 

9 

.. 

Lampirin : r 

-- 

UMUR 
(Th) 

4 

1. Surat Keterangan Kematian dari pcjabat yang bemenang - 
(Kep. DesalLurah. Dckter. Kepolisian) 

2. Surat Keterangan Ahli Waris (bjs.'lN.(n.Ol) 

H AK 
IPTW 
(RP) 

10 

...........-.......... . 
- 

. 

- -- 

JUMW~ 
PERTANGGUNGAN 

.(SESUAI DPAIK) 

5 

R E S ~ S I  
BUNGA 
(RP) 

11 

-. 

3. Surat Permohonan Perxtujuan Pembayaran Klaim (bjs.TN.W) 
4. COPY KaRu pinjaman $ing krsangkutan 
5. Copy Daftar Peserta Asuransi yang bersangkutan 

................................. tgl, .................................. 
BRI UNIT - -.. 

Total lajur9dilimpahkan ke rkg 
no. 004999-002.8 pada BRI Cabang 
Veteran Jakarta dengan nota : 

No. : 

Tgl. : - 

TANGGAL 
KEMAnAN 

8 

-. 

-------- 
-- 

-- 

- -- - - . 

- 
...... 

- - -. - - - - - 

TANGGAL 
REALISASI 

KREDIT 

6 

.. ......................................... - 
. ... 

- 

i , ; .  
-- - -- 

- 
- -- - -- 

.... -. 

... 

- - - - - A - . - . -. a - . -. .- - 

.... . - 

--- 
- 

. 

. 

- - - - - - - 

JANGKA 
PINJAMAN 

(Bin) 

7 

- 
- 

~ 

.............-...... 

.- - - - 
- 

. - - -- - .- -- - 
. 

-- ............... 

... . -. 

-- - -~ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

.- 

- 

-- 
- 

. . 



ASURANSI JIWA 

BRINGIN JIWA SEJAHTERA Jalen Veteran II/I 6, TIP. 361326, 374208 ext. 160, Jakarta Pusat. 

L kw. 
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Y t h .  Hapal:: K e p a l a  H H I  U n i t  D e s a  HANTUL- 
Bank R a k y a t  I n d o n e s i a  
1::antor C a h a n g  HANTUL 
d i  

BANTUL 
s. 

i 
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ASURANSI B R I N G I N  J IWA SEJAHTlfRfl 

lzin Usaha MENTERI KEUANGAN R.I. No. KEP-181/KM.13/1988 tgl. 10 Oktober 1988. : 


